
GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan
kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2O0l tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (L,embaran
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terfiang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);
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4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 ter.tang Penyesuaian Pidala (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 7153);

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nornor 158, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6 Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2O23 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telatr diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talrtn 2079
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2O16 tentang Peralgkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturari
Pemerintah Nomor lO6 Tahun 2021 tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2I lentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

I I . Peraturan Menteri.. ... / 3
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11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun
2025 ter:ilang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025 Nomor 2);

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud dengan:
1 Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3 Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
4 Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Tengah.
5 Gubemur adalah Gubernur Papua Tengah.
6 Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah

Sekda Provinsi Papua Tengah.
7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenalgan Provinsi;

8 Dinas adalah dinas-dinas yang ada di Pemerintah Provinsi
Papua Tengah.

9 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas.
10 Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
1i Bidang adalah Bidang pada Dinas.
12 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
13 Seksi adalah Seksi pada Dinas.
14 Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang
melaksalakan kegiatan tekrris operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

15 Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi
pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau
pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Kelompok Jabatan..... I 4
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16 Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas Pendidikan;
b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas Kesehatan;
c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas Pekeq'aan Umum Penataan Ruang,
Pemmahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Sosial;

e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata keq'a Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi;

f. kedudukan, susunern organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana;

g. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata keq'a Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

h. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan;

i. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

j. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perhubungan;

k. kedudukan, susunErn organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

1. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata keq'a Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

m. kedudukan, susuna.n organisasi, tugas dan fungsi serta
tata keda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

n. kedudukal, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

o. kedudukal, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kebudaya.ar1 Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;

p. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

q. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

r. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

s. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

t. kedudukan...../5
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kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(21 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

a. Kepala Dinas Pendidikan;
b. SekretariatDinasPendidikan,membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi
Komunitas, membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Inklusif;
2. Seksi Pembinaan Akademi Komunitas; dan
3. Seksi Pengembangan Program Pendidikan

Berbasis Kebutuhan Khusus Daerah.
d. Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan,

membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu

Pendidikar;
2. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi

Pendidikan; dan
3. Seksi Layanan Khusus Pendidikan dan Inovasi

Pembelajaran.
e. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan,

membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Guru dan

Tenaga Kependidikan;
2. Seksi Peningkatan Kompetensi dan

Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Seksi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier

Guru dan Tenaga Kependidikan.
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur. . . .. / 6
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(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercartum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Ttrgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 5
(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkal
Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit

Pelaksana Teknis; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 6
(1) Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan di bidang pendidikan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program Dinas

Pendidikan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di
bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. penyusun€rn rencana strategis Dinas Pendidikan
berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi
melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penyusun€rn rencana
ke{a;

c. pengoordinasian..... / 7
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C pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Dinas
Pendidikan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Pendidikan,
bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan UPTD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar
kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja
masing-masing:
penandatanganan naskah Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang pendidikan dan
menetapkan standar pelayanan minimal UPID
berdasarkal peraturan perundang-undangal sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penang€rnan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan
pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam
rangka meningkatkan kine{a pegawai;
pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program
Sekretariat Pendidikan, bidang-bidang pada Dinas
Pendidikan dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur.

d

e
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Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 8
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. men)rusun rencana kerja Subbagian Program dan

Keuangan;

b. mengoordinasikan..... /9

Pasal 7
(1) Sekretariat Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program keq'a, pengelolaan keuangan dan perlengkapan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan
fungsi:
a. penJrusunan rencana dan program kerja Sekretariat

Dinas Pendidikan;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusun€rn

rencana dal program ke{a serta anggaran Dinas
Pendidikan;

c. pelaksanaan pengoordinasian penJrusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas Pendidikan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendidikan;
e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas

Pendidikan;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas

Pendidikan;
g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian

Dinas Pendidikan;
h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,

kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Pendidikan;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kine{a
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Pendidikan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Pendidikan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Pendidikan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keualgan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
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b. mengoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan dinas pendidikan meliputi rencana
strategis, indikator kinerja utama, rencana
kerja/ rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kine{a
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan
di lingkup Dinas Pendidikan;

d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit ke{a di lingkup Dinas
Pendidikan;

e. mengoordinasikan pen5rusunan, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi profil Dinas
Pendidikan;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan;

g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan
dengan unit-unit ke{a di lingkup Dinas Pendidikan
dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas
Pendidikan meliputi laporan kine{a instansi
pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah, laporan keterangan pertanggungiawaban
Gubernur, laporan keterangan pertanggunglawaban
akhir masa jabatan Gubernur, evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan
realisasi kineg'a dan keuangan triwulanan atas
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan,
dan laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

i. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
k. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan

pembayaran, antara lain:
l. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui
oleh PA/KPA;

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/cU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang
telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

l. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM
dengan kelengkapannya kepada BUD melalui
bendahara pengeluaran;

m. membuat register SPP, SPM dan SPJ;

n. membuat laporan..... / 10
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n. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan
pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/surat perintah kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

o. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawas€rn dan pengendalian;

p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana
kebutuhan barang dinas pendidikan;

q. mengelola barang milik negara/Daerah lingkup Dinas
Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangal;

r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan
Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Program dan
Keuangan; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Subbagian Umum dal Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayal (31huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengirimar surat dan naskah Dinas Pendidikal
lainnya;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah Dinas Pendidikan sesuai dengan
tata naskah Dinas Pendidikan;

d. menyelenggaralan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;

e. menyiapkan balan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Dinas Pendidikan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Pendidikan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dal
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan keda sama teknis Dinas
Pendidikan;

j. menyrsun jadwal dan mengelola rapat Dinas
Pendidikan, kunjungan tamu Dinas Pendidikan, dan
acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan..... / | |
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m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaal tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi

Komunitas

Pasal 9
(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi

Komunitas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c mempunyai tugas melaksanakan pen,,usunan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan khusus serta pelaksalaan pengelolaan
akademi komunitas.

(21 Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi
Komunitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perLrmusan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan,
kelembagaan dan sarana prasar€rna, serta peserta
didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan akademi
komunitas;

d. pen5rusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan khusus;

e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus
yang d iselenggarakan oleh masyarakat;

f. penl,usunan bahan pembinaan pelaksanaan
kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga
kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik pembangunan karakter pendidikan
khusus;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
kurikulum dan penilaian, pendidik dan tenaga
kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan khusus, dan pengelolaan akademi
komunitas;

h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian,
pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan kara-lrter pendidikan khusus, dan
pengelolaan akademi komunitas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Pembinaan...../ 12
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(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Akademi
Komunitas membawahkan :

a. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Inklusif;
b. Seksi Pembinaan Akademi Komunitas; dan
c. Seksi Pengembangan Program Pendidikan Berbasis

Kebutuhan Khusus Daerah.

Pasal 10
(1) Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Inklusif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. men]rusun bahal perumusan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasar€rna, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus dan
layanan inklusif;

b. menJrusun bahal dan penetapan kurikulum muatan
dan kriteria penilaian pendidikal khusus dan layanart
inklusif;

c. menyusun bahal pembinaan pelalsanaan kurikulum
dan penilaian pendidikan khusus;

d. menJrusun bahan pelaksanaan layanan inklusif;
e, fasilitasi pengembangal kurikulum sesuai

karal<teristik dan budaya Daerah dengan mengacu
pada kerangka kurikulum nasional;

f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum dan penilaial, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan khusus dan
layanan inklusif;

S. melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
khusus dan layanan inklusif; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pembinaan Akademi Komunitas dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun bahan perumusan rencana kebijakan di

bidang pembinaan akademi komunitas;
b. men5rusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pengelolaan pembinaan akademi komunitas;
c. melaksanakan pengelolaan pembinaan akademi

komunitas;
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

pengelolaan pembinaan akademi komunitas; dan
e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan pembinaan

akademi komunitas;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.
(3) Seksi Pengembangan Prograrn Pendidikan Berbasis

Kebutuhan Khusus Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

a. men5rusun program...../ 13



-13-

a

b

menyusun program kerja Seksi Pengembangan
Program Pendidikan Berbasis Kebutuhan Khusus
Daerah;
menyiapkan bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis pengembangan program pendidikan
berbasis kebutuhan khusus Daerah mela-lui
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan
khusus;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
pembinaal minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan
khusus;
men)'usun pedoman/petunjuk teknis pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik pendidikan anak usia dini luar biasa,
sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama
luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, kolese
pendidikan guru, sekolah menengah atas olahraga,
sekolah menengah atas unggulal dan program
akselerasi;
menJrusun pedoman/petunjuk teknis penerimaan
siswa baru pendidikan arrak usia dini luar biasa,
sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama
luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, kolese
pendidikan guru, sekolah menengah atas olah raga,
sekolah menengah atas unggulan dan program
akselerasi;
men5rusun pedoman/petunjuk teknis mutasi siswa
pendidikan anak usia dini luar biasa, sekolah dasar
luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa,
sekolah menengah atas luar biasa, kolese pendidikan
guru, sekolah menengah atas olahraga, sekolah
menengah atas unggulan dan program akselerasi;
melaksanakan perenca.naan dan pengembangan siswa
pendidikan anak usia dini luar biasa, sekolah dasar
luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa,
sekolah menengah atas luar biasa, kolese pendidikan
guru, sekolah menengalr atas olahraga, sekolah
menengah atas unggulan dan program akselerasi;
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta
didik pendidikan anak usia dini luar biasa, sekolah
dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar
biasa, sekolah menengah atas luar biasa, kolese
pendidikan guru, sekolah menengah atas olahraga,
sekolah menengah atas unggulan dan program
akselerasi dengan narasumber, juri, asesor, dunia
usaha dan industri, BUMD, media masa dan pihak-
pihak yang berkompeten;

e

c

d

f.

h

i. mengoordinasikan..... / 14
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i. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan cabang
olahraga sekolah khusus olahraga keberbakatan bagi
siswa/atlet dalam rangka penyiapan bibit olahraga
berbakat;

j. memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan nasional,
turnamen olahraga pelajar tingkat regional, nasional
dan arafura gouth game-s dalam rangka pelaksanaan
pembinaan bakat dan prestasi siswa;

k. melaksanakan pembinaan karal<ter siswa pendidikan
khusus dan layanan khusus melalui kerja sama
dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dan Badan
Penanggulangan Bencana;

1. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan biaya
operasional sekolah untuk meningkatkan mutu tata
kelola;

m. melaksanakan lomba debat bahasa inggris bagi siswa
tuna netra dan tuna daksa;

n. melaksanakan lomba keterampilan siswa sekolah
dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar
biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tingkat
Provinsi sesuai dengan jenis ketunaannya;

o. melaksanakan festival dan lomba seni siswa sekolah
dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar
biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tingkat
provinsi sesua-i dengal jenis ketunaannya;

p. memfasilitasi pelaksanaan lomba keterampilan siswa
sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama
luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa
tingkat nasional sesuai dengan jenis ketunaannya;

q. memfasilitasi pelaksanaan lomba olimpiade olahraga
siswa sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah
pertama Iuar biasa dan sekolah menengah atas luar
biasa tingkat nasional sesuai dengan jenis
ketunaannya;

r. memfasilitasi pelaksanaan festival dan lomba seni
siswa sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah
pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar
biasa tingkat nasional;

s. mengeva.luasi pelal<sanaan lomba dan pelatihan
akademik siswa pendidikan khusus dan layanan
khusus;

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Program
Pendidikan Berbasis Kebutuhan Khusus Daerah; dan

u. melaksanalan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 5.. . .. / 15



-15-

Paragraf 5
Bidang Peningkatan Mutu dan

layanan Pendidikan

Pasal 11
(1) Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijalan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan peningkatan mutu dan layanan
pendidikan.

(21 Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. pen]rusunan program ke{a Bidang Peningkatan Mutu
dan Layanan Pendidikan;

b. penyiapan bahan dal perumusan konsep kebijakan
teknis yang berkenaan dengan peningkatan mutu
pendidikan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan peningkatan mutu dan layanan
pendidikan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan peningkatan mutu dan layanan
pendidikan;

e. pelaksanaan urusan bidang perencanaan, pembinaan
dan peningkatan mutu dan layanan pendidikan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas dal fungsi Bidang Peningkatan Mutu dan
l,ayanan Pendidikan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(3) Bidang Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan

membawahkan:
a. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
b. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi Pendidikan;

dan
c. Seksi Layanan Khusus Pendidikan dan Inovasi

Pembelajaran.

Pasal 12
(U Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. men1rusun program kerja Seksi Kurikulum dan

Penj aminan Mutu Pendidikan;
b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional

peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan
pendidikan;

c. menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi
dan kurikulum Pendidikan;

d. menyiapkan bahan...../ 16
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
pembinaan penyelenggaraan pendidikan meliputi
pengelolaan sekolah, standardisasi kurikulum dan
pembelajaran;

e. melaksanakan pengembangan media pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan komunikasi
pendidikan;

f. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis peningkatan mutu tenaga
kependidikan;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan Pendidikan nonformal;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaal dengan peningkatan
mutu;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penjaminan
Mutu Pendidikan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi Sarana, Prasarana dan

Teknologi Pendidikan;
b. menlapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis pembinaan sarana prasarana dan
teknologi pendidikan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
pembinaan sarana prasarana dan teknologi
pendidika-n;

d. men5rusun pedoman/petunjuk teknis pengembangan
sarana prasarana dan teknologi pendidikan;

e. melaksanakan keq'a sama pengembangan sarana
prasarana dan teknologi pendidikan dengan badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah,
pemangku kewajiban pendidikan, dunia usaha dan
industri dalam rangka pelaksanaan pengembangan
pendidikan;

f. melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis
pengembangan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

g. melaksanakan pelatihan analisis kebutuhan
pembiayaan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

h. melaksanakan pelatihan penyusunan laporan
keuangan terpadu untuk menyinergikan sistem
pelaporan Pendidikan berbasis danng (online);

i. menlmsun rencana kebutuhan pembangunan,
pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana
prasarzrna dan teknologi pendidikan;

j. melaksanakan..... I 17
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j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan, pengembalgan, pemeliharaan dan
pengadaan sarana prasarana dan teknologi
pendidikan;

k. melaksanakan pengelolaan administrasi sarana
prasarana dan teknologi pendidikal, menginput,
mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan
men5rusun data untuk bahan penyusunan kebijakan;

1. melaksanakan pelayanan administrasi pemberian
bantuan operasional penunjang mutu tata kelola
sarana prasarana dan telcrologi pendidikan;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Sarana, Prasarana dan
Teknologi Pendidikan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Layanan Khusus Pendidikan dan Inovasi
Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf c mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi Layanan Khusus

Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijalan teknis layanan khusus pendidikan dan
inovasi pembelajaran;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
layalan khusus pendidikan dan inovasi pembelajaran;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
program pengajaran, penentuan kriteria kenaikan
kelas dan kelulusan, mengatur pelaksanaan program
remedial dan pengayaan;

e. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan
sekolah bersama kepala sekolah dalam hal pengadaan
sarana prasarana pengelolaan pembiayaan alat-alat
pengajaran dan pengelolaan perawatan dan perbaikan
s€rr€rna;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan layanan
khusus pendidikan dan inovasi pembelajaran;

h. melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan mutu pembelajaran;

i. melalsanakan pengembangan media dan sumber
belajar inovatif;

j. melaksalakan pembelajaran kontekstual berbasis
kearifan lokal;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Layanal Khusus Pendidikan
dan Inovasi Pembelajaran; dan

1. melaksalakan tugas..... / 18
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melaksanakan
pimpinan.

tugas lain yang diberikan oleh

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan

Pasal 13
(1) Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan tenaga pendidikan.

(21 Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fu ngsi :

a. penJrusunan program kerja Bidang Pembinaan Tenaga
Pendidikan;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan
teknis pembinaan dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan, peningkatan kompetensi dan sertifi kasi
guru dan tenaga kependidikan, serta evaluasi kinerja
dan pengembangan karier guru dan tenaga
kependidikan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
pembinaan dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan, serta evaluasi kinerja
dan pengembangan karier guru dan tenaga
kependidikan;

d. pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan,
peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru dan
tenaga kependidikan, serta evaluasi kinerja dan
pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Tenaga
Pendidikan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(3) Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan membawahkan:

a. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga
Kependidikan;

b. Seksi Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Guru
dan Tenaga Kependidikan; dan

c. Seksi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier
Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 14
(1) Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga

Kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. men5rusun progr€rm ke{a Seksi Pembinaan dan

Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;

b. menyiapkan bahan...../ 19
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b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan peningkatan
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

d. melaksanakan penjaminan kesejahteraan dan
keamanan bagi guru dan tenaga kependidikan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan
tenaga kependidikan;

f. melaksanakan pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan guru dan tenaga kependidikal lainnya;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan tentang pemberian penghargaan kepada
guru dan tenaga kependidikan;

h. melaksanakan pemetaan dan pendataan guru dan
tenaga kependidikan lainnya;

i. menyiapkan penyelenggaraan seleksi guru dan tenaga
kependidikan berprestasi;

j. melaksanakan pemberian penghargaan kepada guru
dan tenaga kependidikan;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi pembinaan dan kesejahteraan
guru dan tenaga kependidikan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Peningkatan Kompetensi dan Sertilikasi Guru dan
Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas;
a. men]rusun rencana kerja Seksi Peningkatan

Kompetensi dan Sertifikasi Guru dan Tenaga
Kependidikan;

b. menyiapkan bahan perumusan pedoman dan
menyelenggarakan standardisasi kompetensi guru
dan tenaga kependidikan;

c. melaksanakan peningkatan kualifrkasi akademik dan
sertifikasi profesi guru dan tenaga kependidikan;

d. menganalisis data hasil uji kompetensi guru, sistem
informasi manajemen pengembangan keprofesian
yang berkelanjutan, Dapodik, atau instrumen lain
untuk menetapkan skala prioritas pengembangan
kompetensi guru dan tenaga kependidikan;

e. melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan dan
bimbingan teknis, serta kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk guru dan tenaga
kependidikan;

f. mengelola dan memfasilitasi proses sertifikasi guru
dan tenaga kependidikan melalui jalur pendidikan
profesi guru dalam jabatan;

g. melakukan verifrkasi dan validasi data calon peserta
sertifikasi sesuai ketentuan pusat;

h. menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi guru dan tenaga kependidikan;

i. melaksanakan pemarltauarr..... I 20
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i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kebd akan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru dan
tenaga kependidikan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Pimpinan.

(3) Seksi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier Guru dan
Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi Evaluasi Kinerja dan

Pengembangan Karier Guru dan Tenaga
Kependidikan;

b. melaksanakan penyiapan ba-han penetapan kebijakan
alirmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan;

c. melalsanakal penyusun€rn usul formasi guru dan
tenaga kependidikan;

d. melaksanalan pengangkatan dan pemberhentian
guru dan tenaga kependidikan;

e. melaksanakan pemindahan untuk pemerataan
pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah
Kabupaten/ Kota di Provinsi;

f. melaksanakan penerimaan guru dan tenaga
kependidikan dari provinsi lain ke Daerah;

g. melaksanakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan;

h. melaksanakan pengembangan karier guru dan tenaga
kependidikan;

i. melaksanakan perumusan peningkatan karir guru
dan tenaga kependidikan;

j. melaksanakan pembinaan, pengembangan bahasa
dal sastra serta peningkatan kompetensi guru dan
tenaga kependidikan lainnya;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka
kredit Jabatan Fungsional guru dan tenaga
kependidikan;

1. menyiapkan bahan pelal<sanaan program peningkatan
kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi evaluasi kinerja dan
pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan;
dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BABril.....12t
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BAB III
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang kesehatal yang menjadi
kewenangan Daerah.

(21 Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

a. Kepala Dinas Kesehatan;
b. Sekretariat Dinas Kesehatan, membawahkan:

1. Subbagian Program, Data dan Hubungan
Masyarakat;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Perlengkapan.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan
Kerja;

2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
dan

3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat,

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
membawahkan:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa,
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
2. Seksi Akreditasi Fasilitas Kesehatan; dan
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan

Jaminal Kesehatan,
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:

1. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

2. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Mutu
Tenaga Kesehatan.

(2) Bagan Struktur. ..,. / 22
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
T\rgas dan Fungsi

Pasal 17
(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yarrg diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teloris di bidang kesehatan

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Gubernur;

b. pelalsanaan kebijakan di bidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Kesehatarr

Pasal 18
(U Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
dinas kesehatan di bidang kesehatan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program Dinas

Kesehatal dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di
bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. pen].usunan rencana strategis Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah
melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penJrusunan rencana
kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencarla kerja Dinas
Kesehatan dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian.. . .. / 23
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pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan
berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Kesehatan, bidang pada Dinas Kesehatan dan UPTD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar
kegiatar berjalan sesuai dengan program ke{a
masing-masing;
penandatanganan naskah Dinas Kesehatan sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang Kesehatan dan menetapkan
standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;
melakukan kerja sama dengan instansi terkait,
pemerintah Kabupaten/Kota instansi vertikal serta
pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;
memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan
tepat sasaran;
melakukal pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;
melakukan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
optimaiisasi tugas;
melakukal pengawasan dan penilaian kepada pegawai
dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan
sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka
meningkatkan kine{a pegawai;
mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat Dinas
Kesehatan, bidang pada Dinas Kesehatan dan UPTD
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

f.

h

I

J

k

m

n

o

Pasal 19
(1) Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencana-kal,
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penJrusunan rencana dan program kerja,
pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(2) Sekretariat Dinas..... I 24
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(21 Sekretariat Dinas Kesehatan clalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. pen1rusunan rencana dan program kerja Sekretariat

Dinas Kesehatan;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan

rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Kesehatan;

c. pelaksanaan pengoordinasian pen5rusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas Kesehatan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan;
e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas

Kesehatan;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas

Kesehatan;
g. pengelolaal pelayanan administrasi kepegawaian

Dinas Kesehatan;
h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,

kerja sarna, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Kesehatan;

i. pengelolaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Kesehatan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Diners Kesehatan;

k. pelaksanaan pem.rntau€rn, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Kesehatan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Kesehatan membawahkan:
a. Subbagian Program, Data dan Hubungan Masyarakat;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Perlengkapan.

Pasa-l 20
(1) Subbagian Program, Data dan Hubungan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang program, data dan hubungan masyarakat;
b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan

pen5ruslrnan perencanaan program dan kegiatan serta
hubungan kerja sama di lingkungan kesehatan;

c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian
program dan kegiatan serta verilikasi data dan
hubungan kerja sama di lingkungan kesehatan;

d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data
informasi di bidang program;

e. menyiapkan bahan..... I 25
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e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

Bidang Umum dan Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di

lingkungan Dinas Kesehatan;
c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di

lingkungan Dinas Kesehatan;
d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan

kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di

lingkungan Dinas Kesehatan ;

f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kesehatan;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di
lingkungan Dinas Kesehatan; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(3) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Perlengkapan

5glagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:
a. men]'usun dan mengelola rencana kebutuhan

anggaran tahunan Dinas Kesehatan berdasarkan
usulan dari setiap unit kerja;

b. mengelola proses pengangg€fan dan pelaksanaan
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. men5rusun dan melaksanakan penatausahaan dan
pengadministrasian keuangan secara tertib dan
akuntabel (meliputi SPJ, pembukuan, dan bukti
transaksi);

d. mengelola pembayaran rutin seperti gaji, tunjalgan,
honorarium, dan belanja barang dan jasa.

e. melaksanakan rekonsiliasi keuangan dan pelaporan
secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan);

f. mengelola keuangan satuan kerja BLUD dan Non-
BLUD serta mengadministrasikan dana hibah.

g. mengoordinasikan dan menyelesaikan rekomendasi
hasil pemeriksaan dari APIP atau BPK;

h. menyusun laporan keuangan Dinas Kesehatan
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan
dan pihak terkait;

i. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan barang
dan jasa, baik medis maupun non-medis.

j. mengelola pengadaan, pendistribusian, dan
pencatatan logistik dan perlengkapan kantor;

k. melakukan...../26
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k. melakukan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap
baralg milik Daerah (aset tetap dan barang habis
pakai);

1. melaksanakan penatausahaan baralg milik
negara/Daerah (BMN/BMD), termasuk pengamanan,
pemalfaatan, dan penghapusan.

m. men5rusun laporan mutasi barang, kondisi barang,
dan usulan penghapusan barang secara periodik;

n. mengembangkan sistem pengelolaan logistik berbasis
teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan
transparansi;

o. melaksanakan koordinasi dengan bidang dan unit
terkait dalam hal distribusi alat medis, bahan habis
pakai, serta perlengkapan kerja; dan

p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 21
(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
merumuskarr dan mengemban kebijakan teknis, men)'usun
rencana dan program ke{a, mengoordinasikan
pelaksanaan prograrrr lintas seksi, pembinaan teknis dan
supervisi, memantau dan mengevaluasi, inovasi layanan
berbasis masyarakat dan teknologi digital, kemitraan
dengan organisasi masyarakat lintas sektoral yang
berkenaan dengan kesehatan masyarakat.

(21 Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. pemmusan dan pengembangan kebijakan teknis

kesehatan masyarakat berbasis data dan kebutuhan
lokal;

b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang
kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, dan
kesehatan lingkungan;

c. pengoordinasian pelaksanaan program lintas seksi
dalam bidang kesehatan masyarakat;

d. pemtrinaan teknis dan supervisi ke pemerintah
Kabupaten/Kota terkait intervensi kesehatan
masyarakat;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program
kesehatan masyarakat, termasuk pelaporan kepada
pimpinan;

f. penl,usunan inovasi layanan kesehatan masyarakat
berbasis masyarakat dan teknologi digital;

C. pelaksanaan kemitraan dengan organisasi masyarakat
dan lintas sektor dalam bidang kesehatan masyarakat;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Kesehatar:..... f 27
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(3) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
a. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Pasal 22
(l) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keq'a

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan sanitasi dasar (air bersih,

sanitasi, limbah domestik) dan pengawasan kualitas
lingkungan;

b. melaksanakan program kesehatan lingkungan
kerja di sektor formal dan informal;

c. mengembangkan sistem pemantauan risiko
lingkungan berbasis aplikasi atau sistem informasi;

d. membina kegiatan olahraga masyarakat dalam rangka
pencegahan penyakit tidak menular;

e. menJrusun pedoman teknis dan SOP pengelolaan
sanitasi lingkungan yang aman dan sehat;

f. berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan
urusan lingkungan hidup, dinas yang melaksanakan
urLlsan pekerjaan umum, dan dinas yang
melaksanakan urusan ketenagakerjaan dalam
intervensi terpadu;

g. melaksanalan pengawasan dal pelaporan kualitas air
minum, udara, tanah, serta risiko kimia/radiasi;

h. penerbitan peitzinan berusaha dan perizinan
berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undalgan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dimaksud
dalam Pasal 2l ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun perencana€rn program ta-l.unan dan

rencana strategis untuk kesehatan ibu, bayi, balita,
remaja, lansia, serta keluarga berencana;

b. men5msun kebijakan teknis dan regulasi pelaksanaan
program kesehatan keluarga dan glzi masyarakat;

c. menyusun dan menyebarkal pedoman, SOP, petunjuk
teknis untuk pelaksanaan layanan KIA dan gizi
masyarakat;

d. mendorong pelaksanaan kelas ibu hamil, posyandu
remaja, pelayanan keluarga berencana di fasilitas
kesehatan (faskes), dan kampanye pemberian ASI
eksklusif;

e. melaksanakan surveilans gizi (pemantauan berat
badan balita, status gizi ibu hamil);

f. menangani kasus stunting, utasting, anemia remaja,
dan kekurangan gizi kronis lainnya;

g. menyelenggarakan..... I 28
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g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan
bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat
di daerah sangat terpencil bagi OAP;

h. melatih tenaga kesehatan dan kader mengenai standar
layanan kesehatan keluarga dan gizi;

i. membina dart memantau pelaksanaan program gizi
dan KIA di Kabupaten/ Kota;

j. melakukan evaluasi capaian indikator (cakupan
imunisasi, K1, K4, partisipasi keluarga berencana dan
sebagainya);

k. men)'usun laporan dan analisis hasil program secara
berkala;

1. mengoordinasikan dengan PKK, sekolah, organisasi
keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk promosi
kesehatan keluarga; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:
a. melaksanakan pen1rusunan rencana kerja Seksi

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. meranc€rng strategi komunikasi perubahan perilaku

berbasis media massa, digital, dan komunitas;
c. menyusun dan menyebarluaskan media komunikasi,

informasi, edukasi (KIE);
d. menJrusun dan melaksanakan program pemberdayaan

masyarakat melalui Posyandu, UKBM, dan kader;
e. melaksanakan pelatihan dan fasilitasi kader

kesehatan masyarakat;
f. mengembangkan kemitraan dengan tokoh

masyarakat, LSM, dan organisasi lokal untuk program
promosi kesehatan;

g. mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan milik lembaga
keagamaan. LSM dan organisasi kemasyarakatan
lainnya;

h. memfasilitasi pembentukan kampung siaga dan
sekolah sehat;

i. melakukan evaluasi efektivitas promosi dan
pemberdayaan masyaralat serta menJrusun
rekomendasi perbaikan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragat 5.....129
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Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 23
(1) Bidang Pencegahan darr Pengendalian Penyakit

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menJrusun kebijakan teknis dan
operasional, mengoordinasikan program surveilans,
merancang dan mengimplementasikan program, menyusun
dan mengelola program, mengembangkan sistem berbasis
data epidemiologi, membina teknis dan supervisi,
memantau, mengevaluasi, mengoordinasikan lintas sektor,
menyusun laporan ke{a yang berkenaan dengan
pencegahan dan pengendalian penyakit.

(21 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam
melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan operasional

pencegahan dan pengendalian penyakit di Daerah;
b. pengoordinasian program surveilans kesehatan,

imunisasi dasar lengkap, dan tanggap KLB;
c. perancangan dan pengimplementasian program

pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS,
malaria, DBD, dan lain-lain);

d. pen5rusunan dan mengelola pengelolaan program
pencegahan penyakit tidak menular (PTM), gangguan
indra dan fungsional, serta kesehatan jiwa;

e. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
berbasis data epidemiologi;

f. pembinaan teknis dan supervisi ke Kabupaten/Kota;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian

indikator kesehatan prioritas di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit;

h. pengoordinasian dengan lintas sektor dan lembaga
(BPBD, rumah sakit rujukan, laboratorium kesehatan
Daerah);

i. penl'usunan laporan kinerja bidang secara berkala
kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain ya;rg diberikan oleh pimpinan.
(3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

membawahkan:
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular; dan
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 24
(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun kebijakan...../30
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a. men)'usun kebijakan teknis dan pedoman
pelaksanaan surveilans epidemiologi, surveilans
berbasis rumah sakit, dan surveilans berbasis
masyarakat.

b. melakukan pengumpulan, analisis, dan pelaporan
data penyakit potensial kejadian luar biasa (DHF,
campak, TBC, COVID-19 dan lain-lain);

c. men5rusun peta epidemiologi wilayah untuk
pengambilan keputusan program intervensi;

d. melakukan deteksi dini dan respons cepat terhadap
kejadian luar biasa serta men)'Lrsun logistik dan alur
respons;

e. merancang program peningkatan cakupan imunisasi
dasar lengkap pada bayi, balita, anak usia sekolah,
serta imunisasi dewasa sesuai rekomendasi World
Health Organization;

f. mendorong dan memantau pelaksanaan Bulan
Imunisasi Anak Nasional, kampanye imunisasi, dan
vaksinasi darurat;

g. men5rusun pelaporan cakupan imunisasi dan
melakukan evaluasi serta kajian ketepatan
sasarannya;

h. membina pelaksanaan sistem pelaporan dan
pencatatan digital (ASIK, SIIS) di Kabupaten/Kota; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikal oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. merancang kebijakan teknis pengendalian penyakit

menular seperti TBC, malaria, HIV/AIDS, DBD, dan
leptospirosis;

b. men5rusun strategi eliminasi dan eradikasi penyakit
menular prioritas sesuai rencana pembangunan
jangka menengah nasional dan rencana pembangunan
jangka menengah Daerah;

c. melakukan pemantauan wilayah bebas penyakit
menular tertentu seperti malaria dan frambusia;

d. mengoordinasikan pelaksana€rn pengendalian sistem
(fogging, larvasidasi, pemantauan jentik);

e. mengembangkan sistem pencatatan dal pelaporan
penyakit berbasis wilayah;

f. menyusun sistem penanggulangan wabah berbasis
komunitas kampung tanggap wabah;

g. memberikan pelatihan teknis kepada tenaga
surveilans, petugas P2M (pencegahan & pengendalian
penyakit menular);

h. melakukan evaluasi program serta ana'lisis tren
penyakit menular untuk menentukar kebijakan
lanjutan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pencegahan..... / 3 1
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(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiw:r sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menyiapkan kebijakan Daerah di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa termasuk perumusan norma, standar
dan kriteria yang berlaku;

b. men)rusun rencana program kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa serta rencana kebutuhan sarana operasiona-l;

c. melaksanakan kebijalan operasional di bidarg
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa;

d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada
fasilitas kesehatan mengenai pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta masalah
kesehatan jiwa;

e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

f. menilai dan mengevaluasi efektivitas program kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa yang telah dilaksanakan;

g. menyusun laporan terkait kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan
jiwa;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, baik
di internal Dinas Kesehatan maupun di luar Dinas
Kesehatan untuk meningkatkan kerja sama dan
sinergi di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

i. membantu pengintegrasian teknologi informasi dalam
penanganan pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa melalui sistem
informasi kesehatan;

j. melakukan advokasi clan sosielisasi untuk
meningkatkan peran masyarakat dan pembentukan
kapasitas Posbindu penyakit tidak menular; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragral 6..... I 32
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Paragraf 6
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 25
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (l) huruf e mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional
pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan primer,
rujukan, dan jaminan kesehatan nasional, serta
melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap
fasilitas kesehatan untuk memastikal mutu dan
kelancaran program kesehatan sesuai standar yang
berlaku.

(21 Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan
fungsi:
a. pengkajian dan analisis untuk penyrsunan bahan

kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan kesehatan, seperti pelayanan kesehatal
primer, tradisional, rujukan dan jaminan kesehatan
nasional;

c. pelaksanaan kebijakan operasional yang telah
dirumuskan dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di bidang pelayanan kesehatan;

d. peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk
pelayanan farmasi, kosmetik dan obat tradisional;

e. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis kepada
unit-unit pelaksana tugas pelayanan kesehatan;

f. pemantauan evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan serta akuntabilitas kine{a
pelayanan kesehatan;

g. pengoordinasian kegiatan dengan seksi-seksi terkait,
UPTD, dan lintas sektor untuk mencapai tujuan
bidang pelayanan kesehatan;

h. pengelolaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan
kesehatan agar berjalan efektif; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Bidalg Pelayanan Kesehatan membawahkan:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
b. Seksi Akreditasi Fasilitas Kesehatan; dan
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan

Kesehatan.

Pasal 26
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25
ayat (3) huruf a menyelenggarakan tugas:
a. men)rusun dal melaksanakan kebijakan teknis

pelayanan kesehatan primer (Puskesmas, Ponkesdes,
Poskesdes, dan klinik pratama) dan pelayanan
rujukan (medik, keperawatan, penunjang, dan rumah
sakit Pendidikan);

b. melakukan pembinaan...../33
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b. melakukan pembinaan, pem€rntauan, dan evaluasi
mutu layanan kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama;

c. melakukan pembinaan terhadap rumah sakit umum
daerah (RSUD) dan fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan lainnya di wilayah Provinsi;

d. mendorong pelaksanaan program nasional di layanan
primer meliputi:
1. upaya kesehatan perorangan;
2. upaya kesehatan masyarakat; dan
3. standar pelayanan minimal.

b. mengembangkan program pelayanan kesehatan di
wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulaual;

c. membina penyelenggaraan pelayanan kesehatan
primer;

d. men]'usun standar operasional prosedur, pedoman,
serta sistem pemantauan untuk pralrtik pelayanan
kesehatan primer;

e. menyusun rekomendasi teknis dan perizinan
operasional fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama dan penyedia layanan kesehatan primer;

f. melakukan inovasi peningkatan akses layanan primer,
seperti puskesmas keliling, layanan lnmecare, dan
telemedisin dasar;

g. mengelola sistem rujukan terintegrasi antar fasilitas
melalui platform digital dan jaringan sistem
penanggu langan gawat darurat terpadu);

h. memonitor pelaksanaan pelayanan gawat darurat,
termasuk sistem call center dan koordinasi ambulals
rujukan;

i. menyusun kebijakan teknis serta koordinasi
penanggulangan bencana di bidang kesehatan;

j. melakukan koordinasi dan evaluasi mutu layanan
rumah sakit, termasuk pemenuhan standar
akreditasi;

k. men5rusun dan mengevaluasi rekomendasi perizinan
rumah sakit dan fasilitas rujukan lainnya;

i. meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam
penyediaan pelayanan rujukan komprehensif dan
berkesinambungan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Akreditasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana maksud
dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja dan kebijakan teknis

operasional di bidang akreditasi fasilitas kesehatan;
b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan

dan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan
akreditasi fasilitas kesehatan;

c. melaksanakan dan menyiapkan prosedur akreditasi
untuk fasilitas pelayanan kesehatan;

d. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan untuk
fasilitas pelayanan kesehatan;

e. melaksanakan..... I 34
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e. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan yang berkaitan dengan alreditasi fasilitas
kesehatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijalan operasional

terkait pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan
kesehatan nasional;

b. menyusun program dan kegiatan berdasarkaa
evaluasi dan peraturan perundang-undangan, serta
menyiapkan standar operasional prosedur untuk
pelayanan kesehatan tradisional;

b. memberikan bimbingan teknis, kesehatan kepada
penyedia layanan kesehatan tradisional;

c. mempromosikan pemalfaatan kesehatan tradisiona-l
bag, masyarakat, misalnya melalui pemanfaatan
tanaman obat keluarga;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
fasilitas serta program kesehatan tradisional serta
peningkatan mutu fasilitas dan program kesehatan
tradisional;

e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas
program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi
pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat di
bidang kesehatan tradisiorral;

f. menyiapkan bahan perizinan dan registrasi untuk
fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;

g. menyiapkan peningkatan mutu pelayanan dalam
jaminan kesehatan nasional; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Pimpinan.

Paragraf 7
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 27
(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f mempunyai tugas
menyiapkan kebijakan teknis, melaksanalan teknis,
memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta
memantau, evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkaitan
dengan bidang sumber daya kesehatan.

(21 Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksalakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. pen1rusunan kebijakan teknis di bidang kefarmasian,

alat kesehatan PKRT, dan SDM Kesehatan;

b. pelaksanaan teknis...../35



-35-

b. pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan untuk
bidang sumber daya kesehatan;

c. pemberian arahan teknis dan pengawas€rn kepada unit
kerja di bawahnya dalam menjalan tugas bidang
sumber daya kesehatan;

d. pelaksalaan pemantauan, evaluasi dan menyusun
laporan terkait kinerja di bidang sumber daya
kesehatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:

a. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga;

b. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan; dan

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Mutu Tenaga
Kesehatan.

Pasal 28
(1) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana maksud dalam
Pasal27 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan operasional

terkait pengelolaan obat, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;

b. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan
pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam pengelolaan
dan penggunaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
sarana produksi dan distribusi alat kesehatan serta
perbekalan kesehatan rumah tangga, serta
memfasilitasi perizinan yang diperlukan;

d. melaksanakan, pen5msunan kebutuhan dan
pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan
untuk pelayanan kesehatan;

e. menyiapkan pelaksanaan distribusi, penggunaan dan
pelaporan untuk obat, narkotika, psikotropika, serta
alat kesehatan;

f. melaksanakal pemantauan dan evaluasi terhadap
pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga di fasilitas kesehatan;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat dalam penggunaan obat secara rasional
dan penggunaa-n PKRT yang aman;

h. mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi data
serta laporan produksi dan distribusi alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

i. melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi
tentang pedoman petunjuk pelaksanaan program alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(2) Seksi Perencanaan. . .. / 36
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(21 Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan sebagaimana maksud dalam Pasal 27
ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yar:,g

berkenaan dengan perencanaan dan pendayagunaall
sumber daya manusia kesehatan;

b. menyiapkan bahan perenc€rnaan kegiatan yang
berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan sumber daya manusia
kesehatan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis yang
berkenaan dengan sumber daya manusia kesehatan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis Seksi Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
dan

g. melaksanalan tugas lain yang diberikal oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Mutu Tenaga
Kesehatan sebagaimana maksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun rencana ke{a dan kebijakan teknis

operasional di bidang pembinaan dan pengembangan
mutu tenaga kesehatan;

b. menginventarisasi, mengolah, dan menganalisis data
dan informasi pembinaan dan pengembangan mutu
tenaga kesehatan;

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga
kesehatan;

d. menyiapkan pedoman teknis, standar, dan standar
operasional prosedur terkait pembinaan,
pengembangan, dan peningkatan mutu tenaga
kesehatan;

e. melaksanakan kegiatan sertifikasi, registrasi,
akreditasi, dan pengembangan profesi berkelanjutan
bagi tenaga kebagian sesuai peraturan perundang-
undangan;

f. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan
pengembangan mutu tenaga kebagian dengan instansi
terkait;

g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan mutu tenaga kesehatan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BAB IV...../37
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BAB IV
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
terdiri atas:
a. Kepala Dinas Peke{aan Umum Penataan Ruang,

Perumahan Ralryat dan Kawasan Pemukiman;
b. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
membawahkan:
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pelaksanaan; dan
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
2. Seksi Pembalgunan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi,
membawahkan:
1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
3. Seksi Bina Konstruksi,

f. Bidang Cipta Ka4ra dan Tata Ruang, membawahkan:
1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan

Air Minum;
2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman; dan
3. Seksi Tata Ruang.

(2) Bagan Struktur..... /38

Pasal 29
(1) Dinas Pekery'aal Umum Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan
Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

(21 Dinas Peke{aan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahal Rakyat dan Kawasan
Pemukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubemur melalui Sekda.
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(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekeq'aan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercanturn dalam t ampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman

Pasal 3 1

(1) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Ral<yat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dal Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teknis dibidang Pekerjaan

Umum Penataan Ruang, Perumahan Ral<yat dan
Kawasan Pemukiman sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukimal;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Rualg, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
dan

f. pelaksanaal fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Gubernur

Paragraf 2.. . .. I 39
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Pasal 32
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan,
membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai
fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Ralryat
dan Kawasan Pemukiman dengan mengarahkan dan
memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja
teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman berdasarkan renc.ura strategis
Pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan
arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman dengan mengarahkan dan
memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan
sasar€ul program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang, Perumahan Ralryat dan
Kawasan Pemukiman berdasarkan Program untuk
sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman, bidang pada Dinas
Pekerjaan Umrrm Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman dan UPTD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan be{alan
sesuai dengan program kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Ralryat dan Kawasan
Pemukiman sesuai dengan kewenangannya untuk
tertib administrasi:

g. penyelenggaraan..... I 40
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Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman
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penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang Pekerjaan Umum Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundarg-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;
pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi
tugas;
pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai
dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningka tkan kinerja pegawai;
pelaksanaan evaluasi program Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman, bidang pada Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman dan UPTD berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan
dalam rangka akuntabilitas kinerja instalsi
pemerintah; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

I
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Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 33
(1) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan,
ketatausal'raan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana.....f 4l
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a. penyusun€rn rencana dan program kerja Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahal
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

b. pengoordinasian dala'n pen5 rsunan rencana dan
program kerja serta anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;

c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data
statistik lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

d. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Pekerjaan Umum Penataal Ruang, Perumahan Ralryat
dan Kawasan Pemukiman;

g. pengelolaal pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

h. pengelolaan kerumalrtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umrrm Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rak5rat
dan Kawasan Pemukiman; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Pemmahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
membawahkan:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 34
(1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;

b. mengoordinaslkan..... I 42
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b. mengoordinasikan penJrusunan rencana program dan
kegiatan, meliputi Rencala Strategis (Renstra),
Rencana Ke{a (Renja), Indikator Kerja Utama (IKU),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Penetapan
Kinerja (PK);

c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan
di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Ralcyat dan Kawasan Pemukiman;

d. mengoordinasikan dan mengadministrasikan usulan
RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di
Iingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan data dan
penyajian data statistik dan informasi profil Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Ralryat dan Kawasan Pemukiman;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;

g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan
dengan unit kefa di lingkup Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman dan penyusunan dokumen pelaporan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman meliputi Laporan
Kine{a Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
Laporan Keterangan Pertanggungjawabaa (LKPj)
Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi
Kine{a Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan
triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan laporan
kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasial pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Program dan
Pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakanpembinaanpenatausahaankeuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

e. meneliti..... / 43
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e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan
pembayaran, antara lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui
oleh PA/KPA; dan

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/cU/TUP-Nihil dan SPP-LS Caji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang
telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM
dengan kelengkapannya kepada BUD melalui
bendahara pengeluaran;

g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/surat perintah keq'a, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana
kebutuhan barang Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

k. mengelola barang milik negara/Daerah lingkup Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

L menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,

pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
penggandaan naskah-naskah Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, kearsipan dan perpustakaan;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sesuai dengan tata naskah Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Rualg, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;

e. menyiapkan bahan..... / 44
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustalaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Rualg, Perumahal Ralryat dan
Kawasan Pemukiman;

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman, kunjungan tamu
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan acara-acara
kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan ;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kine{a
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragral 4
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 35
(1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3O ayat (f) huruf c mempunyai tugas penyiapan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan sumber daya air.

(21 Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penJrusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah

sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka
konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai,
bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air
lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku
yang menjadi urllsan Pemerintah Daerah;

c. penyiapan rumusan...../45
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c. penyiapan rumusan kebijakan pengelolaan Sumber
Daya Air;

d. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelal<sanaan

pengelolaan sumber daya air;
f. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya

air;
C. pelaksanaan pelayanan dalam pemanfaatan irigasi,

sungai, danau, rawa dan pantai serta air tanah;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
a. Seksi Perencanaan;
b. Seksi Pelaksanaan; dan
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 36
(1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 35

ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana ke{a Seksi Perencanaan;
b. men5rusun pola pengelolaan sumber daya air;
c. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air dan

program jangka menengah pengelolaan sumber daya
atr:.

d. melakukan analisis dan evaluasi kelayakan program;
e. mengelola sistem informasi dan data sumber daya air;
f. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
g. menyiapkan bahan peny'usunan rencana program dan

penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber
daya air;

h. mengumpulkan data kinerja capaian dan anggaran
bidang SDA;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan

(2\ Seksi Pelaksanaan dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. men)'usun rencana kerja Seksi Pelaksanaan;
b. men)'usun rencana pelaksanaan kegiatan,

pengendalian dan pengawasErn pelaksanaan
perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non
konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ,
embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa,
tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi
sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan
air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah,
persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan,
fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan
sistem manajemen keselamatan;

c. mengelola...../46
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c. mengelola Sumber Daya Air dan bangunan pengaman
pantai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;

d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000
ha (seribu hektare)-3000 (tiga ribu hektare) dan
daerah irigasi lintas Kabupaten/ Kota;

e. mengelola dan mengembangkan SPAM di Daerah;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.
(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasa-l 35 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi Operasi dan

Pemeliharaan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatarr

operasi dan pemeliharaan;
c. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
d. melakukan koordinasi penyelenggara.rn pemcrntauan

dal pengawasan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi yang menjadi urLlsan Pemerintah
Daerah;

e. menyiapkan rekomendasi telcris dalam pemberian izin
penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan
atas penggunaan dan pengusahaan air tana'L untuk
irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang
menjadi urusan pemerintah Daerah;

f. menyiapkan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan perencana.rn teknik, persiapan
pelalsanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan
penanggulangan kerusakan akibat bencana;

g. menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3), f,asilitasi pengadaan barang
dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang operasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan
a-lokasi pada jaringan irigasi;

h. membentuk forum koordinasi sumber daya air wilayah
sungai strategis di Daerah;

i. memfasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa
terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada
wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/Kota;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan

Paragral 5.....147
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Paragraf 5
Bidang Bina Marga

Pasal 37
(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan kebinamargaan.

l2l Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
b. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan

jembatan;
c. pengamanan pemanfaatan foagian-bagian jalan dan

penerangan jalan umum;
d. pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan;
e. penyediaan dan menguji bahan dan peralatan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

tugas dan fungsi Bidang Bina Marga; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

(3) Bidang Bina Marga membawahkan:
a Seksi Perencalaan Teknis dan Evaluasi;
b Seksi Pembangunal Jalan dan Jembatan; dan
c Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Pasal 38
(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. melaksanakan penJrusunurn rencana kerja Seksi

Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan

penJrusunan pemrograman dan perencanaan teknik
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan
serta penerangan jalan umum;

c. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan
jalan dengan sistem moda transportasi bersama
pembina bidang kebinamargaan;

d. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian

konstruksi;
f. melaksanakan eva-luasi dan penetapan leger jalan;
C. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan,

serta leger jalan;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis dan
Evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(2) Seksi Pembangunan..... I 48
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(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. melaksanakan pen5rusunan rencana kerja Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan

jembatan;
c. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan

mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
d. men1rusun dan mengembangkan standar dokumen

pengadaan;
e. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi jalan

dan jembatan;
f. menyusun norrna, standar, pedoman, dan kriteria

bidang jalan dan jembatan; dan
g. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi

jalan dan jembatan;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan; dan

i. melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 37 ayat (3) huruf c tugas:
a. melaksanakan penyusunan renczrna kerja Seksi

Preservasi Jalan dan Jembatan;
b. melakukan preservasi jalan dan jembatan;
c. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi

jalan dan jembatan;
d. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit

keselamatan jalan dan jembatan;
e. menyiapkan bahan untuk keperluan reviu desain

pembangunan jalan dan jembatan;
f. melaksanal<an evaluasi pemanfaatan peralatan dan

bahan jalan;
g. melakukan pengaman€rn pemanfaatan bagian-bagian

jalan;
h. melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil

pekeq'aan preservasi;
i. melaksanakan pemantaual, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan dan
Jembatan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 6..... / 49
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Paragraf 6
Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi

Pasal 39
(1) Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e
mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan perumahan rakyat dan bina
konstruksi.

(2) Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fun gsi:
a. pen5rusunErn rencana ke{a Bidang Perumahan Ralryat

dan Bina Konstruksi;
b. penyiapan bahan dan penrmusan konsep kebijakan

teknis yang berkenaan dengan perumahan ralryat dal
bina konstruksi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan perumahan rakyat dan bina
konstruksi;

d. pendataan, perencana€rn, penyediaan, pembiayaan,
pelaksanaan, pemantautrn dan evaluasi di bidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa
konstruksi;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi; dan

g. pelalsanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Perumahan Ralyat dan Bina Konstruksi
membawahkan:
a. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
c. Seksi Bina Konstruksi.

Pasal 40
(1) Seksi Perumahan dal Kawasan Permukiman dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
ayat (3) huruf a melaksanakan tugas:
a. melaksanakan pen5rusunan rencana kerja Seksi

Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. mendata dan merencanakan penyediaan dan

pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan
kawasan permukiman;

c. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan
perumahan;

d. memantau dan mengevaluasi penyediaan dan
pembiayaan perumahan;

e. mencegah...../50
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e. mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

f. memanfaatkan dan mengendalikan kawasan
permukiman;

g. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan
strategis Daerah;

h. menyelenggarakan bangunan gedung untuk
kepentingan strategis Daerah dengan menggunakan
arsitektur lokal;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Perumahan dan Kawasan
Permukiman; dan

j. melaksalakan tugas lain yang diberikal oleh
pimpinan.

(21 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. melaksanakan penJrusunan rencana ke4'a Seksi

Prasarana, Sarana dan Utilitas;
b. menyiapkan bahan analisis teknis dan peny'usunan

rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum perumahan dan kawasan permukiman;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dal
utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang penyediaan prasar€rna, sarana, dan
utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman

e. melaksanal<an pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan
Utilitas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan

(3) Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (3) huruf c melaksanakan tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Bina

Konstruksi;
b. melakukan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang

berpotensi dilakukan dengan skema keg'a sama
Pemerintah Daerah dan badan usaha;

c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi
tenaga ahli konstruksi;

d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di
wilayah konstruksi;

e. melaksanakan kebijakan pembinaan,
menyebarluaskan peraturan perundang-undangan
mengenai pekerjaan urnum penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan
penyuluhan jasa konstruksi;

f. mengembalgkan dan meningkatkan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi;

g. melaksanakan...../5 1
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g. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa
konstruksi;

h. melal<sanakan pembinaan lembaga pengembangan
jasa konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa
konstruksi;

i. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan
dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam
negeri;

j. mengembangkan pasar dan kerja sama konstruksi di
wilayah Provinsi;

k. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha
jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di
wilayah Kabupaten/Kota;

1. menyelenggarakan pelatihan tenaga konstruksi,
utamanya OAP;

m. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di
Daerah;

n. mengembangkan keahlian dan teknik konstruksi
terutama OAP;

o. menetapkan dan menerapkan kebijakan
pengembangan SDM bidang konstruksi, terutama
OAP;

p. memfasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga
keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan,
kemudahan, dan akses untuk memperoleh
pendanaan, terutama untuk OAP;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Bina Konstruksi; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragral 7
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 4l
(1) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan yang berkenaan dengan cipta karya dan
penataan ruang.

(2) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penlusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya dan

Tata Ruang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan

teknis yang berkenaan dengan perumahan ra\rat dan
bina konstruksi;

c. penyiapan bahan..... / 52
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c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan perumahan ral$rat dan bina
konstruksi;

d. penyelenggaraan infrastrulrtur permukiman,
bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungan pada kawasan strategis Daerah;

e. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum dan sistem drainase lintas Daerah;

f. pengelolaan dan mengembangkan sistem air limbah
domestik, dan persampahan regional;

g. pelaksanaan penyiapan perlrmusan dan pelaksanaan
pengaturan, perencanazrn tata ruang, pemanfaatan
rualg dan pembinaan bidang penataan ruang;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang membawahkan:
a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air

Minum;
b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Permukiman; dan
c. Seksi Tata Ruang.

Pasal 42
(1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 41 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. melaksanakan penlrusunan rencana kerja Seksi

Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
b. mengembalgkan sistem dan pengelolaan

persampahan regional;
c. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah

domestik regional;
d. mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang

terhubung langsung dengan sungai lintas
Kabupaten/Kota;

e. mengelola dan mengembangkan SPAM lintas
Kabupaten/Kota;

f. menyusun rencana induk pengembangan SPAM di
Daerah, setelah berkoordinasi dengan pemegang hak
ulayat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

g. menyediakan prasarzrna dan sarana air minum untuk
daerah bencana dan daerah rawan air di Daerah;

h. menentukan alokasi air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM di Daerah melibatkan pemegang
hak ulayat;

i. mengembangkan sistem dan pengelolaan
persampahan regional;

j. melaksanatan pemantaual, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Penyehatan Lingkungan
Permukimal dan Air Minum; dan

k. melaksanakan tugas...../53
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k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat
(3) huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi

Penataan Bangunan dan Pengembangan
Permukiman;

b. menyelenggarakan infrastruktur pada pemukiman di
kawasan strategis;

c. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan
strategis Daerah;

d. menyelenggarakan bangunan gedung untuk
kepentingan strategis ;

e. menyelenggarakan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan strategis;

f. menata bangunan dan lingkungan lintas daerah;
g. melaksalal<an pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan
Pengembangan Permukiman; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan.

(3) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana keq'a Seksi;
b. melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan

khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
c. melaksanakan pemantauan terhadap

penyelenggaraan penataan ruang;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap

tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
e. menJrusun dan menetapkan ketentuan arahan

peraturan zonasi;
f. menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan

disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan
disinsentif dalam penataan ruang;

C. men1rusun dan menetapkan ketentuan pemberian izin
pemanfaatan ruang;

h. men5rusun dan menetapkan ketentuan sanksi
administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi
administratif dalam penataan ruang;

i. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang;

k. mengoordinasikan dan membina terhadap PPNS
penataan ruang;

l. mengoperasikan PPNS penataan ruang;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

Pimpinan.

BAB V...../54
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BAB V
DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 43
(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan
Daerah.

(21 Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas Sosial yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

a. Kepala Dinas Sosial;
b. Sekretariat Dinas Sosial membawahkal:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perlindungal dan Jaminan Sosial,
membawahkan:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Perlindungan Sosial Nonkebencanaan; dan
3. Seksi Jaminan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial,
membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Perorangan Keluarga dan

Komunitas Adat Terpencil;
2. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya

Sosial; dan
3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosia-l.
e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:

1 . Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia dan
Disabilitas;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan
Psikotropika, HIV/AIDS dan Penyandang
Masalah Kesej ahteraal Sosial; darl

3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban
Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga..... / 55
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Bagian Ketiga
Trrgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Sosial

Pasal 45
(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perlrmusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai

dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pa:ragraf 2
Kepala Dinas Sosial

Pasal 46
(1) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 ayat (l) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatal Dinas Sosial.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas Sosial dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk men5rusun renczrna kerja teknis di
bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. pen;rusun€rn rencana strategis Dinas Sosial
berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi
melalui usulan progran, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penlusunan rencana
ke{a;

c. pengoordinasian dan penetapan rencana kerja
Dinas Sosial dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Sosial
berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas. .... / 56
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pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Sosial, dal bidang pada Dinas Sosial sesuai dengal
tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan
sesuai dengan program kerja masing-masing:
penandatanganan naskah Dinas Sosial sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang sosial berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan
dalam pelalsanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instalsi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk sinkronisasi program;
pelaksanaal fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
optimalisasi tugas;
pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan
sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kine{a pegawai;
pelaksanaan eva-luasi program Sekretariat Dinas
Sosial dan bidang berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
dan
pelaksanaan fungsi lain yarrg diberikan oleh
Gubernur.

f.

h

J

k

I

m

n
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Paragraf 3
Sekretariat Dinas Sosial

Pasal 47
(U Sekretariat Dinas Sosial sebagaimana dimaksud da-lam

Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
merencanakan, melaksalakan, mengoordinasikan dal
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
prograrn kerja, pengelolaan keuangan dal perlengkapan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. pen5rusunan rencana..... f 57



a. penJrusunan rencana dan program kerja Sekretariat
Dinas Sosial;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam pen1 rsunan
rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Sosial;

c. pelaksanaan pengoordinasian pen5rusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas Sosial;

d. mengelola data fakir miskin, kelompok rentan dan
orang tidak mampu;

e. mengelola administrasi keuangan Dinas Sosial;
f. mengelola barang milik daerah lingkup Dinas Sosial;
C. mengelola pelayanan administrasi umum Dinas

Sosial;
h. mengelola pelayanan administrasi kepegawaian

Dinas Sosial;
i. mengelola kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,

kerja sarna, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Sosial;

j. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
di lingkungan Dinas Sosial;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Sosial;

l. pelaksalaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Sosial; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Sosial membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 48
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud da-lam Pasal 47 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. melakukan pen5rusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
b. mengoordinasikan penyusuncrn rencana program

dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama
(IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta
Penetapan Kine{a (PK);

c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian
usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit
ke{a di lingkungan Dinas Sosial;

d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja dan
hasil pembahasan internal pada Dinas Sosial;

e. melakukan pengurusan..... / 58
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e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di
lingkup Dinas Sosial;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Sosial;

h. melakukan koordinasi dengan unit keq'a di
lingkungan Dinas Sosial untuk penyiapan bahan
menJrusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (L{KIP) Dinas Sosial dal laporan
kedinasan lainnya;

i. melakukan pen)'usunan Laporan Akuntabilitas
Kine{a Instansi Pemerinta}r (LAKIP) Dinas Sosial;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas
Sosial;

k. melakukan pemrosesan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. melakukan pengelolaan kas Dinas Sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentual
peraturan perundang-undangan;

n. melakukan pelayanal lainnya di bidalg keuangan
yang menjadi urusan Dinas Sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai
baLan penl'usunan laporan pertanggungjawaban
keuangan Dinas Sosial;

p. melakukan penJrusunzrn laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangal; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris Dinas Sosial.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian dan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan

penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan...../59
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan pen5rusunan
produk hukum Daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Sosial;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Sosial;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas Sosial;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas Sosial,

kunjungan tamu Dinas Sosial, dan acara-acara
kedinasal lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan- undangan ;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberika-n oleh
pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 49
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan perlindungan dan jaminan sosial.

(21 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan

jaminan sosial;
b. pen5msunan perencanaan kegiatan pada

perlindungan dan jaminan sosial;
c. pembinaan, pengawas.rn dan pengendalian kegiatan

perlindungan dan jarninan sosial;
d. pelaksanaan kegiatan perenczrnaan perlindungan

dan jaminan sosial;
e. pengoordinasian kebijakan teknis perlindungan dan

jaminan sosial;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis perencanaan perlindungan dan
jaminan sosial; dan

g. pelaksanaan tugas...../60
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Perlindungan dan Jarninan Sosial,
membawahkal:
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
b. Seksi Perlindungan Sosial Nonkebencanaan; dan
c. Seksi Jaminan Sosial.

Pasal 50
(1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

perlindungan sosial dan korban bencana;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

perlindungan sosial dan korban bencana;
c. menyiapkan balan pembinaan, pengawasan dal

pengendalian kegiatan perlindungan sosial dan
korban bencala;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perlindungan sosial dan korban bencana;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
perlindungan sosial dan korban bencana;

f. melaksanakan pemantaual, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi perlindungan sosial dan
korban bencana; dan

C. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pemimpin.

(21 Seksi Perlindungan Sosial Nonkebencanaan dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

perlindungan sosial nonkebencanaan;
b. menyiapkan bahan perencana€rn kegiatan

perlindungan sosial nonkebencana€rn;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan perlindungan sosial
nonkebencanaan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perlindungan sosial nonkebencanaan;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
perlindungan sosial nonkebencanauur;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi perlindungan sosial
nonlcebencanaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pemimpin.

(3) Seksi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. menfapkan bahan perumusan kebijakan teknis

jaminal sosial;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan jaminan

sosial;

c. menyiapkan bahan...../6 1
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c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan jaminan sosial;

d. menyiapkan ba-l.an pelaksanaan kegiatan jaminan
sosial;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
jaminan sosial;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi jaminan sosial; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 1

(1) Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dal pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yarrg berkenaan dengan pemberdayaan dan
kesejahteraan sosial.

(21 Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijalan teknis pemberdayaan dan

kesejahteraan sosial;
b. pen;rusunan perencanaan kegiatan pada

pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatal pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan pemberdayaan

dan kesejahteraan sosial;
e. pengoordinasian kebijakan teknis pemberdayaan

dan kesejahteraan sosial;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan dan
kesejahteraan sosial; dan

C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial
membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dart

Komunitas Adat Terpencil;
b. Seksi Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;

dan
c. Seksi Sarana, Pengolahal Data dan Informasi

Sosial.

Pasal 52...../62
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Pasal 52
(1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan

Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5l ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pemberdayaan perorarlgan, keluarga dan komunitas
adat terpencil;

b. menyiapkan bahan perenczrnaan kegiatan
pemberdayaan perorangar, keluarga dan komunitas
adat terpencil;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pemberdayaan perorangan,
keluarga dan komunitas adat terpencil;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaal perorangan, keluarga dan komunitas
adat terpencil;

e. menyiapkan ba-l.an koordinasi kebijakan teknis
pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas
adat terpencil;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi da-n pelaporan
kebijakan teknis Seksi Perorangan, Keluarga dan
Komunitas Adat Terpencil; dan

C. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pembinaal lembaga kesejahteraan sosial;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pembinaan lembaga kesej ahteraan sosial;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pembinaan lembaga
kesejahteraan sosial;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pembinaan lembaga kesejahteraan sosial;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaan lembaga kesej ahteraan sosial;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis Seksi Pembinaan Lembaga
Kesejahteraan Sosial; dan

h. melaksana}an tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Sarana, Pengolahan Data dan Informasi Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

sarana, pengolahan data dan informasi sosial;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan sarana,

pengolahai data dan informasi sosial;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan sarana, pengolahan data dan
informasi sosial;

d. menyiapkan bahan...../63
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan sarana,
pengolahan data dan informasi sosial;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
sarana, pengolahal data dan informasi sosial;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi sarana, pengolahan data dan
informasi sosial; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinal.

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasa] 53
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, mengoordinasikan, pemantaual, evaluasi dal
pelaporan yang berkenaan dengan rehabilitasi sosial.

(21 Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
b. penyusunan perencanaan kegiatan pada

rehabilitasi sosial;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan rehabilitasi sosial;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaErn rehabilitasi

sosial;
e. pengoordinasian kebdakan teknis rehabilitasi

sosial;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis perencanaan rehabilitasi sosial;
dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pemimpin.

(3) Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia dan

Disabilitas;
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan

Prsikotropika, HIV/AIDS dan Penyandang Masalah
Kesejahteraaa Sosial; dan

c. Seksi Rehabilitasi Sosial, T\rna Sosial, Korban
Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan.

Pasal 54
(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia dan Disabilitas

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
da-lam Pasal 53 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

rehabilitasi sosial anak, lansia dan disabilitas;

b. menyiapkan bahan..... I 64
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b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
rehabilitasi sosial anak, lansia dan disabilitas;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial anak,
lansia dan disabilitas;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi sosial anak, lansia dan disabilitas;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
rehabilitasi sosial anak, lansia dan disabilitas;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi rehabilitasi sosial
anak, lansia darr disabilitas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan
Psikotropika, HIV/AIDS dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

rehabilitasi sosial korban narkotika dal
psikotropika, HIV/AIDS dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

b. menyiapkan bahan perencana€rn kegiatan
rehabilitasi sosial korban narkotika dan
psikotropika, HIV/AIDS dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial korban
narkotika dan psikotropika, HIV/AIDS dan
penyandang masalah kesej ahteraan sosial;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi sosial korban narkotika dan
psikotropika, HIV/AIDS dan penyandang masalah
kesej ahteraan sosial;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
rehabilitasi sosial korban narkotika dan
psikotropika, HIV/AIDS dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi rehabilitasi sosial korban
narkotika dan psikotropika, HIV/AIDS dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban
Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan
orang dan tindak kekerasan;

b. menyiapkan bahan...../65
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menyiapkan bahan perenc€rnaan kegiatan
rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan
orang dan tindak kekerasan;
menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial, tuna
sosial, korban perdagangan orang dan tindak
kekerasan;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan
orang dan tindak kekerasan;
menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan
orang dan tindak kekerasan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi rehabilitasi sosial, tuna
sosial, korban perdagangan orang dan tindak
kekerasan; dan
melaksanalan tugas lain yang diberikan oleh
pemimpin.

BAB VI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 55
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
dal transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.

(21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Keclua
Susunan Organisasi

Pasal 56
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

a. Kepala Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi;
b. Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja,
membawahkan:
1. Seksi Program dan Kerja Sama Pelatihan;
2. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi

Kompetensi; dan
3. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

b

c

d

e

f

d. Bidang Hubungan...../66
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d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan
Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Seksi Hubungan Industrial;
2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga

Ke{a; dan
3. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

e. BidangTransmigrasi, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Penyiapan Kawasan

Transmigrasi;
2. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Transmigra si.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerl'a dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf I
Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi

Pasal 57
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja

dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
tenaga kerja dar transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Ke{a dan
Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
dan

f- pelatsanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Gubernur.

Paragraf 1...... /67
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Paragraf 1

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 58
(1) Kepala Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang
tenaga ke{a dan transmigrasi.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mempunyai fun gsi :

a. pengoordinasian pen5rusunan rencana program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
menJrusun rencana ke{a teknis di bidang tenaga
kerja dan transmigrasi sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penJrusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi berdasarkan rencana strategis
Pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan
arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dan penetapan rencana keq'a
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
ketepatan percepatan sasaran program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi berdasarkan program untuk
sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan bidang pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan
sesuai dengan program kerja;

f. penandatanganan naskah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya untuk
tertib administrasi;

g. penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, serta
pihak ketiga, untuk sinkronisasi program
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j. pelaksanaan fasilitasi. . ... / 68
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j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;

k. pelaksanaan pemantauan dan evduasi di
Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat
pencapaian program berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

1. pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;

m. pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan
pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

n. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program
Sekretariat Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi
dan bidang pada Dinas Tenaga Ke{a dan
Transmigrasi berdasarkan reali5asi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kine{a instansi Pemerinta}r Daerah;
dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur.

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi

Pasal 59
(1) Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
pen5rusunan rencana dan program kerja, pengelolaan
keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi dalam
melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusun.rn rencana dan program kerja Sekretariat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusuntrn

rencana dan program ke{a serta anggaran Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. pelaksanaan pengoordinasian pen1rusunan dan
penyajial data statistik lingkup Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

e. pengelolaan baralg milik Daerah lingkup Dinas
Tenaga Kerja dan Tran smigrasi;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Tenaga Ke{a dan Tralsmigrasi;

g. pengelolaan pelayanan..... I 69
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g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ke{a sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Tenaga Kerja dal Transmigrasi;

i. pelaksanaal pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Tenaga Ke{a dan Transmigrasi; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pemimpin.

(3) Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 60
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. melakukan penJrusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program

dan kegiatan, meliputi rencana strategis, rencana,
indikator kinerja utama, rencana kerja dan
anggaran, serta penetapan kinerja;

c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian
usulan rencana kerja dan Ernggaran, dari unit ke{a
di tingkungan Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi;

d. melakukan pen5rusunan rencana kerja dan
anggaran berdasarkan usulan unit kerja dan hasil
pembahasan internal pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

e. melakukan pengurusan administrasi dokumen
pelaksanaan anggaran dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di
lingkup Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan
Tralsmigrasi;

h. melakukan koordinasi..... / 70



(2t

-70-

h. melakukan koordinasi dengan r:nit kerja di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
untuk penyiapan bahan menyusun laporan
akuntabilitas kine{a instalsi Pemerinta}r Daerah
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
laporan kedinasan lainnya;

i. melakukan pen5rusunan laporan akuntabilitas
kine{a instansi Pemerintah Daerah pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

k. melakukan pemroses€rn surat permintaan
pembayaran dan surat perintah membayar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

1. melakukan pengelolaan kas Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai
bahan penyusunan laporan pertanggungiawaban
keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

p. melakukan pen5rusunan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai
dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,

pendistribusian dan pengiriman surat,
penggandaan naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaal;

c. melaksanakan penomorurn, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas Daerah;

d. penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakal pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan...../71
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f. menyiapkan darr meneliti bahan penJrusunarr
produk hukum Daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

g. menfapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan ba-l.an kerja sama teknis Dinas Tenaga
Ke{a dan Transmigrasi;

j. meny,usun jadwa-l dan mengelola rapat Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kunjungan tamu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan acara
kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yalg berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan ;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kineq'a
pegawai;

m. melalsanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 6l
(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantaual, evaluasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan pelatihan dan produktivitas
tenaga kerja.

(2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam
melaksanakal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan pada Bidang

Pelatihan dan Produlrtivitas Tenaga Kerja;
b. penyusunan kebijakan teknis pelatihan dan

produktivitas tenaga kerja;
c. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
d. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja

swasta;
e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi

sumber daya manusia lembaga pelatihan swasta;
f. pelaksanaan bimbingan dan akreditasi lembaga

pelatihan kerja swasta;

g. pelaksanaan regiasi..... / 72
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C. pelaksanaan regulasi bidang pelatihan kerja yang
akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan
keq'a swasta;

h. pelaksanaan layanan perizinan lembaga pelatihan
kerja swasta;

i. pelaksanaan layanan pendaftaran lembaga
pelatihan kerja pemerintah dan perusahaan;

j. pelaksanaan promosi program, fasilitas pelatihan,
hasil produksi dan lulusan pelatihan;

k. pelaksanaan sertifikasi/ujikompetensi;
L pelal<sanaan koordinasi dengan balai latihan kerja

dan lembaga pelatihan kerja;
m. pelaksanaan pemagangan dalam negeri dan luar

negeri;
n. pelaksanaan konsultasi produktivitas pada

perusahaan kecil;
o. pelaksanaan layanan informasi pelatihan dan

produktivitas tenaga kerja;
p. pelaksanaan pengukuran dan peningkatan

produktivitas tenaga ke{a;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian

dan pelaporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinal.

(3) Bidang Pelatihan dan ProduktMtas Tenaga Kerja,
membawahkan:
a. Seksi Program dan Kerja Sama Pelatihan;
b. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi; dan
c. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pasal 62
(1) Seksi Program dan Kerja Sama Pelatihan sebagaimala

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. men]'usun program kerja Seksi Program dan Kerja

Sama Pelatihan;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan telcris yang berkenaan dengan program
dan kerja sama pelatihan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan pelatihan dan pemagangan;

d. menyiapkan bahan menyusun pedoman pembinaan
kelembagaan pelatihan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan
penJmsunan analisis kebutuhan pelatihan berbasis
kompetensi;

f. melaksanakan pengaturan, penyiapan sumber daya
manusia dan sarana praszrrana, dan koordinasi
pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster
kompetensi untuk skala Provinsi;

g. melaksanakan penyiapan..... I 7 3
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g. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan
program dan melaksanaan fasilitasi kerja sama
pelatihan keq'a;

h. melaksanakan penyiapan bahal penyelenggaraan
program dan pelaksanaan fasilitasi keq'a sama
pelatihan bagi penyandang cacat;

i. melaksanakan pengaturan, penyiapan sumber daya
mzrnusia dan sarana prasarana, dan koordinasi
pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja
skala Provinsi;

j. melaksanakan penyiapan ba_han koordinasi terkait
dengan standardisasi dan sertifikasi kompetensi
dengan instansi terkait;

k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait
berkenaan dengan penyelenggaraan uji kompetensi;

1. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan fasilitasi sertilikasi kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan penyiapan data kelembagaan
lembaga pelatihan ke{a/lembaga sertifikasi
kompetensi profesi/ tempat uji kompetensi;

n. melaksanalan penlapan bahan pen),usunan
pedoman pengembangan kerja sama pelatihan;

o. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
kurikulum, sistem, metode dan teknik
pengembangan program keda sama pelatihan;

p. melaksanalan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan konsultasi program dan kerja sama
pelatihan;

q. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan pengukuran program dan ke{a sama
pelatihan tingkat Provinsi dan pembinaan serta
pemantauan pelaksanaan pengukuran program dan
ke{a s€una pelatihan tingkat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaksanalan penyiapan data pembinaan dan
pelaksanaan pengembangan kerja sama pelatihan
tingkat Provinsi;

s. melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi
dan asosiasi dalam rangka pengembangan program
dan kerja sama pelatihan tenaga kerja;

t. melaksanakan kontrol atas pelaksanaan program
pengembalgan kerja sama pelatihan dan pemberian
penghargaan;

u. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan pelatihan
dan pengembangan program kerja sama pelatihan
tenaga kerja;

v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Program dan Kerja Sama
Pelatihan; dan

w, melaksanakan tugas.... - / 7 4
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w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. melaksanal<an pen5rusunan rencana kerja Seksi

Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi;
b. melaksanakan pengembangan rencana kerja

tahunan untuk seksi berdasarkan peraturan dan
data yang ada;

c. melaksanakan perumus€rn kebijakan teknis
standardisasi dal serLifikasi kompetensi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan dan memfasilitasi proses sertiflkasi
kompetensi bagi tenaga kerja, pencari kerja, dan
masyarakat umum;

e. melaksanakan dan merencanakan sosialisasi
mengenai pentingnya sertifikasi profesi dan
sertifikasi kompetensi;

f. melaksanakan pembinaan lembaga sertifikasi
profesi dan lembaga pelatihan kerja;

g. melaksanakan penyiapan asesor kompetensi yalg
akan bertugas sebagai penguji dan penilai dalam
proses sertilika si;

h. melaksanakan pemantauan dal evaluasi terhadap
pelaksanaan program sertifikasi dan kegiatan
pelatihan untuk memastikan kualitas dan standard
kompetensi terpenuhi;

i. melaksanakal dukungan pengembangan dan
pelaksanaan program pelatihan berbasis
kompetensi yalg bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan tenaga kerja;

j. melaksanakan program kompetisi keterampilan
tingkat Provinsi untuk mengukur dan
meningkatkan kemampuan tenaga kerja;

k. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada
bawahan untuk memastikan pekerjaan
dilaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan;

m. melaksanakan inventaris data standardisasi dan
sertifikasi materi uji kompetensi nasional yang
diterapkan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan;

(3) Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 61 ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJrusunan rencana kerja Seksi

Peningkatan Produktivitas Tenaga Ke{a;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
produktivitas tenaga kerja;

c. melaksanakan perencan aan..... / 7 5
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c. melaksanakan perencana.rn dan menyiapkan data,alat, teknik, dan metode peningkatan serta
pengukuran produktivitas kerja;

d. melaksanakan promosi peningkatan produktivitas
tenaga ke{a di perusahaan;

e. melaksanalan pemberian layanan konsultasi
produktivitas kerja kepada perusahaan, khususnya
UMKM;

f. melaksanalan pemantauan dan kontrol
pelaksanaan program peningkatan produktivitas;

g. melaksanakal pengukuran tingkat produktivitas
kerja;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pencapaian program peningkatan produktivitas
ke{a;

i. melaksanakal dan mengendalikan kegiatan
menyusun laporan pertanggungiawaban;

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kery'a terkait,
organisasi profesi, dan asosiasi untuk peningkatan
produktivitas tenaga kerj a;

k. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dan
memberikan saran serta pertimbangan kepada
atasan mengenai langkah-langkah kebijakan
selanjutnya; dan

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Keda

Pasal 63
(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, eva.luasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan hubungan industrial dan
pengawasan tenaga kerja.

(21 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga
Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimaaa
dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan dan pengkajian rencana dan program

keda di lingkungan Bidang Hubungan Industrial
dan Pengawasan Tenaga Kerja berdasarkan renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, rencana
pembangunan jangka menengah Daerah, usulan
program dan permasalahan serta skala prioritas di
lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Tenaga Kerja untuk kejelasan
kebijakan;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan
teknis bidang hubungan industrial dan pengawasan
tenaga kerja;

c. penyelenggaraan..... f 76
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penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi
hubungan industrial dan pengawasa_n tenaga kerja;
penyelenggaraan fasilitasi mengenai hubungan
industrial dan pengawasan tenaga kerja;
penyelenggaraan koordinasi mengenai hubungan
industrial dan pengawasan tenaga keq'a
penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan
hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja;
penyelenggaraan koordinasi dalam pelalsanaan di
Kabupaten/Kota;
pengoordinasian bawahal agar tedalin kerja sama
pelaksanaan tugas;
pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugasnya;
pengarahan dan pemberian petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;
pembina bawahan untuk meningkatkan kualitas
dan kemampuan dalam melaksanakan tugas;
pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
bawahan sebagai bahan pembinaan karier yang
bersangkutan di antaranya memberikan penilaian
prestasi kerja pegawai / sasaran kerja pegawai;
pengoordinasian dan penga\rasan pelaksanaan
tugas kepada bawahan, koordinator wilayah
pengawasan tenaga kerja dan Jabatan Fungsional
sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk
kelancaran pelaksanaan program bidang hubungan
industrial dan pengawasan tenaga kerja;
penyusun pedoman dan petunjuk teknis
pengembalgan dan pembinaan administrasi pada
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan
Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan perkembangan isu strategis untuk
bahan pengambilan kebijakan;
pen),usun telaahan teknis pengembangal dan
pembinaan administrasi bidang hubungan
industrial dan pengawasan tenaga ke4'a dengan
menganalisis pokok permasalahan untuk
menghasilkan solusi yang terbaik;
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hubungan
industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;
penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan,
perlindungan dan penegakan hukum terhadap
pelanggaran nonna kerja, jaminan sosial tenaga
kerja, perempuan, anak dan norma keselamatan
dan kesehatan kerja serta pengguna tenaga kerja;
penyelenggaraan perumusan pedoman teknis
pelayanan, pengawasan, perlindungan dan
penindakan terhadap pelanggaran peratura-n
perundang-undangan ketenagakerjaan;

I

J

1.

m

n

o

p

q

r

s. penempatan pernbinaan..... /77



-77 -

s. penempatan pembinaan dan pengawasan terhadap
Jabatan Fungsional pengawas ketenagakedaan;

t. inventarisasi dan menganalisis permasalahan di
bidang hubungan industriat dan pengawasan
tenaga kerja serta merumuskan langkah dan saran
pemecaharrnya;

u. pelaksanaaan kerja sama dan koordinasi dengan
instansi terkait dalam rangka pengembangan dan
pembinaan administrasi hubungan industrial dan
pengawasan tenaga kerja;

v. pelalsanaan evaluasi pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Tenaga Kerja dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

w. pembuatan laporan pelaksalaan tugas di
lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Tenaga Kerja sesuai prosedur dal
ketentuan yang berlaku sebagai
pertanggungiawabal dan bahan rencana yang akan
datang; dan

x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga
Kerja membawahkan:
a. Seksi Hubungan Industrial;
b. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja; dan
c. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

Pasal 64
(1) Seksi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi

Hubungan Industrial ;

b. men5rusun dan mengkaji rencana dan program kerja
di lingkungan Seksi Hubungan Industria-l
berdasarkan renstra Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, rencana pembangunan jangka
menengah Daera-h, usulan program dan
permasalahan serta skala prioritas di lingkungan
seksi hubungan industrial untuk kejelasan
kebijakan;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
hubungan industrial;

d. melaksanakan penlrusun€rn bahan fasilitas
penyelenggaraan hubungan industrial;

e. melaksanakan pengelolaan data hubungan
industrial;

f. melaksanakanfasilitas pelaksana usaha-usaha
hubungan industrial;

g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
hubungan industrial;

h. memfasilitasi..... /78
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h. memfasilitasi pemberian ijin operasional;
i. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksaraan

di Kabupaten/Kota;
j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama

pelaksanaan tugas;
k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai

dengan tugasnya;
1. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

m. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas
dan kemampuan dalam mela-ksanakan tugas;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
di antaranya memberikan penilaian prestasi ke{a
pegawai/ sasaran ke{a pegawai;

o. menJrusun pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan dan pembinaan administrasi Seksi
Hubungan Industrial berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan perkembangan isu
strategis untuk bahan pengambilan kebijakan;

p. men)'usun telaahan teknis pengembangal dan
pembinaan administrasi Seksi Hubungan Industrial
dengan menganalisis pokok permasalahan untuk
menghasilkan solusi yang terbaik;

q. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan dan pembinaan
administrasi hubungan industrial;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Hubungan Industrial dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kine{ a di masa mendatang;

s. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Hubungan Industrial sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai
pertanggungiawaban dan bahan rencana yang akan
datang; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. melaksanalan penyusunan rencana kerja Seksi

Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
syarat ke{a dan jaminan sosial tenaga kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan syarat
kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

d. melalsanakarl penyusunan..... I 7 9
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d. melaksanakan pen5rusunan petunjuk teknis terkait
penerapan syarat kerja dan mekanisme
pelaksanaan jaminan sosial;

e. melaksanal<an pemberian arahan dan petunjuk
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas yang
sesuai dengan ketentuan;

f. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-
syarat kerja di perusahaan termasuk pengawasan
izin operasional perusahaal penyedia jasa pekerja
(outsourcing);

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
sarana hubungan industrial dan fasilitas
kesej ahteraan pekerja;

h. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-
undangan mengenai hubungan industrial, syarat
kerja dan jaminan sosial kepada perusahaan dan
peke{a;

i. melaksanalan pengendalian pelaksanaan kegiatan
seksi agar berjalan seusai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

j. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang
sedang atau akan dilakukan di bidang syarat ke{a
dan jaminan sosial;

k. melaksanal<an pengelolaan data terkait hubungan
industrial dan persyaratan kerja;

1. melakukan dan menyiapkan bahan evaluasi dan
pelaporan atas kegiatan Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menyusun dan mengkaji rencana dan program kerja

di lingkungan seksi pengawasan ketenagakerjaan
berdasarkan renstra dinas, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, usulan program dan
permasalahan serta skala prioritas di lingkungart
seksi pengawasan norma ketenagakerjaan untuk
kejelasan kebijakar;

b. melaksanakal penJrusunan bahan kebijakan teknis
pengawasan norma ketenagakerjaan;

c. melaksanakan pen,'usun€rn bahan fasilitas
penyelenggaraan pengawasan norma
ketenagakerjaan;

d. melaksanakan pengelolaan data pengawasan norma
ketenagake{aan;

e. melaksanakan fasilitas pelaksana usaha
pengawasan norma ketenagakerjaan;

f. melaksanakan penJrusunan bahan koordinasi
pengawasan norma ketenagakerjaan;

g. men5rusun jadwal...../80
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g. menJrusun jadwal kegiatan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pengawasan norma kerja,
norma kesehatan dan keselamatan kerl'a, jaminan
sosial, perempu€rn dal anak, pemeriksaan di
perusahaan atau di tempat kerja;

h. melaksanal<an pembinaan nonna kerja, jaminan
sosial, norma kesehatan dan keselamatan kerja,
perempuan dan anak;

i. melaksanakan penind akata represif non justicia
norma kerja, jaminan sosial, norma kesehatan dan
keselamatan kerja perempuan dan anak;

j. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan
data lingkup pengawasan norma keq'a, jaminan
sosial, norma kesehatan dan keselamatan kerja,
perempuan dan anak;

k. melalsanakan pen1rusunan bahan petunjuk teknis
lingkup pengawasan norma kerja, jaminan sosial,
norrna kesehatan dan keselamatan kerja,
perempu€rn dan anak;

1. melaksanalan pengawasan noflna kerja, jaminan
sosia-l, norma kesehatan dan keselamatan kerja,
perempuan dan anak yang meliputi penl'uluhal,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, jaminan sosial, perempuan dan
anak, menerima pengaduan, melakukan
pengecekan ke lapangan dan menugaskan penyidik
pegawai negeri sipil dan melaksanakan koordinasi
dengal instansi yang berwenang dalam rangka
penyelidikal, pemeriksaan, penindakan dan
penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran
produk hukum Daerah di bidang ketenagakerjaan;

m. melaksalakan supervisi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan norrna
ke{a, jaminan sosial, nonna kesehatal dan
keselamatan kerja, perempuan dan anak;

n. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan di
Kabupaten/Kota;

o. mengoordinasikan bawahan agar terjalin ke{a sama
pelaksanaan tugas;

p. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugasnya;

q. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat be{alan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

r. membina bawal.an untuk meningkatkan kualitas
dan kemampuan dalam melaksanakan tugas;

s. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
di antaranya memberikan penilaian prestasi keda
pegawai/ sasaran kerja pegawai;

t. men5rusun pedoman...../8 1
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t menJrusun pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan dan pembinaan administrasi Seksi
Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan
perkembangan isu strategis untuk bahan
pengambilan kebij akan;
menJi'r.rsun telaahan teknis pengembangan dan
pembinaan administrasi mengenai pengawasan
norrna ketenagakerjaan dengan menganalisis pokok
permasalahan untuk menghasilkan solusi yang
terbaik;
melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan dan pembinaan
administrasi pengawasan norma ketenagakerjaan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerl'aan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
pertanggungiawaban dan bahan rencana yang akan
datang; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

u

x

v

Paragraf 6
Bidang Transmigrasi

Pasal 65
(1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan hubungan
transmigrasi.

(21 Bidang Transmigrasi melalsanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Transmigrasi;
b. penyiapan bahan dan pemmusan konsep kebijakan

teknis yang berkenaal dengan transmigrasi;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan tralsmigrasi;
d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan

kegiatan terkait dengan penyiapan permukiman,
penempatan tralsmigran, serta pengembangan
masyarakat di kawasan transmigrasi;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan
memberikan pembinaan kepada seksi-seksi di
bawahannya untuk memastikan pelaksanaan
program transmigrasi berjalan lancar;

f. pelaksanaan..... / 82
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f. pelaksalaan pengelolaan dan pengawas€rn kegiatan
penyiapan lahan, pembangunan permukiman, serta
pemindahan dan penempatan calon transmigran
dari tempat asal ke lokasi tujuan;

g. pelaksanaan kegiatan dan merencanakan
pengembangan masyarakat serta kawasan di lokasi
transmigrasi untuk mendukung keberlanjutan
hidup para transmigran;

h. pelaksanaan dan pengawasan proses pendaftaran,
seleksi, dan pemindahan calon transmigran;

i. pelaksalaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
tugas dan fungsi Bidang Transmigrasi; dan

j. pelaksanaan fungsi tain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) BidangTransmigrasi membawahkan:
a. Seksi Perencanaal dan Penyiapan Kawasan

Transmigrasi;
b. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Transmigran.

Pasal 66
(1) Seksi Perencanaan dan Penyiapan Kawasan

Transmigrasi dalam melaksanalan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi

Perencanaan dan Penyiapan Kawasan
Transmigrasi;

b. menJrusun dan mengkaji rencana dan program kerja
di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penyiapan
Kawasan Transmigrasi berdasarkan renstra Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, rencana
pembangunan jangka menengah Daerah, usulan
program dan permasalahan serta skala prioritas di
lingkungan Seksi Perencanaan dan Penyiapan
Kawasan Transmigrasi untuk kejelasan kebijakan;

c. melaksanakan pen),usunErn bahan kebij akan teknis
perencanaan dan penyiapan kawasan transmigrasi;

d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas
perencanazrn dan penyiapan kawasan transmigrasi;

e. melaksanakan pengelolaan data perencanaan dan
penyiapan kawasan transmigrasi;

f. melaksanakan fasilitas pelaksana perencanaan dan
penyiapan kawasan transmigrasi;

g. melaksanakan pen5rusun€rn bahan koordinasi
perencanaan dan penyiapan kawasan transmigrasi;

h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelalsanaan
di Kabupaten/Kota;

i. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama
pelaksanaan tugas;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugasnya;

k. mengarahkan..... / 83
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k. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada
bawahan agar pelalsanaan tugas dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

L membina bawahan untuk meningkatkan kualitas
dal kemampuan da.lam melalsalakan tugas;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
di antaranya memberikan penilaian prestasi kerja
pegawai/ sasaran kerja pegawai;

n. menlrusun pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan dan pembinaan administrasi
perenc€rn€ran dan penyiapan kawasan transmigrasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan isu strategis untuk bahan
pengarnbilan kebij al<an ;

o. men5rusun telaahan teknis pengembangan dan
pembinaan administrasi perencanaan dan
penyiapan kawasan transmigrasi dengan
menganalisis pokok permasalahan untuk
menghasilkan solusi yang terbaik;

p. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait
da-lam rangka pengembangan dan pembinaan
administrasi perencnna€rn dan penyiapan kawasan
transmigr:asi;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Perencanaan dan Penyiapan Kawasan
Transmigrasi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
di masa mendatang;

r. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan
seksi perenernaan dan penyiapan kawasan
transmigrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai pertarggungiawaban dan bahan
rencana yang akan datang; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pembangunan Kawasan Transmigr:asi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJ rsunan rencana kerja Seksi

Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
b. men)rusun dan mengkaji rencana dan program kerja

di lingkungan Seksi Pembangunan Kawasan
Transmigrasi berdasarkan renstra Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, rencana pembangunan
jangka menengah Daerah, usulan program dan
permasalahan serta skala prioritas di lingkungan
Seksi Pembangu.nan Kawasan Transmigrasi untuk
kejelasan kebijakan;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pembangunan kawasan transmigrasi;

d. melaksanalan..... / a4
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d. melaksanakan penJrusunarl bahan fasilitas
penyelenggaraan pembangunan kawasan
transmigrasi;

e. melaksanakan pengelolaan data pembangunan
kawasan transmigrasi;

f. melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha
pembangunan kawasan transmigrasi;

g. melaksanakan penJrusunan bahan koordinasi
pembangunan kawasan transmigrasi;

h. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan
di Kabupaten/ Kota;

i. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama
pelaksalaan tugas;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugasnya;

k. mengara-hkan dan memberikan petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

1. membina bawahan untuk meninglatkan kualitas
dan kemampuan dalam melaksanakan tugas;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
di antaranya memberikan penilaian prestasi kerja
pegawai/ sasaran kerja pegawai;

n. men5rusun pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan dan pembinaan administrasi
pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan
perkembangan isu strategis untuk bahan
pen gambilan kebijakan;

o. menJrusun telaah teknis pengembangan dan
pembinaan administrasi pembangunan kawasan
transmigrasi dengan menganalisis pokok
permasalahan untuk menghasilkan solusi yang
terbaik;

p. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan dan pembinaan
administrasi seksi pembangunan kawasan
transmigrasi;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kine{a di masa mendatang;

r. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan
seksi pembangunan kawasan transmigrasi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
pertanggungiawaban dan bahan rencana yang akan
datang; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pembinaan...../85
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(3) Seksi Pembinaan dan pengembangan Kawasan
Transmigrasi sebagaimana dima_ksud dalam pasal 65
ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. melaksanakan pen1rusunan rencana kerja Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi;

b. menJrusun dan mengkaji rencana dan program kerja
di lingkungan Seksi Pembinaan dan pengembangan
Kawasan Transmigrasi berdasarkan renstra Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, rencaula
pembangunan jangka menengah provinsi, usulan
program dan permasalahan serta skala prioritas di
lingkungar Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Kawasan Transmigran untuk kejelasan kebijakan;

c. melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan teknis
pembinaan dan pengembangan kawasan
transmigran;

d. melaksanakan pen5rusunan bahan fasilitas
penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan
kawasan transmigran;

e. melaksanakan pengelolaan data pembinaan dan
pengembangan kawasan transmigran;

f. melaksanakan fasilitas pelaksana usaha-usaha
pembinaan dan pengembangan kawasan
transmigran;

g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
pembinaan dan pengembangan kawasan
transmigran;

h. menyelenggaralan koordinasi dalarn pelaksanaan
di Kabupaten/ Kota;

i. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama
pelaksanaan tugas;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugasnya;

k. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

1. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas
dan kemampual dalam melaksanakan tugas;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
di antaranya memberikan penilaian prestasi kerja
pegawai/ sasaran ke{a pegawai;

n. menJrusun pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan dan pembinaan administrasi seksi
pembinaan dan pengembangan kawasan
transmigran berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan perkembangan isu strategis untuk
bahan pe ngarnbilan kebijakan;

o. men]'usun...../86
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men5rusun telaah teknis pengembangan dan
pembinaan administrasi seksi pembinaal dan
pengembangan kawasan transmigrasi dengan
menganalisis pokok permasalahan untuk
menghasilkan solusi yang terbaik;
melaksanakan keq'a sama dengan instansi terkait
da-lam rangka pengembangan dan pembinaan
administrasi seksi pembinaan dan pengembangan
kawasan transmigran;
mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
seksi pembinaan dan pengembangan kawasan
transmigran dengan cara mengidentifrkasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja
di masa mendatang;
membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan
seksi pembinaal dan pengembangan kawasan
transmigran sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai pertanggungiawaban dan bahan
rencana yang akan datang; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 67
(U Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana
urusarl pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungal Anak dan Keluarga Berencana
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

o

p

q

r

S

1. Subbagian Prograrn..... /87

BAB VII
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 68
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas:
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
b. Sekretariat Dinas Pemberdayaal Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
membawahkan:



-87-

1. Subbagian program dan pelaporan;
2. Subb.San Keuangan; darr
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. BidangPemberdayaal perempuan, membawahkan:
1. Seksi Kesetaraan Gender;
2. Seksi Perlindungan perempuan Korban

Kekerasan; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup perempuan.

d. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan Anak;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
3. Seksi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak.
e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

membawahkan:
1. Seksi Keluarga Berencana;
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi

Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

f. Bidang Data, Advokasi dan Penguatan
Kelembagaan, membawahkan:
1 . Seksi Data dan Sistem Informasi Gender dan

Anak;
2. Seksi Advokasi dan Pengarusutamaan Gender

dan Anak; dan
3. Seksi Fasilitas Kelembagaan dan Jejaring.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tlrgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

Pasal 69
(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanalan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(21 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. perlrmusan ..... I 88
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur.

Paragaf 2
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 70
(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungal anak dan
keluarga berencana.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungal Anak dan Keluarga Berencana mempunyai
fungsi:
a. pengoordinasian penJrusunan rencana program

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
men5rusun rencana kerja teknis di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anal< dan
keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. penyusun.rn rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana berdasarkan rencana strategis
Pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan
arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian..... / 89
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pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja
Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungal
Anak dan Keluarga Berencana dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
ketepatan percepatan sasaran program;
pengoordinasian pelaksanaan tugas pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana berdasarkan program untuk sinkronisasi
tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, bidang pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana dan UPTD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja masing-masing:
penandatanganan naskah Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana sesuai dengan kewenangannya untuk
tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana dan
menetapkan standar pelayanan minimal UPTD
berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, serta
pihak ketiga untuk sinkronisasi program
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada
pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengetahui
tingkat pencapaian program berdasarkal peraturan
perundang-undangan;
pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
optimalisasi tugas;
pengawaszrn dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan
sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

1
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n. pelaksanaan ..... l90
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o

pelaksanaan evaluasi program Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, bidang pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, dan UPTD berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaal kegiatan
dalam rangka akuntabilitas kinerja instalsi
pemerintah; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dal Keluarga Berencana

Pasal 7l
(1) Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anal< dan Keluarga Berencala
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 68 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas merencanalan, melaksanakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan
keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:
a. penlrusunan rencana dan program kerja Sekretariat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana;

b. pengoordinasian dalam pen5rusunan rencana dan
program kerja serta anggar€rn Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana;

c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data
statistik pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga berencana;

d. pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana;

C. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

h. pengelolaan..... / 9 I
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h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kery'a sama, perundang-undangan mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan arrak da,
keluarga berencana, kearsipan, perpustakaal,
hubungan masyarakat dan protokol;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
di lingkungan Dinas Pemberdayaan perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
prograrn dan kegiatan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana; dan

l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
membawahkan:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal72
(1) Subbagian Program dan Pelaporal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7l ayal (3) huruf a mempunyai
tugas:
a melakukan penyusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
b mengoordinasikan pen)'usunan rencana program

dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Ke{a Utama (IKU),
serta Penetapan Kinerja (PK);

c melaksanakan pembinaan administrasi program
dan pelaporan di lingkup Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dal Keluarga
Berencana;

d melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;

e mengoordinasikan peny'usunan, pengolahan data
dan penyajian data statistik dan informasi profi1
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana;

f. melaksanakan..... / 92
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f melaksanatan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana;

g melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan
dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana dan penyusunal dokumen
pelaporan Dinas Pemberdayaan perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban (LKPj) Gubernur, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa
Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),
laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan
atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, dan laporan kedinasan
lainnya;

h melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah
(sAKrP);

i melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program
dan Pelaporan; dan

j melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(21 Subbagian Keualgar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan pembinaan penatausahaan

keuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanalan pengelolaan gaji pegawai;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan

pembayaran, antara lain:
1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan

jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah
disetujui oleh PA/ KPA; dan

2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UPlGU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan.....l93
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f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan
SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui
bendahara pengeluaran;

g. membuat register Spp, SpM dan SpJ;
h. membuat laporan pengesahan SpJ, pengesahan

pengawasan dehnitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/surat perintah kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana
kebutuhan barang pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungal Anak dal Keluarga
Berencana;

k. mengelola barang milik negara/Daerah lingkup
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
dal

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menlusun rencana ke{a Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,

pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
penggandaan naskah-naskah dinas pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, kearsipan dan perpustakaan;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana sesuai dengan tata naskah
dinas Daerah;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantorar;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan penrndang-undangan;

f. menyiapkan.....l94
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menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum Daerah yang berkenaar dengan
tugas dan fungsi Dinds pemberdayaan perempuan,
Periindungan Anak dan Keluarga Berencana;
menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungal
Anak dan Keluarga Berencana;
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;
menlapkan bahan kerja s.una teknis
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dal
keluarga berencana;
menyusun jadwal dan mengelola rapat, kunjungan
tamu, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai
dengan ketentuan dan pedoman yang bertaku;
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;
menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;
melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Umum
dan Kepegawaian; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 73
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 68 ayat (1) huruf c mempunyai
tugas menfapkan bahan perumusan kebijakan dan
melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan pemberdayaan dan perlindungErn perempuan.

(21 Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan

perlindungan perempuzur;
b. penyusunan perencanaan kegiatan pemberdayaan

perempuan;
c. pembinaan, pengawasan dal pengendalian kegiatan

pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan

perlindungan perempuan;
e. pengoordinasian kebijakan teknis pemberdayaan

dan perlindungan perempuan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan
perempuan; dan

f.

h

I
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n
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g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Bidang Pemberdayaan perempuan, membawahkan:
a. Seksi Kesetaraal Gender;
b. Seksi Perlindungan perempual Korban Kekerasan;

dan
c. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup perempuan.

Pasa774
(1) Seksi Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi Kesetaraan Gender;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

kesetaraan gender;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

kesetaraan gender;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan kesetaraan gender;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

kesetaraan gender;
f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

kesetaraan gender;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis kesetaraan gender; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.
(21 Seksi Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan

Perempuan Korban Kekerasan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebdakan teknis

yang berkenaan dengan perlindungan perempuan
korban kekerasan;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
perlindungan perempuan korban kekerasan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan perlindungan perempuan
korban kekerasan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perlindungan perempuan korban kekerasan;

f. melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
teknis yang berkenaan dengan perlindungan
perempuan korban kekerasan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Seksi;

b. melaksanakan penyiapan..... I 96
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b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan
konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
peningkatan kualitas hidup perempuan;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
peningkatan kualitas hidup perempuan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan peningkatan kualitas hidup
perempuan;

e. menyiapkan bahal pelaksanaan kegiatal
peningkatan kualitas hidup perempuan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup
perempuan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Perlindu ngan Anak

Pasal 75
(1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 68 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
menyiapkan bahal perumusan kebijakan dan
melaksanakan kebijakan teknis, mengoordinasikan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan perlindungan anak.

(21 Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanalan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
b. pen5rusunan perencanaan kegiatan pada

perlindungan anak;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

perlindungan anak;
d. pelaksanaan kegiatan perlindungan anak;
e. pengoordinasian kebijakan teknis perlindungan

anak;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis perlindungan anak; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Bidang Perlindungan Anak membawahkan:

a. Seksi Perlindungan Anak;
b. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
c. Seksi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pasal 76
(1) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. men1rusun rencana kerja Seksi Perlindungan Anak;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

perlindungan anak;

c. menyiapkan bahan..... / 97
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c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
perlindungan anak;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan perlindungan anak;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perlindungan anak;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis perlindungan anak; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(21 Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. men1rusun renc€rna kerja Seksi pemenuhal Hak

Anak;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pemenuhan hak anak;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pemenuhan

hak anak;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasal dan

pengendalian kegiatan pemenuhan hak anak;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemenuhan

hak anak;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis pemenuhan hak anak; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Seksi Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Pengembangal

Kabupaten/ Kota l,ayak Anak;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengembangan Kabupaten/ Kota layak anak;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pengembangan
Kabupaten / Kota layak anak;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengembangan
Kabupaten/ Kota layak anak;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengembangan Kabupaten/ Kota layak anak;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis pengembangan Kabupaten/Kota
layak anak; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Bagran Keenam...../98
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Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

PasaT 77
(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf e
mempunyai tugas menfapkan bahal perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang berkenaan dengan hubungan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera.

(21 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera;

b. penyiapan bahan dan perumusErn konsep kebijakan
teknis yang berkenaan dengan keluarga berencana
dan keluarga sejahtera;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera;

d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan
kegiatan terkait dengan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan
memberikan pembinaan kepada seksi-seksi di
bawahannya untuk memastikan pelaksanaan program
keluarga berencana dan keluarga sejahtera berjalan
lancar;

f. pengelolaan dan pengawasan kegiatan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis keluarga berencana dan keluarga
sejahtera; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
membawahkan:
a. Seksi Keluarga Berencana;
b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Berencana; dan
c. Ketahanan dan Kesejahteraar Keluarga.

Pasal 78
(1) Seksi Keluarga Berencana dalam melalsanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a
menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan rencana kerja Seksi Keluarga

Berencana;
b. penyiapan bahan pemmusan kebdakan teknis

keluarga berencana;

c. penyiapan ba}ran..... /99
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c. penyiapan bahan perencanaan kegiatan program
keluarga berencana;

d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan keluarga berencana;

e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan keluarga
berencana;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis keluarga berencana; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (31
huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJrusunan rencana kerja Seksi

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Berencana;

b. menyiapkan bahan perumus.rn kebijakan teknis
pengendalian penduduk dan informasi keluarga
berencana;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengendalian penduduk dan informasi keluarga
berencana;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengendalian penduduk dan
informasi keluarga berencana;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengendalian penduduk dan informasi keluarga
berencana;

f. melaksanakan pemaltauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis pengendalian penduduk dan
informasi keluarga berencana; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. melaksanakan penyusun€rn rencana kerja Seksi

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan ketahanan

dan kesej ahteraan keluarga;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan ketahanal dan kesejahteraan
keluarga;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan
keluarga; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 7...../ 100
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Paragral 7
Bidang Data, Advokasi dan penguatan Kelembagaan

Pasal 79
(1) Bidang Data, Advokasi dan penguatan Kelembagaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g ayat (1) huruf f
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian mengoordinasikan, pemaltauan, eva-luasi
dan pelaporan yang berkenaan dengan data, advokasi dan
penguatan kelembagaan.

(21 Bidang Data, Advokasi dan Penguatan Kelembagaan
melaksanal(an tugas sebagaimana dimatsud pada ayat (l)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Data, Advokasi dan

Penguatan Kelembagaan;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan

teknis yang berkenaan dengan data, advokasi dan
penguatan kelembagaan;

c. penyiapan bahan pelalsanaan kebijakan teknis yang
berkenaan dengan data, advokasi dan penguatan
kelembagaan;

d. pelaksanaan penJrusunzrn rencana program dan
kegiatan terkait dengan data, advokasi dan penguatan
kelembagaan;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan
memberikan pembinaan kepada seksi-seksi di
bawahannya untuk memastikan pelaksanaan data,
advokasi dan penguatan kelembagaan berjalan lancar;

f. pengelolaan dan pengawasan terhadap data, advokasi
dan penguatan kelembagaan;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis data, advokasi dan penguatan
kelembagaan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidalg Data, Advokasi dan Penguatan Kelembagaan
membawahkan:
a. Seksi Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak;
b. Seksi Advokasi dan Pengarusutamaan Gender dan

Anak; dan
c. Seksi Fasilitas Kelembagaan dan Jejaring.

Pasal 80
(1) Seksi Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak

sebagaimana maksud da-lam Pasal 79 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. men),usun program kerja Seksi Data dan Sistem

Informasi Gender dan Anak;
b. menyiapkan bahal perencanaan kegiatan data dan

sistem informasi gender dan anak;

c. menyiapkan bahan...../ 1Ol



c. menyiapkart bahan perencanaan kegiatan data dan
sistem informasi gender dan anak;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan data dan sistem informasi
gender dan anak;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan data dan
sistem informasi gender dan anak;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis data dan sistem informasi gender dan
anak; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(21 Seksi Advokasi dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebagaimana maksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Advokasi dan

Pengarusutamaan Gender dan Anak;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

advokasi dan pengarusutamaan gender dan anak;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan advokasi

dan pengarusutamaan gender dan anak;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan advokasi dan
pengarusutamaan gender dan anak;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan advokasi
dan pengarusutamaan gender dan anak;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis advokasi dan pengarlrsutamaan
gender dan anak; dan

C. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Seksi Fasilitas Kelembagaan dan Jejaring sebagaimana
maksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. men1rusun program ke{a Seksi Fasilitas Kelembagaan

dan Jejaring;
b. menJrusun bahan perumusan kebijakan teknis

fasilitas kelembagaan dan jejaring;
c. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis

fasilitas kelembagaan dan jejaring;
d. menyusun bahan pembinaaa, pengawasan dan

pengendalian kegiatan fasilitas kelembagaan dan
jejaring;

e. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan fasilitas
kelembagaan dan jejaring;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijatan teknis fasilitas kelembagaan dan jejaring;
dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

BAB Vrrr...../ 102
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BAB VIII
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

KETAHANAN PANGAN

Bagial Kesatu
Kedudukarr

Pasa,l 81
(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan

Pangan merupakan unsur pelalsana urusan pemerintahan
di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi
kewenangal Daerah.

(21 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 82
(1) Susunan Organisasi Dinas Tanarnan Pangarr, Hortikultura

dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
a Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Ketahanan Pangan;
b Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Ketahanan Pangan, membawahkan:
1 Subbagian Program dan Keuangan;
2 Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

c Bidang Tanamal Pangan dan Hortikultura,
membawahkan:
1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura;
2. Seksi Perbenihan dal Perlindungan Tanaman

Pangan dan Hortikultura; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman

Pangan dan Hortikultura.
d Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan; dan
e Bidalg Penl'uluhan, Sarana dal Prasarana,

membawahkan
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat dan Mesin

Pertanian; dan
3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani.

(2) Bagan Struktur..... / 103



(2) Bagan -Struktur Organisasi Dinas Tanaman pangan,
Hortikultura dan Ketahanan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan

Pasal 83
(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan

Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur
melalsanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian
dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah darr
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan

bidang pangan sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang
pangan;

c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pertanian dan bidang pangan;

d pelaksalaan administrasi Dinas Talaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
dan

f pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur.

Paragraf 2
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Ketahanan Pangan

Pasal 84
(1) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskal, mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangal di bidang pertanian dan bidang pangan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Tanarnan Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian. . ... / 104
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pengoordinasian pen5,rrsunan rencana program Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketaharran
Pangan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang
pertanian dan bidang pangan sesuai dengan
kebijaksanaal yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
pen5 lsunan rencana strategis Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
berdasarkan rencana strategis pemerintah Provinsi
melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah pen5rusunan rencana
kerja;
pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Palgan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk ketepatan percepatan sasaran program;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan, bidang pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan, dan UPTD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan
berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
penandatanganan naskah dinas pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang pertanial dan bidang
pangan dan menetapkan standar pelayanan minimal
UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagai acuan da-lam pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkal peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatart
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
untuk optimalisasi tugas;

b
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m pengawasan dan penilaial kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai
dengan_ peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;
pelaksanaan evaluasi progrErm Sekretariat Dinas
Tanaman Pangarr, Hortikultura dan Ketahalan
Pangal, bidang pada Dinas Tanaman palgan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan, dan UpTD
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 3
Sekretariat

n

o

Pasal 85
(1) Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dal mengendalikan
kegiatan pen5rusunzrn rencana dal progr€rm kerja,
pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanal Pangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunzrn rencana dan program kerja Sekretariat;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan

rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan;

c. pelaksanaan pengoordinasian pen5msunan dan
penyajian data statistik tanamarr pangan, hortikultura
dan ketahanan parrgan di Daerah;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahalan
Pangan;

f. pengelolaan pelayalan administrasi umum Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan;

g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ke{a sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaal, hubungan masyarakat dan protokol
pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

i. pelaksanaal pelaporan...../ 1 06
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i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kineq'a
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan tanaman pangan, hortikultura
dan ketahanan pangan di Daerah;

k. pelatsanaan pemantauan, evaluasi dart pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Talaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan membawahkan :

a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 86
(1) Subbegan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan

kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kery'a dan Anggaran (RKA), serta Penetapan
Kinerja (PK);

c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian
usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit
kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

d. melakukan penJi.usunan Rencana Ke{a dan Anggaran
(RKA) berdasarkan usulan unit kerja dan hasil
pembahasan internal pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanal Pangan;

e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengal
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di
lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

h. melakukan koordinasi..... / 107
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h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Keta-hanan
Pangan untuk penyiapan bahan menJrusun l,aporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan dan laporan kedinasan lainnya;

i. melakukan pen5rusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan;

k. melakukan pemrosesan surat permintaan
pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

1. melakukan pengelolaan kas pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasa-l
dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

o. menyimpan bukti transa-ksi keuangan sebagai bahan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan;

p. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangal; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

l2l Subbagian Umum dan Kepegawaian dan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian Umum dal

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan lainnya;

c. melaksanakan penomorurn, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan sesuai dengan
tata naskah dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoral;

e. menyiapkan bahar...../ 1O8
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Ketahanan Pangan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat, kunjungan
tamu, dan acara-acara kedinasan lainnya pada Dinas
Tanamal Pangan, Hortikultura dan Ketahanan
Pangan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang
berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 87
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusal kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, mengoordinasikan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan yang berkenaan dengan tanaman pangan
dan hortikultura.

(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis tanaman pangan dan

hortikultura;
b. penyusunan perencanaan kegiatal pada tanaman

pangan dan hortikultura;
c. pembinaan, mengawasi pengalvasan dan

mengendalika.n pengendalian kegiatan tanaman
pangan dan hortikultura;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan ta-naman pangart
dan hortikultura;

e. pengoordinasian..... / 109



-109-

e. pengoordinasian kebijakan teknis tanaman pangan
dan hortikultura;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan telmis perencanaan tanamarr pangan dan
hortikultura; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pascapanen.

Pasal 88
(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

produksi tanaman pangan.
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan produksi

tanaman pangan.
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan produksi tanaman pangan.
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan produksi

tanaman pangan.
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

produksi tanaInan pangan.
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis Seksi Produksi Tanaman Pangan.
C. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.
(21 Seksi Produksi Hortikultura dimaksud dalam Pasal 87 ayat

(3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

produksi hortikultura;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan produksi

hortikultura;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan produksi hortikultura;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan produksi

hortikultura;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

produksi hortikultura;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis Seksi Produksi Hortikultura; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.
(3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pascapalen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pemmusan kebijalan teknis

perlindungan tanalnan dan pascapanen;

b. menyiapkan bahan...../ 1 1O
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b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
perlindungan tanaman dan pascapanen;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatal perlindungan tanaman dan
pascapanen;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perlindungan tanaman dan pascapanen;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
perlindungan tanarnan dal pascapanen;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis Seksi Perlindungan Talaman dan
Pascapanen; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikal oleh
pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 89
(1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan
baharr perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, mengoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan ketahanan pangan.

(21 Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumuszrn kebijakan teknis ketahanan pangan;
b. penJrusunan perencanaan kegiatan pada ketahanan

pangan;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

ketahanan pangan;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan ketahanan

pangan;
e. pengoordinasian kebijalan teknis ketahanan pangan;
f. pelaksanaar pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijalan teknis perencanaan ketahanan pangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:
a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
b. Seksi Distribusi, Pengolahan dan Pemasaran Pangan;

dan
c. Seksi Keamanan Pangan dan Konsumsi.

Pasal 90
(1) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:

a. menyiapkan bahan...../ 111



- 111-

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
ketersediaan dan cadangan pangan;

b. menlapkan bahan perencanaan kegiatan
ketersediaan dan cadangan parrgan;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan ketersediaal dan cadangan
pangan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
ketersediaan dan cadangan pangan;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
ketersediaan dan cadangan pangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi ketersediaan dan cadangan
pangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Distribusi, Pengolahan dan Pemasaran Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

distribusi, pengolahan dan pemasaran pangan;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan distribusi,

pengolahal dan pemasaran pangan;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalial kegiatan distribusi, pengolahan dan
pemasaran pangan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan distribusi,
pengolahan dan pemasaran pangan;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
distribusi, pengolahan dan pemasaran pangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi distribusi, pengoiahan dan
pemasaran pangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Keamanan Pangan dan Konsumsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

keamanan pangan dan konsumsi;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan keamanan

pangan dan konsumsi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan keamanan pangan dan
konsumsi;

d. menyiapkan bahan pelaksalaan kegiatan keamalan
pangan dan konsumsi;

e. menyiapkan ba.l.an koordinasi kebijakan teknis
keamanan pangan dan konsumsi;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan tekrris seksi keamanan pangan dan
konsumsi; dan

g. melaksanakan tugas..... / 112
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melaksanakan
pimpinan.

tugas lain yang diberikan oleh

Paragraf 6
Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana

Pasal 91
(1) Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebljakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, mengoordinasikan, pemaltauan, evaluasi
dan pelaporan yalg berkenaan dengan pen5,,u1uhan, sarana
dan prasarana.

(2) Bidang Penyuluhan, Sarana dan prasarana
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( l) menyelenggarakan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teknis penyuluhan, sarana dan

prasar€rna;
b- penJrusunan perencanaan kegiatan pada penyuluhan,

sarana dan prasarana;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatal

penyuluhan, sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan penyuluhan,

sarana daII prasarana;
e. pengoordinasian kebijakan teknis penyuluhan, sarana

dan prasarana;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan teknis perencanaan pen5ruluhan, sarana
dan prasarana; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana

membawahkan:
a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Mekanisasi; dan
c. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani.

Pasal 92
(1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf
a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

lahan, irigasi dan pembiayaanrrya;
b. menyiapkan bahan perenczrnaan kegiatan lahan,

irigasi dan pembiayaannya;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan lahan, irigasi dal
pembiayaannya;

d. menyiapkan bahan pelaksanaErn kegiatan lahan,
irigasi dan pembiayaannya;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis lahan,
irigasi dan pembiayaannya;

f. melaksanakan pemantauan...../ 1 13
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f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis Seksi l,ahan, Irigasi dan pembiayaan;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pupuk, Pestisida dan Mekanisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pupuk, pestisida dan mekanisasi;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pupuk,

pestisida dan mekanisasi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pupuk, pestisida dan
mekanisasi;

d. menlapkan bahan pelaksana€rn kegiatan pupuk,
pestisida dan mekanisasi;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pupuk, pestisida dan mekanisasi;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis Seksi Pupuk, Pestisida dan
Mekanisasi; dan

C. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

penyuluhan dan kelembagaan petani;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan penyuluhal

dan kelembagaan petani;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan penyuluhal dan kelembagaan
petani;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyuluhan
dan kelembagaan petani;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
penyuluhan dan kelembagaan petani;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan teknis seksi penyuluhan dan kelembagaan
petani;

C. pembinaanpenyelenggaraan penyuluhan pertanian
wilayah distrik/kampung;

h. pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, dan
pendampingal bagi petani OAP; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BAB rX...../ 114
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BAB Ix
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 93
{1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(21 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekda.

Pasal 94
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan

dal Pertanahan terdiri atas:
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertanahan;
b. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertanahan, membawahkan :

1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan,
membawahkan:
1. Seksi Perencalaan dan Tata Hutan;
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan; dan
3. Seksi Pengawasan Kehutanan, Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Perhutanan Sosial, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Rehabilitasi l,ahan;

2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
3. Seksi Penyuluhan.

e. Bidang Lingkungan Hidup, membawahkan:
1. Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Pengelolaan Sampah Limbah E}3 dan

Peningkatan Kapasitas; dan
3. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan serta Perubahan Iklim.
f. BidangPertanahan, membawahkan:

1. Seksi Penatausahaan Tanah;
2. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
3. Seksi Penanganan Sengketa Tanah.

(2) Bagan Struktur...../ 115
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(2\ Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
T\rgas dan Fungsi

Paragraf I
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dal Pertanaltan

Paragraf 2
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan

Pasal 96
(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertanahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 94 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan

(21 Untuk melalsanalan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian. .. .. / 1 1 6

Pasa-l 95
(1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan

mempunyai tugas membaltu Gubernur melaksanakan
urLlsan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,
kehutanan dan pertanahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(21 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan

hidup, kehutanan dan pertanahan sesuai dengan
renc€rna strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,
kehutanan dan pertanahan;

c. pelaksanaal evaluasi dan pelaporan di bidang
lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas darr fungsi UPTD;
dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur.
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a pengoordinasian penyusunan rencana program Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutalan dan Pertanahan
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
menJrusun rencana kerja teknis urusan lingkungan
hidup, kehutanan dan pertanahan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
pen5rusunan rencana strategis Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutalan dan Pertanahan berdasarkan
rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan
program, permasalahan dan skala prioritas untuk
kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
ketepatan percepatan sasErran program;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Pertanahan berdasarkan
program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan,
bidang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertana.l.an dal UPTD sesuai dengal tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing;
penandatanganan naskah dinas pada Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
penyelenggaraal kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di bidang lingkungan hidup,
kehutanan dan pertanahan dan menetapkan standar
pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan
tepat sasaran;
pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
mengetahui tingkat pencapaian program;
pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi
tugas;
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pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai
dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kinery'a pegawai;
pelaksanaan program Sekretariat Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutaran dan Pertanahan, bidang pada Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan dan
UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian
pelalsanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertanahan

Pasal 97
(1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertana-han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
pen5rusunan rencana dan program kerja, pengelolaan
keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumaJrtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan dalam melatsanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program keq'a sekretariat

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penJ rsunan

rencana dan prograrn kerja serta anggaran Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanaha-n;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkungan hidup, kehutanan
dan pertanahan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja
sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

i. pelaksanaan pelaporan...../ 1 1B
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i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan pertanahan; dan

l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan membawahkan :

a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subb"San Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan.

Pasal 98
(1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menJrusun renczrna kerja Subbagian Program dan

Pelaporan;
b. mengoordinasikan pen],usunan dokumen

perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pertanahan meliputi rencana strategis, indikator
kineg'a utama, rencana kerja/rencana kinerja
tahunan dan perjanjian kinerja sesuai dengan
ketentual peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan
di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan;

d. melal<sanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit ke{a di lingkup Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi profil Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutalan dan Pertanahan;

g. melaksanakan..... / ll9
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g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan
dengan unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan pertanahan dan pen].usunan
dokumen pelaporan Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan meliputi laporan kineda
instansi Pemerintah Daerah laporan penyelenggataan
pemerintahan Daerah laporan keterangan
pertanggungiawaban Gubernur, laporan keterangan
pertanggungiawaban akhir masa jabatan Gubernur,
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah laporan rea,lisasi kinerja dan keuangan
triwulanan atas pelaksana.rn progrErm dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertana_han,
dan laporan kedinasan lainnya;

h. melal<sanakan pengoordinasian pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Pelaporan;
dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menJrusun rencana keda Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas pada Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
lainnya;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas pada Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Pertanahan sesuai dengan tata
naskah dinas Daerah;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan;

C. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja s€una teknis Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat, kunjungan
tamu, dan acara-acara kedinasan lainnya pada Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutalal dan Pertanahan sesuai
dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan ..... / l2O



k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kine{a
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
97 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menlusun rencana kerja Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangal;
d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan

pembayaran, antara lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh PPTK dal telah disetujui
oleh PA/KPA; dan

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/GU/TUP-nihil dan SPP-LS gaji dan tunjangan
kine{a serta penghasilan lainnya yang telah
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM
dengan kelengkapannya kepada BUD melalui
bendahara pengeluaran;

C. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/surat perintah kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana
kebutuhan barang Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan;

k. mengelola barang milik negara/ Daerah lingkup Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyiapkan bahaa dan meny,usun lapora-n keuangan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

m. melaksanatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Keuangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 99 ..... / l2l
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Pasal 99
(1) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan kebUakan dan pelaksanaan
kebijalan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan dan
pengelolaan hutan.

(21 Bidang Perencanaal dan Pengelolaan Hutan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan

Pengelolaan Hutan;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang perencanaan, tata guna hutan, pemanfaatan
hutan, penatausahaan hasil hutan, perlindungan
hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem,
dan penegakan hukum;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan dan
pengelolaan hutan;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang perencana€rn dal
pengelolaan hutan;

e. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kehutanan suburusan perenc€rnaErn, pengelolaan
hutan dan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat Provinsi,
inventarisasi hutan tingkat DAS, inventarisasi hutan
tingkat unit pengelolaan hutan, tata hutan dan
rencana pengelolaan KPH di wilayah Provinsi,
pengelolaan KHDTK untuk religi sesuai ketentuan
perundang-undangan;

g. penyiapan kajian teknis permohonan Persetujuan
Penggunaal Kawasan Hutan (P2KH), Peitzinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kapasitas
<6.000 m3/tahun, persetujuan perhutanan sosia-l,
pelepasan kawasan hutan, dan perubahan fungsi
kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. pengendalian dan melakukan pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan PBPH dan PBPHH di wilayah
Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. pengendalian dan melakukan pengawasan tugas dan
fungsi di bidang penatausahaan hasil hutan, sumber
bahan baku, iuran kehutanan dan tertib administrasi
peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi;

j. pelaksanaan perlindungan..... / 122
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j. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan
pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas
daerah Kabupaten/Kota, dan perlindungan tumbuhan
dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak
masuk dalam lampiran Appendiks CIES di Daerah;

k. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem
penting, dan pengelolaan daerah penyangga kawasan
suaka alam, serta pengelolaan daerah penyangga
kawasan pelestarian alam di wilayah provinsi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. pelaksanaan pencegahan dan perlindungan akibat
perbuatan manusia, kebakaran hutan,
hama/penyakit, ternak dan daya-daya alam, dan
peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian
kebakaran hutan di wilayah Provinsi sesuai ketentuan
peratur€rn perundang-undangan;

m. pelal<sanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan
dan Pengelolaan Hutan; dan

n. pelaksanaal fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan,
membawahkan:
a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan; dal
c. Seksi Pengawasan Kehutanan, Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 1O0
(1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 ayal (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Tata

Hutan;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

perenc€rnazrn dan tata hutan;
c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan

inventarisasi hutan tingkat Daerah, inventarisasi
hutan tingkat DAS, inventarisasi hutan tingkat unit
pengelolaan hutan;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi terhadap pen5,rrsunan dan
pelaksanaan rencana pengelolaan hutan KPH dalam
Daerah;

e. menfapkan bahan dan analisis permohonan
persetujuan penggunaan kawasan hutan, pelepasan
kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaa-n tugas Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
dan

g. melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemanfaatan..... / 123
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{21 Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Seksi Pemanfaatan Sumber

Daya Hutan;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pemanfaatal sumber daya hutan;
c. menyiapkan bahan telaahan teknis, dan pelayanan

administrasi permohonan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Perizinan Berusaha
Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) kapasitas <6.000
me/tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undanga-n;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan eva-luasi pelaksanaan kegiatan PBPH,
dan PBPHH di wilayah Provinsi;

e. menyiapkan bahal koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi penatausahaan hasil hutan,
iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dal tertib
peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi;

f. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap
pengelolaan KHDTK untuk religi dan budaya di wilayah
Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Sumber Daya
Hutan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan Kehutanan, Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayal (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan bahan perencanaal kegiatan pengawas€rn

kehutanan, perlindungan dan konservasi sumber daya
alam dan ekosistem;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan
pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan
hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
dan peningkatan kapasitas SDM perlindungan hutan
di Daerah;

d. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi perlindungan, pengawetan,
dan pemanfaatar secara lestari Tahura lintas daerah
Kabupaten/Kota;

e. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi perlindungan tumbuhan
dan satwa liar yang tidak dilindungi/ tidak masuk
lampiran Appendiks CITES;

f. menyiapkan bahan..... I 124
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f. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan
bernilai ekosistem penting, dan pingelolaan daerah
penyangga kawasal suaka alam, serta pengelolaan
daerah penyangga kawasan pelestarian alam di
Daerah;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

h. melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Pimpinan

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Perhutanan Sosial

Pasal 101
(1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijalan teknis, pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan
pengembangan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
perhutanan sosial.

(21 Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
b. penyiapan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis bidang pengelolaal daerah aliran
sungai, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, dan
penyuluhan;

c. pengoordinasian melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi pengelolaan daerah aliran sungai,
rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, dan
penyuluhan;

d. penyelenggaraan urusan pemerintalran bidang
kehutanan suburusan Pelatihan dan penlrrluhan
serta pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan
daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pelaksanaan pengelolaal daerah aliran sungai,
pembentukan forum pengelolaan daerah aliran
sungai, dan sistem informasi pengelolaan daerah
aliran sungai di wilayah Provinsi;

f. pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan
hutan, rehabilitasi lahan gambut, mangrove dan
pantai/pesisir, penghijauan/penanam€rn,
penerapan teknik konservasi tanah di Daerah;

g. pelaksanaan perbenihan . .. .. / 125
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g. pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber
daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber
benih dan mutu tanaman hutan di Daerah;

h. pelaksanaan penyrluhan, pendidikan, pelatihan,
penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan
di Daerah;

i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,
pengembangan kelompok tani hutan dan
kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan
kehutanan dalam Daerah;

j. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan
pengusulan persetujuan areal kerja perhutanan
sosial, dan permohonan persetujuan perhutanan
sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;

k. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan
pen)'usunan dal penetapan rencana kerja
perhutanan sosial, peningkatan kapasitas,
pengembangan usaha perhutanan sosial, dan
penanganan konflik tenurial di Daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan
Daeratr Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; dan

m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial membawahkan:
a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Lahan;
b. Seksi Perhutanan Sosial; dan
c. Seksi Penyuluhan.

Pasal lO2
(1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan;
b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,

pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah
aliran sungai, pembentukan forum pengelolaan
daerah aliran sunqai, dan sistem informasi
pengelolaan daerah aliran sungai di Daerah;

c. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi lahan di
luar kawasan hutan, rehabilitasi lahan gambut,
mangrove dan pantai/pesisir,
penghijauan/penanaman, penerapan teknik
konservasi tanah di Daerah;

d. menyiapkan bahan..... / 126
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d. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dal evaluasi perbenihan tanaman
hutan, sumber daya genetik tanaman hutan,
sertifikasi sumber benih dan mutu tanarnan
hutan di Daerah;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Seksi Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a menJrusun rencana kerja Seksi Perhutanan Sosial;
b menyiapkan bahan dan koordinasi verifikasi

teknis permohonan persetujuan perhutanan
sosial, meliputi hutan kampung, hutan
kemasyarakatan, hutan tanaman ra\rat, hutan
adat, dan kemitraan kehutanan, identifikasi,
inventarisasi dan registrasi hutan rakyat di
Daerah;

c menyiapkan baharr dalam rangka fasilitasi dan
pendampingan permohonan areal persetujuan
perhutanan sosial, penyusunan rencana kerja
perhutanan sosial, peningkatan kapasitas,
pengembangan usaha perhutanan sosial, dan
penang€rnan konflik tenurial di Daerah;

d menyiapkan bahan dan koordinasi pembinaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan perhutanan sosial dan kemitraan
kehutanan di wilayah Provinsi;

e melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perhutanan
Sosial; dan

f melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a men)'usun rencana ke{a Seksi Penyuluhan;
b menyiapkan bahan dan koordinasi penyuluhan,

dan kelembagaan penyuluhan di bidang
kehutanan di Daerah;

c menyiapkan bahan dan koordinasi
penyusunan program dan materi pen5,'uluhan
di bidang kehutanan di Daerah;

d menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan
penyuluhan di bidang kehutanan dalam Daerah;

e melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan;
dan

f melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.
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Pasal 103
(1) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e mempunyai tugas
menyiapkan bahan perlrmusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dal pelaporan yang berkenaan
dengan lingkungan hidup.

(21 Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. menJrusun rencana keq'a Bidang Lingkungal

Hidup;
b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan

teknis di bidang perencanaan lingkungan hidup,
kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian
pencemaran dan kerusakaa lingkungan hidup,
pengendalian perubahan iklim, pengelolaan
limbah El3, pembinaan dan pengawasan izin
lingkungan hidup, penyuluhan lingkungan hidup,
penghargaan lingkungan hidup, pengadual
lingkungan hidup, dan penanganan sampah di
wilayah Provinsi sesuai ketentuan perundang-
undangan;

c. mengoordinasikan kegiatal di Bidang Lingkungan
Hidup;

d. melakukan inventarisasi data dan informasi
sumber daya alam, pen)-usunan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, penyusunan
dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPPLH;

e. menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan
lingkungan hidup, penl'usunan indikator kine4'a
pengelolaan lingkungan hidup Daerah dan IKLH,
penJrusunan KLHS, pembinaan penyelenggaraan
KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS;

f. menyusun instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,
UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan,
analisis risiko lingkungan hidup, audit lirgkungan
hidup);

g. mengelola keanekaragaman hayati di wilayah
Provinsi;

h. melakukan pemulihan pencemaran,
pengembangan sistem informasi peringatan,
potensi, dampak pencemaran lingkungan hidup;

i. melakukan mitigasi dal adaptasi perubahan
iklim, inventarisasi GRK, pen5rusunzrn profil emisi
GRK, pengembangan sistem informasi dan
dotabase pengendalian perubahan iklim,
pengembangan progre!.m kampung iklim;

j. melaksanakan..... I 128
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j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang Lingkungan
Hidup; dan

k. melaksanakan fungsi lainnya yalg diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Lingkungan Hidup membawahkan:
a. Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
b. Seksi Pengelolaan Sampah Limbah E}3 dan

Peningkatan Kapasitas; dan
c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan serta Perubahan Iklim.

Pasal 104
(1) Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 103 ayat (3) huruf a melaksanakan tugas:
a. menJmsun rencana kerja Seksi Penataan dan

Penaatan Lingkungan Hidup;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

penataan dan penaatan lingkungan hidup;
c. menyiapkan bahan pembina€rn, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pen5 rsunan Neraca
Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup,
penyusunan indikator kine{a pengelolaan
lingkungan hidup daerah dan IKLH, penyusunan
KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS,
pemantauan dan evaluasi KLHS;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pen1rusunan,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi
inventarisasi data dan informasi sumber daya
alam, pen5rusunan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, penJrusunan
dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPPLH;

e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi,
pen]rusunan, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi penJrusunan instrumen pencegahan
pencemar€rn dan/atau kerusakan lingkungan
hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit
lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup,
audit lingkungan hidup);

f. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan pengaduan dan pengawasErn
lingkungan hidup, pembinaan terhadap sumber
pencemar (program PROPER, RKL RPL) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undalgan;

C. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan dan
Penaatan Lingkungan Hidup; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengelolaan.. ...1 129
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(21 Seksi Pengelolaan Sampah Limbah El3 dan
Peningkatan Kapasitas sebagaimarra dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana ke{a Seksi pengelolaan

Sampah Limbah E}3 dan Peningkatan Kapasitas;
b. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan

penanganan sampah di TPA/TPST regional,
kondisi khusus (bencana alam/non alam atau
perselisihan pengelolaan sampah antar
Kabupaten/Kota), dan pelaksalaan Adipura
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi rekomendasi teknis
pengumpul limbah El3, pengangkutan limbah E}3,
pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah
E}3 lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;

d. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan
penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata,
Kalpataru, Saka Kalpataru, dan sebagainya) di
wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaal,
pemantauan dan evaluasi pengakuan MHA dan
peningkatan kapasitas terkait PPLH di dua atau
lebih daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan
Sampah Limbah 83 dan Peningkatan Kapasitas;
dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan serta Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menJrusun rencana kerja Seksi Pengenda-lian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
b. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,

pemantauan dan evaluasi pencemarzrn dan
kerusakan lingkungan, meliputi pemantauan
sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah,
pesisir dan laut, penentuan baku mutu
lingkungan dan penanggulangan pencemaran
sesuai peraturan perundang-undangan;

c. menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pemulihan
pencemaran, pengembangan sistem informasi
peringatan, potensi, dampak pencemaran
lingkungan hidup;

d. menyiapkan bahan...../ 130
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menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim, inventarisasi GRK, pen5msrlnan profrl emisi
GRK, pengembangan sistem informasi dan
database pengendalian perubahan iklim,
pengembangan program kampung iklim;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 7
Bidang Pertanahan

Pasal 105
(U Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumus€rn kebijakan dan pelalsanaan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan
pertanahan.

(21 Bidang Pertanal.an melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. pen1rusunan rencana kerja Bidang Pertana-Lan;
b. perumusan kebijakan teknis pertanahan;
c. penyusunan perencanaankegiatan pertanahan;
d. pembinaan pengawasan dan pengendalian

kegiatan pertanahan;
e. pelaksanaan kegiatan bidang pertanahal;
f. pengoordinasian kebijakan teknis bidang

pertanahan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dan

fungsi Bidang Pertanahan; dan
h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh

pimpinar.
(3) BidangPertanahan membawahkan:

a Seksi Penatausahaan Tanah;
b Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
c Seksi Penanganan Sengketa Tanah.

Pasal 106
(1) Seksi Penatausahaan Tanah dalam melaksanakan

tugas sebagairnara dimaksud pada Pasal 105 ayat (3)

huruf a menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja Seksi Penatausahaan

Tanah;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

penatausahaan tallalt;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

penatausahaan tanah;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan penatausahaan tanah;

d

e

f.
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e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
penatausahaan tanah;

f. mengoordinasikan kebijakan penatausahaan
tanah;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporal pelaksanaan tugas Seksi
Penatausahaan Tanah; dan

h. melaksanal<an tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Seksi Fasilitasi Pengadaaa Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1O5 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Seksi Fasilitasi

Pengadaan Tanah;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

fasilitasi pengadaal tanah;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

fasilitasi pengadaan tana-L;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan fasilitasi pengadaar tanah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

fasilitasi pengadaan tanah;
f. mengoordinasikan kebijakan fasilitasi pengadaan

tanah;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi
Pengadaan Tanah; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penanganan Sengketa Tana-l. serta Perubahan
Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO5 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:
a. men;rusun rencana kerja Seksi Penanganan

Sengketa Tanah serta Perubahal Iklim;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

penanganan sengketa tanah;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

penangan€rn sengketa tanah;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan penanganan sengketa
tanah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
penanganan sengketa tanah;

f. mengoordinasikan kebijakan penanganan
sengketa tanah;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaal tugas Seksi Penanganal
Sengketa Tanah serta Perubahan Iklim; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

BAB X.....1132
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BAB X
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN
SIPIL, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1O7
(1) Dinas Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil,

dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan
bidang masyara-kat dan kampung yang menjadi
kewenangan Daeratr.

(21 Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung yalg
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 108
(1) Susunal Organisasi Dinas Administrasi

Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kampung terdiri atas:
a. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

b. Sekretariat Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, membawahkan:
1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarala

Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;

dan
3. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan

Dokumentasi.
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
membawahkan:
1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan;
2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

e. Bidang Pemberdayaan..... / 133
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e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Bina Lembaga Ekonomi Masyaralat;
2. Seksi Pemasaran produk Unggulan

Kampung/Kampung Adat; dan
3. Seksi Kerja sama Kampung/Kampung Adat.

f. Bidang Kelembagaan, Pengembangan partisipasi
Masyarakat dan Pengembangan potensi
Kampung/Kampung Adat, membawahkan:
1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat

dan Kapasitas Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya,

Pemetaan dan Pendayagunaan Ruang
Kampung/ Kampung Adat;

3. Seksi Pengembangan dan Penggunaan
Teknologi Tepat Guna.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Administrasi

Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 1O9
(1) Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil dan bidang masyarakat dan
kampung yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dal Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang
masyarakat dan kampung sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang
masyarakat dan kampung;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipii
dan bidang masyarakat dan kampung;

d. pelaksanaan administrasi..... / 134
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d. pelaksanaan administrasi Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksaaaan tugas dan fungsi
UPTD; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Gubernur.

Paragral 2
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, pencatatan

Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

d. pengoordinasian..... / 135

Pasal 110
(1) Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan

Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf
a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dan bidang masyaralat dan kampung.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kampung mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaal Masyarakat Kampung
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk men5rusun rencana kerja teknis urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
dan bidang masyarakat dan kampung sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. penJ rsunan rencana strategis Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung
berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah
melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penJrusunan
rencana kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja
Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk ketepatan percepatan sasaran program;
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pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, bidang
pada Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung dan UPTD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja:
penandatanganan naskah Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib
administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
dan bidang masyarakat dan kampung dan
menetapkan standar pelayanan minimal UPTD
berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal,
selca pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk sinkronisasi
program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada
pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk
mengetahui tingkat pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan
kinerja pegawai;

e
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pelaksanaan evaluasi program Sekretariat Dinas
Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, bidang
pada Dinas Administrasi Kependudukarr,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung dan UPTD berdasarkan reatisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
dart
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Sekretariat rirr"" ea*it l"TXtiT$..arartan, pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 11 1

(1) Sekretariat Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
ayat (l) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penyusunan rencana dan program kerja,
pengelolaan keuangan dan perlengkapan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunErn rencana dan program keg'a

Sekretariat Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan
rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Karnpung;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipi1,
dal Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dal Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

f. pengelolaan pelayanal administrasi umum pada
Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

g. pengelolaan pelayanan..... I 137



-t37-

g. pengelolaan pelayananadministrasikepegawaian
pada Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
keq'a sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol pada Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelatsanaan
reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, dan pelayanal publik di
lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan

l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipi1, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung membawahkan:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 112
(1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian Program dan

Pelaporan;
b. mengoordinasikan penyusunan dokumen

perencanaan Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung meliputi rencana strategis, indikator
kinerja utama, rencana kerja rencana kilerja
tahunan, dan perjanjian kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pembinaan administrasi
perencErna€rn di lingkup Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

d. melaksanakan...../ 138
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d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit kerja di lingkup Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi mengenai
administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
dan pemberdayaan masyarakat kampung;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelal<sanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

g. melaksanakanpengoordinasianpenyiapanbahan
dengan unit-unit kerja dan penyusun€rn dokumen
pelaporan meliputi:
1. laporan kineq'a instansi pemerintah;
2. laporan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah;
3. laporan keterangan pertanggungiawaban

Gubemur;
4. laporan keterangan pertanggungiawaban

akhir masa jabatan Gubernur,
5. evaluasi kineg'a penyelenggaraan

pemerintahan Daerah;
6. laporal realisasi kinerja dan keuangan

triurrlanan atas pelaksanaan program dan
kegiatan; dan

7. laporan kedinasan lainnya.
pada Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

h. melaksanakan pengoordinasian pelalsanaan
sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
Daerah;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program
dan Pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 1 I ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana ke{a Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas pada Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung lainnya;

c. melaksanakan..... / 139
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c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas pada Dinas
Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sesuai
dengan tata naskah dinas Daerah;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum Daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampulg;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas Administrasi Kependuduka;r,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat,
kunjungan tamu dan acara-acara kedinasan
lainnya pada Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung sesuai dengan ketentuan dan pedoman
yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kinerja pegawai;

m. melaksanakar pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum
dal Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 1 I ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian Keuangan

dan Perlengkapan;
b. melaksanakan pembinaan penatausahaan

keualgan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

e. meneliti...../ 140
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e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan
pembayaral, antara lain;
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan

jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah
disetujui oleh PA/KPA.

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/GU/TUP-Nihi1 dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan
SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui
bendahara pengeluaran;

g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/surat perintah kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran
untuk kepentingan pengawasan dan
pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana
kebutuhan barang pada Dinas Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

k. mengelola barang milik negara /Daerah lingkup
Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

l. menyiapkal bahan dan menyusun laporan
keuangan Dinas Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Keuangan dan Perlengkapan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragral 4...../147
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Paragraf 4
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil

Pasal 113
(1) Bidang Pasilitasi Penda_ftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal
108 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, bahan perencanaan,
perumusan kebijalan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaan pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

(2) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan perencana€rn pelaksanaan
fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi
urusan pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengeiolaan
dokumen pendaftaran penduduk, pendataan
penduduk dan di bidang pencatatan sipil meiiputi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan,
perceraian, perubahan status anak,
pewarganegaraan, pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis urusan
fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan
dokumen pendaftaran penduduk, pendataan
penduduk dan dibidang pencatatan sipil meliputi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan,
perceraian, perubahan status anak,
pewarganegaraan, pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi;

c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi
pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi
identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk,
pendataan penduduk, pencatatan kelahiran,
kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganegaraan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan
dokumen pendaftaral penduduk, pendataan
penduduk, pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak,
pewargzrnegaraan dan pengelolaan dokumen
pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;

e. pelaksanaan kebijakan.... - / 142
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e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan
dokumen pendaftaran penduduk, pe.rdat"an
penduduk, pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan status alak,
pewarganegaraErn dan pengelolaan dokumen
pencatatan sipil di Kabupaten/ Kota;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
urusan penyele nggaraan pendaftaran penduduk
dan bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di
Kabupaten/ Kota; dan

g. melaksanakal fungsi lain yang diberikal oleh
pimpinan.

(3) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, membawahkan:
a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

Pasal 114
(1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan koordinasi fasilitasi sarana dan

prasarana pendaftaran penduduk meliputi
identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk;

b. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana pendaftaran penduduk fasilitasi sarana
dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi
identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk;

c. menyiapkan fasilitasi sarana dan prasarana
pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pendataan
penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran
penduduk di Kabupaten/ Kota; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Sarala dan Prasarana Pencatatan Sipil
dimal<sud da-lam Pasal 113 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyiapkan koordinasi fasilitasi sarana dan

prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan
pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

b. menyiapkan rencana...../ 143
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b. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan
prasar€rna pencatatan sipil meliputi pencatatan
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan
pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

c. melal<sanakan fasilitasi sarana dan prasarana
pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran,
kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan
dokumen pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
dan

d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf
c, mempunyai tugas:
a. menyiapkankoordinasipelaksanaanpemantauan

dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umurn dan koordinasi, pemberian
bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di
bidang pencatatan sipil;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemartauan dan
evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian
bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di
bidang pencatatar sipil di Kabupaten/Kota;

c. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan
dokumen pencatatan sipil;

d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengelolaan
dokumen pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;

e. menyiapkan bahan pelaporan di bidang
pencatatan sipil; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data

Pasal 115
(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemarrfaatan Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan urusan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data.

(21 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam
melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat
( 1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan. ..-. /L44
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a. penJrusunan perencanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan,
pengolahal dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
pelaksalaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi dal sumber
daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
di Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan darr
penyajian data kependudukan serta tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi dan sumber
daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahkan:
a. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan;
b. Seksi Ke4'a Sama dal Inovasi Pelayanan; dan
c. Seksi Pemantaual dan Evaluasi.

Pasal 116
(U Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf
a mempunyai tugas:
a. menyiapkan koordinasi sistem informasi

administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis sistem informasi administrasi
kependudukan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

c. menyiapkan dan melaksanakan sistem informasi
administrasi kependudukan pengolahan dan
penyajian data kependudukan;

d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan
sistem informasi administrasi kependudukan
pengolahan dan penyajian data kependudukan di
Kabupaten/ Kota; dan

e, melaksanakan tugas. .... / 145
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tugas lain yang diberikan oleh

(21 Seksi Ker;'a Sama dan Inovasi pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 15 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan
administrasi kependudukan, pembinaan
administrator database kependudukan, tata
kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan
administrasi kependudukan, pembinaan
administrator database kependudukan, tata
kelola teknologi informasi dan komunikasi,
sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

c. melaksanakan kebijakan teknis kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi
pelayanan administrasi kependudukan,
pembinaan administrator database
kependudukan, tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi
informasi dal komunikasi, fasilitas sarala dan
prasErr€rna pengelolaan informasi administrasi
kependud ukan;

d. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi kerja
sama administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, fasilitasi
inovasi pelayanan administrasi kependudukan,
pembinaan administrator database
kependudukan, tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan
prasar€rna pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

e

e. melaksanakan pembinaan ... .. I 146
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e. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi
pelayanan administrasi kependudukan,
pembinaan administrator database
kependudukan, tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan
prasarana pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikal oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pemantaua-n

dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian
bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukal;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan perLrmusan kebijakan
teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pembinaan umum dan koordinasi, pemberian
bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan perumus€rn kebijakan teknis,
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan
umum dan koordinasi, pemberian bimbingan
teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dal pelaporan di bidang
kerja s€una administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan bahan pelaporan di bidang ke{a
sama administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 6.....1147
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paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 117
(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (l) huruf
e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat.

(21 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
dalam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perlrmus€rn kebija-kan di bidang perenc€rnaan

teknis pengembangan ekonomi masyarakat,
pengembangan produk unggulan, serta promosi
dan pemas€rran produk unggulan
kampung/kampung adat, kerja sama
kampung/ kampung adat;

b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan
teknis pengembangan ekonomi masyarakat,
pengembangan produk unggulan, serta promosi
dan pemasaran produk unggulan
kampung/kampung adat, kerja sarna
kampung/ kampung adat;

c. penlrusunan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria bidang perencanaan teknis
pengembangan ekonomi masyarakat,
pengembangan produk unggulan, serta promosi
dan pemasaran produk unggulan
kampung/kampung adat, kerja sama
kampung/kampung adat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
perencanaurn teknis pengembangan ekonomi
masyarakat, pengembangan produk unggulan,
serta promosi dan pemasaran produk unggulan
kampung/kampung adat, kerja sama
kampung/ kampung adat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
perencanaan teknis pengembangan ekonomi
masyarakat, pengembangan produk unggulan
serta promosi dan pemasaran produk unggulan
kampung/kampung adat, kerja sama
kampung/ kampung adat;

f. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan
teknis pengembangan ekonomi masyarakat,
pengembangan produk unggulan, serta promosi
dan pemasaran produk unggulan
kampung/kampung adat, kerja sama
kampung/ kampung adat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Pemberdayaan..... / 148
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(3) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masvarakat
membawahkani
a. Seksi Bina Lembaga Ekonomi Masyarakat;
b. Seksi Pemasaral produk Unggulan

Kampung/ Kampung Adat; dan
c. Seksi Kerja sama Kampung/ Kampung Adat.

Pasal 118
(1) Seksi Bina Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumus€rn kebijakan

pengembangan badan usaha milik kampung dan
badan usaha milik kampung adat, pengembangan
badan pengelola kawasan, pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, serta
pengembangan kelembagaan investasi kampung,
daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. melaksanakan kebijakan pengembangan badan
usaha milik kampung dan badan usaha milik
kampung adat, pengembangan badan pengelola
kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, serta pengembangan kelembagaan
investasi kampung, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

c. menyusun norna, standar, prosedur, dan kriteria
pengembangal badan usaha milik kampung dan
badan usaha milik kampung adat, pengembangan
badan pengelola kawasan, pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, serta
pengembangan kelembagaan investasi kampung,
daerah tertinggal, dan transmigrasi;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan badan usaha milik kampung dan
badan usaha milik kampung adat, pengembangan
badan pengelola kawasan, pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, serta
pengembangan kelembagaan investasi kampung,
daerah tertinggal, dan transmigrasi;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pengembangan badan usaha milik kampung dan
badan usaha milik kampung bersama,
pengembangan badan pengelola kawasan,
pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, serta pengembangan kelembagaan
investasi kampung adat, daerah tertinggal dan
transmigrasi; dan

f. melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pemasaran Produk Unggulan
Kampung/Kampung Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ll7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a. menyiapkan perumusan...../ 149
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a. menyiapkan perumusan kebijakan
pengembangan strategi pemasaran,
pengembangan jaringan dan kerja sama
pemas€rr€rn, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan
pemasar€rn produk unggulan kampung/kampung
adat, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. melaksanakan kebijakan pengembangan strategi
pemasaran, pengembangan jaringan dan ke4'a
s€una pemasaran, pengembangan promosi
kawasan dan produk unggulan, serta
pengembangan pemasarcrn produk unggulan
kampung/ kampung adat, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

c. menJrusun norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengembangan strategi pemas€rrErn.
pengembangan jaringan dan kerja sama
pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan
pemasaran produk unggulan kampung/ kampung
adat, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan strategi pemasaran,
pengembangan jaringan dan kerja sama
pemasar€rn, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan
pemasaran produk unggulan kampung/ kampung
adat, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pengembangan strategi pemasaran,
pengembangan jaringan dan kerja sama
pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan
pemaszrran produk unggulan kampung/kampung
adat, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Kerja Sama Kampung/Kampung Adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll7 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan advokasi dan

diseminasi kebijakan pembangunan
kampung/kampung adat, pendampingan
pembangrrnan kampung/ kampung adat, kerja
sama kampung/kampung adat, serta
pembentukan dan pengembangan kawasan
kampung/kampung adat;

b. melaksanakan kebijalan...../ 15O
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melaksanakan kebtakan advokasi dan diseminasi
kebijakan pembangunan kampung/kampung
adat, pendampingan pembangunan
kampung/kampung adat, kerja sarna
kampung/kampung adat, serta pembentukan dan
pengembangan kawasan kampung/kampung
adat;
men)rusun norrna, standar, prosedur, dan kriteria
kebijakan pembangunan kampung/kampung
adat, pendampingan pembangunan
kampung/kampung adat, kerja sama
kampung/kampung adat, serta pembentukan dan
pengembangan kawasan kampung/kampung
adat;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
kebijakan pembangunan kampung/kampung
adat, pendampingan pembangunan
kampung/kampung adat, ke{a sama
kampung/kampung adat, serta pembentukan dan
pengembangal kawasan kampung/kampung
adat;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan
pembangunan kampung/kampung adat,
pendampingan pembangunan
kampung/kampung adat, ke{a sama
kampung/kampung adat, serta pembentukan dan
pengembangan kawasan kampung/kampung
adat; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 7
Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi

Masyarakat dan Pengembangan Potensi
Kampung/ Kampung Adat

Pasal 119
(1) Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi

Masyarakat dan Pengembangan Potensi
Kampung/Kampung Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelatsanaan kebijakan penyelenggaraan urusan
kelembagaal, pengembangan partisipasi masyarakat
dan pengembargan potensi kampung/kampung adat.

(21 Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi
Masyarakat dan Pengembangan Potensi
Kampung/Kampung Adat da-lam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fu ngsi:

b

C

d

e

f

a. penyiapan perumusan...../ 151
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a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat,
pengembangan partisipasi masyarakat dan
pengembangan potensi kampung/ kampung adat;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat,
pengembangan partisipasi masyarakat dan
pengembangan potensi kampung/ kampung adat;

c. penyusunan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, pengembangan partisipasi
masyarakat dan pengembangan potensi
kampung/ kampung adat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, pengembangan partisipasi
masyarakat dan pengembangan potensi
kampung/kampung adat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pengembangan kelembagaan ekonomi
masyarakat, pengembangan partisipasi
masyarakat dan pengembangan potensi
kampung/kampung adat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinaa.

(3) Bidang Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi
Masyarakat dan Pengembangan Potensi
Kampung/ Kampung Adat membawahkan:
a. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan

Kapasitas Masyarakat;
b. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya,

Pemetaan dan Pendayagunaan Ruang
Kampung/Kampung Adat;

c. Seksi Pengembangan dan Penggunaan Teknologi
Tepat Guna.

Pasal 120
(1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan

Kapasitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan penguatan

kelembagaan masyarakat dan kapasitas
masyarakat;

b. melaksalakan kebijakan pengembalgan
penguatan kelembagaan masyarakat dan
kapasitas masyarakat;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria pengembangan penguatan kelembagaan
masyarakat dan kapasitas masyarakat;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
penguatan kelembagaan masyaralat dan
kapasitas masyarakat;
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e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penguatan
kelembagaan masyarakat dan kapasitas
masyarakat; dan

f. melaksanalan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya,
Pemetaan dan Pendayagunaan Ruang
Kampung/Kampung Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan perumuszrn kebijakan pemberdayaan

adat dan sosial budaya, pemetaan dan
pendayagunaan ruang kampung/kampung adat;

b. melaksanakan kebijakan pengembangan
pemberdayaan adat dan sosial budaya, pemetaan
dan pendayagunaan ruang kampung/ kampung
adat;

c. menyusun norna, standar, prosedur, dan kriteria
pengembangan pemberdayaan adat dan sosia-l
budaya, pemetaan dan pendayagunaan mang
kampung/kampung adat;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
penguatan pemberdayaan adat dan sosial budaya,
pemetaall dan pendayagunaan ruang
kampung/kampung adat;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penguatan
pemberdayaan adat dan sosial budaya, pemetaan
dan pendayagunaan ruang kampung/kampung
adat; dan

f. melaksanakan tugas lain yalg diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pengembangan dan Penggunaan Teknologi Tepat
Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan

program pengembangan kreativitas dan inovasi,
pengembangan teknologi tepat guna,
pengembangan telarologi tinggi, dan
pengembangan teknologi digital dalam rangka
pengembangan daya saing kampung, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

b. melalsanakan pengembangan kreatMtas dan
inovasi, pengembangan teknologi tepat guna,
pengembangan teknologi tinggi, dan
pengembangan telo:ologi digitaf rangka
pengembangan daya saing kampung, daerah
tertinggal, dan transmigr-asi;

c. meiaksanakan evaluasi dan pelaporan
pengembangan kreativitas dan inovasi,
pengembangan teknologi tepat guna,
pengembangan teknologi tinggi, dan
pengembangan teknologi digital dalam rangka
pengembangan daya saing kampung, daerah
tertinggal, dan transmigrasi; dan

d. melaksankan tugas... .. / 153
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BAB XI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 121
(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksala

urLlsan pemerintahan di bidang perhubungan yang
menj adi kewenalgan Daerah.

(21 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan yalg
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 122
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

a. Kepala Dinas Perhubungan;
b. Sekretariat Dinas Perhubung€rn, membawahkan:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
membawahkan:
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa

Lalu Lintas;
2. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal; dan
3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.
d. Bidang Pelayaran, membawahkan:

1 Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan;
2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait

Angkutan Pelayaran; dan
3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan

Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
e. Bidang Penerbangan /Bandar Udara,

membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Penerbangan/Bandar Udara;
2. Seksi Pengoperasian Penerbangan/Bandar

Udara; dan
3. Seksi Fasilitas dan Layanan

Penerbangan/Bandar Udara.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

d
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(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Ttrgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Perhubungan

Pasal 123
(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang perhubungan yang menjadi kewenangan
Daera-h dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(21 Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggaralan fungsi:
a. perlrmus€rn kebijalan teknis urusan

perhubungan sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan

perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan

sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi

UPTD; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Gubernur.

Paragral 2
Kepala Dinas Perhubungan

Pasal 124
(1) Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
memimpin, merumuskan, mengoordinasikan,
membina, mengarahkan, menyelenggarakan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas
Perhubungan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai
fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas Perhubungan dengan mengarahkan dan
memberi petunjuk untuk menyusun rencana
kerja teknis urusan perhubungan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penyusunan rencana...../ 155
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penJrusunan rencana strategis Dinas
Perhubungan berdasarkan rencana strategis
pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan
arah penyusunan rencana kerja;
pengoordinasial dan menetapkan rencana ke4'a
Dinas Perhubungan dengan mengarahkan dan
memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan
sasarzrn program;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Perhubungan berdasarkan program untuk
sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Perhubungan, bidang pada Dinas Perhubungan
dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
program kerja masing-masing:
penandatalganal naskah dinas pada Dinas
Perhubungan sesuai dengan kewenangannya
untuk tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan urusan
perhubungan dan menetapkan standar pelayanan
minimal UPTD berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal,
serta pihak ketiga, untuk sinkronisasi program
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaal pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan
kineda pegawai;
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n pelal<sanaan evaluasi program Sekretariat Dinas
Perhubungan, bidang pada Dinas Perhubungan
dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah.
dan
pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Perhubungan

Pasal 125
(1) Sekretariat Dinas Perhubungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayal (1) huruf b mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan
keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaial.

(21 Sekretariat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja
Sekretariat Dinas Perhubungan;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan
rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Perhubungan;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas
Perhubungan;

d. pengelolaan administrasi keuangaa Dinas
Perhubungan;

e. pengelolaan baralg milik Daerah lingkup Dinas
Perhubungan;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Perhubungan;

g. pengelolaan pelayanan administrasikepegawaian
pada Dinas Perhubungan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas Perhubungan;

i. pelaksanaal pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas Perhubungan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Perhubungan; dan

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaal tugas dan fungsi Sekretariat.

1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

o
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(3) Sekretariat Dinas Perhubungan membawahkan:
a. Subbagial Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 126
(1) Subbegan Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. men]'usun rencana keda Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas pada Dinas
Perhubungan lainnya;

c. melaksanal<an penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas pada Dinas
Perhubungan sesuai dengan tata naskah dinas
Daerah;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum Daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas Perhubungan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Perhubungan;

j. menl,usun jadwal dan mengelola rapat,
kunjungan tamu, dan acara-acara kedinasan
lainnya pada Dinas Perhubungan sesuai dengan
ketentuan dan pedomal yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
admiaistrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum
dan Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

{21 Subbagian Program dal Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. melakukan pen)'usunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;

b. mengoordinasikan... .. / 1 58
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b. mengoordinasikan penJrusunan rencana progrulm
dan kegiatan, meliputi rencana strategis, rencana
kerja indikator kineg'a utama rencana kerja dan
angg€rrnn serta penetapan kinerja;

c. melakukan pengumpulan dan
pengadministrasian usulan rencana keq'a dan
anggaran, dari unit kerja di lingkungan Dinas
Perhubungan;

d. melakukan pen1rusunan renczrna keq'a dan
anggar€rn berdasarkan usulan unit kerja dan hasil
pembahasan internal pada Dinas Perhubungan;

e. melakukan pengurusan administrasi dokumen
pelaksanaan anggaran dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan
di lingkup Dinas Perhubungan;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Perhubungan;

h. melakukan koordinasi dengan unit keq'a di
lingkungan Dinas Perhubungan untuk penlapan
bahan menyusun laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Dinas Perhubungan dan
laporan kedinasan lainnya;

i. melakukan penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan
urusan Dinas Perhubungan;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas
Perhubungan;

k. melakukan pemrosesan surat permintaal
pembayaran dan surat perintah membayar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

1. melakukan pengelolaan kas Dinas Perhubungan
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan;

m. menerima dan menyetorkal pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai
bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan Dinas Perhubungan;

p. melakukan pen5rusunan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

q. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

s. melaksankan tugas. . ... / 159
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melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 127
(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaal kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan lalu lintas dan angkutan jalar.

(21 Bidang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan
pemaduan moda dan pengembangan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang la1u lintas jalan, angkutan jalan dan
terminal, dan pemaduan moda dan
pengembangan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan
terminal, dan pemaduan moda dan
pengembangan;

d. pemberdayaan orang asli Papua sebagai tenaga
teknis dan/atau profesional perhubungan di
semua moda transportasi sesuai dengan
kompetensi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
membawahkan:
a. Seksi Manajemen LaIu Lintas dan Rekayasa Lalu

Lintas;
b. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal; dan
c. Seksi Keselamatan LaIu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Pasal 128
(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam PasaL 127 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas:
a. melaksanakan manajemen la1u lintas jalan;
b. mengoordinasikan persetujuan hasil alalisis

dampak lalu lintas pada jalan Provinsi;
c. menyediakan perlengkapan jalar di jalan Provinsi;

S
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d. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
lalu lintas jalan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Angkutan Jalan dan Terminal dimaksud dalam
Pasal I27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. mengelola terminal tipe B;
b. mengoordinasikan rencana umum jaringan trayek

antar kota dalam Provinsi;
c. mengoordinasikan perizinan angkutal orang

dalam trayek di jalan antar kota dalam Provinsi,
tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;

d. melal<sanakan fasilitasi perizinan angkutan orang
dalam trayek antar kota antar Provinsi;

e. melaksanakan penetapan wilayah operasi dan
perizinan angkutal taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui
daerah Kota/Kabupaten dalam Daerah;

f. mengoordinasikan per.tzinan angkutan orang
angkutan antar jemput antar kota dalam Provinsi;

g. menyediakan angkutan umum untuk jasa
angkutan barang lintas daerah Kabupaten/Kota
dalam Provinsi;

h. mengoordinasikan teknologi informasi angkutan
jalan;

i. melaksalakan fasilitasi perizinan angkutan orang
tidak dalam trayek lainnya; dan

j. melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L27 ayat (3) huruf
c mempunyai tugas:
a. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan

lain lintas jalan di jalan Provinsi;
b. melaksanakan laik fungsi jalan keselamatan

sarana dan prasarana;
c. melaksanakan flasilitasi manajemen dan

penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
d. melaksarakan fasilitasi promosi dan kemitraan

keselamatan lain lintas dan angkutan jalan;
e. mengoordinasikan keselamatan pengusahaan

angkutan umum;
f. melaksanakan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta

penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas
dan algkutan jalan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 5..... I 161
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Paragraf 5
Bidang Pelayaran

Pasal 129
(1) Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

122 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumus€rn kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan
pelayaran.

(21 Bidang Pelayaran dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait
angkutan pelayaran, algkutan pelayaran rakyat,
dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dari jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dal
penyeberangan;

d. pemberdayaan orang asli Papua sebagai tenaga
teknis dan/atau profesional perhubungan di
semua moda transportasi sesuai dengan
kompetensi; dan

e. melal<sanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Pelayaran membawahkan:
a. Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan;
b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran; dan
c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan

Sungai dan Penyeberangan.

Pasal 130
(U Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. melaksanakan pembangunan, penerbitan izin

pembangunan pelabuhan pengumpan regional;
b. mengelola perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional;

c. melaksanakan..... I 162
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c. melaksanakan pembangunan dan perizinafl
pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam
Daeralr, perDinan peke{aan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

d. mengelola perizinan reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regiona-l;

e. mengelola perizinan usaha badan usal'ra
pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;

f. mengelola perizinan pengoperasian pelabuhal
dan perizinan pengoperasian pelabuhan
selama 24 (dua puluh empat) jam untuk
pelabuhan pengumpan regional;

g. melaksanakan perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/
DLKp pelabuhan pengumpan regional; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutar
Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. mengelola perizinan usaha algkutan laut bagi

badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan
beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah;

b. mengelola perizinan usaha jasa terkait bongkar
muat barang, jasa pengurusan transportasi,
angkutan perairan pelabuhan;

c. mengelola penyewaan peralatan angkutan laut
atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut,
tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan
antar daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan

d. melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dal Angkutan
Sungai dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. mengelola perizinan usaha angkutan laut

pelayaran rakyat bagi orang perortrngan atau
badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan antar
Kabupaten/ Kota dalam Daerah;

b. mengelola pelabuhan antar provinsi, dan
pelabuhan internasional;

c. mengelola penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah yang terletak
pada jaringan jalan Provinsi dan/ atau jaringan
jalur penyeberangan Provinsi;

d. mengelola penetapan. . . .. / 163
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mengelola penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian untuk kapal yang
melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang
terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau
jaringan jalur penyeberangan Provinsi;
mengelola tarif angkutan penyeberangal
penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas penyeberangan antar
daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Pimpinan.

Paragraf 6
Bidang Penerbangan/ Bandar Udara

Pasal 131
(1) Bidang Penerbangan lBandar Udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) hurule mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumuszrn kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan penerbangan lbandar udara.

(21 Bidang Penerbangan lBandar Udara melaksanakal
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U
menyelenggarakan fu ngsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

kebandarudaraan, angkutan udara, dan
keselamatan penerbangan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kebandarudaraa-n, angkutan udara, dan
keselamatan penerbangan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporal di
bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan
keselamatan penerbangan;

d. pemberdayaan orang asli Papua sebagai tenaga
teknis dan/atau profesional perhubungan di
semua moda transportasi sesuai dengan
kompetensi; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Penerbangan/Bandar Udara membawahkan:
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Penerbangan / B andar Udara;
b. SeksiPengoperasial Penerbangan/BandarUdara;

dan
c. Seksi Fasilitas dan Layanan Penerbangan/Bandar

Udara.

Pasal 132
(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Penerbangan/Bandar Udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

d

e

f.

a. melaksanakan perencanaan. .... /164
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a. melaksanakan perencanaan, pembangunan,
penetapan, dan penataan penggunazrn tanah di
sekitar bandar udara dengan menggunakan
kawasan kebisingan di bandar udara dan
sekitarnya sebagai dasar acuan;

b. menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di
sekitar bandar udara dengan memperhatikan
rencana induk bandar udara dan rencana induk
nasional bandar udara;

c. memberikan rekomendasi penetapan lokasi
bandar udara umum;

d. melaksanakan pembangunan bandar udara
umum di Daerag, dengan memprioritaskan daerah
terisolasi, terpencil, dan terluar;

e. mengelola pembangunan bandar udara khusus
dalam rangka menunjang kegiatan tertentu;

f. mengelola pengembangan bandar udara di sisi
darat, khususnya untuk melayani masyarakat
atau warga masyarakat di wilayah tertinggal,
terdepan, terluar; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(2) Seksi Pengoperasian Penerbangan /Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pelayanan jasa

kebandarudaraan untuk bandar udara yang
belum diusahakan secara komersial dengan
membentuk unit penyelenggara bandar udara;

b. mengelola pengendalian daerah lingkungan
kepentingan bandar udara untuk menjamin
keselamatan dan keamanan bandar udara;

c. mengelola penjaminan tersedianya lahan,
prasar€rna angkutan udara, keselamatan dan
keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya
dalam penyelenggaraErn angkutan udara perintis;

d. mengelola penjaminan ketersediaan aksesibilitas
dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar
udara;

e. membantu dan memberikan kemudahan untuk
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di
bidang penerbangan;

f. pemberdayaan orang asli Papua sebagai tenaga
teknis dan/atau profesional perhubungan di
semua moda transportasi sesuai dengan
kompetensi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Fasilitas dan Layanan Penerbangan/Bandar
Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:

a. mengelola dukungan...../ 165
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a. mengelola dukungan penerbangan yang
diselenggarakan oleh operator nonpemerintah
yang memberikan pelayanan bagr masyarakat di
wilayah terdepan, terluar, dan terpencil;

b. melaksanakan pengusulan rute penerbangan
baru ke/dan dari daerah di wilayah Provinsi;

c. menetapkan besaran tarif jasa kebandarudaraan
dalam bentuk produk hukum Daerah untuk
bandar udara yang diselenggarakan oleh unit
penyelenggara bandar udara Pemerintah Daerah;
dan

d. membangun infrastruktur perhubungan yang
terintegrasi sesuai peraturan perundang-
undangan.

e. melaksanakan tugas lain yalg diberikal oleh
Pimpinan.

BAB XII
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

(1) Dinas xo-rr,iu#"'1*31,*t*, statistik dan
Persandian merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang komunikasi, informatika,
statistik dan persandian yang menjadi kewenangan
Daerah.

(21 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 134
(i) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian terdiri atas:
a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian;
b. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keualgan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan.. ... / 166
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1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
2. Seksi Komunikasi Publik dan Media; dan
3. Seksi Pelayanan Pengaduan Diseminasi

Informasi-
d. Bidang Teknologi Informasi dan Infrastruktur TIK,

membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Aplikasi;
2. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi; dan
3. Seksi Keamanan Informasi dan Data.

e. Bidang Statistik, membawahkan:
1. Seksi Statistik Daerah (Produksi Statistik

Sektoral);
2. Seksi Pengolahan, Analisis dan Publikasi

Data Statistik; dan
3. Seksi Integrasi Data dan Interoperabilitas.

f. Bidang Persandian, Keamanan dan Pengelolaan
Data Elektronik, membawahkan:
1. Seksi Persandian dan Manajemen Kunci;
2. Seksi Keamanan Informasi dan

Cgbersecuitg; dan
3. Seksi Pengelolaan Data Elektronik, Arsip

Elektronik dan Back Up.

C. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Bagan strLrktur organisasi Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 135
(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerinta-han di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang

komunikasi, informatika, statistik dan persandian
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan. . . ,. / 167
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan
persandian;

d. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi,
informatika, statistik dan persandian sesuai
dengan tingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit
pelaksana teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Gubernur.

Paragral 2
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian

Pasal 136
(1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengaralrkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teknis . di bidang

komunikasi, informatika, statistik dan
persandian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik,
komunikasi publik, aplikasi informatika, serta
persandian dan statistik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
informasi publik, komunikasi publik, aplikasi
informatika, serta persandian dan statistik;

d. pelalsanaan administrasi dinas komunikasi,
informatika, statistik dan persandian di bidang
informasi publik, komunikasi publik, aplikasi
informatika, serta persandian dan statistik; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur.

Paragraf 3...../ 168
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Paragral 3
Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian

Pasal 137
(1) Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
734 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penJrusunan rencana dan program kerja,
pengelolaal keuangan dan perlengkapan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rencana dan program kerja
Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian;

b. pelaksanaan pengoordinasian dalam pen,'usunan
rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik mengenai komunikasi,
informatika, statistik dan persandian di Daerah;

d. pengelolaan administrasi keuangan dinas
komunikasi, informatika, statistik dan
persandian;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persaldian;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

g. pengelolaan pelayanan administrasikepegawaian
pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatala-ksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksalaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian;

k. pelalsanaan..... / 169
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Pasal 138
(1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 137 ayal (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. melakukan pen]'usunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program

dan kegiatan, meliputi rencana strategis,
indikator kinela utama, rencana ke{a/rencana
kerja tahunan, pe{anjial kineda sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;

c. melaksanakan pembinaan administrasi
perencanaan di lingkup Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian;

d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit ke{a di lingkup Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

e. mengoordinasikan penJrusunan, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi profil Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatal Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

g. melaksanakan pengoordinasian.. . .. / 1 70

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian; dan

1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian membawahkan:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan.
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g. melaksanakanpengoordinasianpenyiapanbahan
dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dan penyusunan dokumen pelaporan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persaldian meliputi laporan kinerja instalsi
Pemerintah Daerah, laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah laporan keterangan
pertanggungjawabal Gubernur, laporan
keterangan pertanggunglawaban akhir masa
jabatan Gubernur, evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah laporan
realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian, dan laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program
dan Pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,

pendistribusian dan pengiriman surat,
penggandaan naskah dinas pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian, kearsipan, dan perpustakaan;

b. menyiapkan bahan pelakszrnaan urusan rumah
tangga dan keprotokolan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan
hubungan masyarakat;

d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan
urusan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan
barang milik Daerah;

f. menlapkan bahan pelaksanaan informasi dan
publikasi;

g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum
(non gusticia) di bidang kepegawaian;

h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi
ketatalaksanaan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijalan di

bidang keuangan dan verifrkasi;
b. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

c. menyiapkan bal:an..... / 17 I
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menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar
(SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU),
Tambah Uang (TU), dan l,angsung (LS) sebelum
diproses untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan
realisasi anggaran;
melaksanakan verifikasi Surat
Pertanggunglawaban (SPJ) ;
melaksanakan pen5 rsunan laporan hasil
pelaksanaan verifrkasi dan pembukuan
keuangan;
melalsanakan koordinasi dengan instansi terkait
mengenai laporan aset barang milik Daerah
lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian secara periodik;
menJrusun laporan bulanan, triwulan,
semesteran, dan tahunan;
menJrusun laporan pertanggungjawaban
keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca,
dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
menyiapkan dokumen penunjalg untuk
pencairan gaji dan tunjangan pimpinan serta
pegawai setiap bulannya;
menyiapkan dokumen penunjang untuk
pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ;
menyiapkan surat penagihan atas pembayaran
gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah
pembayaran yang seharusnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 139
(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1)

huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan informasi dan
komunikasi publik.

(21 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis komunikasi

Publik;
b. pen5rusunan perencanaan kegiatan pada

komunikasi publik;

C
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c. pembinaan pengawasan.. ... I 172
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c. pembinaan pengawasan dan pengendalian
kegiatan komunikasi publik;

d. pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
e. pengoordinasian kebijakan teknis komunikasi

Publik;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis komunikasi publik;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
membawahkan:
a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
b. Seksi Komunikasi Publik dal Media; dan
c. Seksi Pelayanan Pengaduan Diseminasi

Informasi.

Pasal 140
(1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan informasi publik;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pengelolaan informasi publik;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan pengelolaan
informasi publik;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan informasi publik;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengelolaan informasi publik;

f. melaksaaakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis pengelolaan
informasi publik; dan

C. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Komunikasi Publik dan Media dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

komunikasi publik dan media;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

komunikasi publik dan media;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan komunikasi publik
dan media;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
komunikasi publik dan media;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
komunikasi publik dan media;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis komunikasi publik
dan media; dan

g. melaksanakan tugas. .... / 173
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g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pelayanan Pengaduan Diseminasi Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3)
huruf c, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakal teknis

pelayanan pengaduan diseminasi informasi;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pelayanan pengaduan diseminasi informasi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan pelayanan
pengaduan diseminasi informasi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pelayanan pengaduan diseminasi informasi;

e. menyiapkan ba.l.an koordinasi kebijakal teknis
pelayanan pengaduan diseminasi informasi;

f. melaksanalan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis pelayanan
pengaduan diseminasi informasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yarrg
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Teknologi Informasi dan Infrastruktur Teknologi

Informasi dal Komunikasi

Pasal 141
(l ) Bidang Teknologi Informasi dan Infrastruktur TIK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1)
huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan teknologi
informasi dan infrastruktur TIK.

(21 Bidang Teknologi Informasi dan Infrastruktur TIK
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teknis teknologi informasi

dan infrastruktur TIK;
b. men,'usun perencanazrn kegiatan teknologi

informasi dan infrastruktur TIK;
c. pembinaan pengawaszrn dan pengendalian

kegiatan teknologi informasi dan infrastruktur
TIK;

d. pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan
infrastruktur TIK;

e. pengoordinasian kebijakan teknis teknologi
informasi dan infrastruktur TIK;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis teknologi informasi
dan infrastruktur TIK; dan

g. pelalsanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Teknologi...../ 174
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(3) Bidang Teknologi Informasi dan Infrastruktur TIK
membawahkan:
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi;
b. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi; dan
c. Seksi Keamanan Informasi dan Data.

Pasal 142
(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyrsunan rencana kerja Seksi

Perencanaal dan Pengembangan Aplikasi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

perencanaan dan pengembangan aplikasi;
c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

perencanaan dan pengembangan aplikasi;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan perencanaal dal
pengembangan aplikasi;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pereneanaan dan pengembangan aplikasi;

f. melaksanakan pema-ntauan, evaluasi dan
pelaporan kebdakan teknis perencanaan dan
pengembangan aplikasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(2\ Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l4l ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJrusunan rencana kerja Seksi

Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis pengelolaan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pengelolaan
infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis pengelolaan
infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Keamanan...../ 175
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(3) Seksi Keamanan Informasi dan Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasa-l l4L ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:
a. men5rusun program ke4'a Seksi Keamanan

Informasi dan Data;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

keamanan informasi dan data;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan keamanan informasi
dan data;

d. menyiapkan bahal pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan keamanan informasi
dan data;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
keamanan informasi dan data;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis keamanan informasi
dan data; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6
Bidang Statistik

Pasal 143
(1) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporal yalg berkenaan dengan
statistik.

(21 Bidang Statistik melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Statistik;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
statistik;

c. penyiapan bahan pelahsanaal kebijakan teknis
yang berkenaan dengan statistik;

d. pelaksanaan penyusunan rencana program dan
kegiatan terkait dengan statistik;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dan memberikan pembinaan kepada seksi-seksi
di bawahannya untuk memastikan pelaksanaan
program statistik be{a-lal lancar;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan
kegiatan statistik;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis statistik; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Statistik...../ 176
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(3) Bidang Statistik membawahkan:
a. Seksi Statistik Daerah (produksi Statistik

Sektoral);
b. Seksi Pengolahan, Analisis dan publikasi Data

Statistik; dan
c. Seksi Integrasi Data dan Interoperabilitas.

Pasal 144
(1) Seksi Statistik Daerah (Produksi Statistik Sektoral)

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 f43 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusun€rn rencana kerja Seksi

Statistik Daerah (Produksi Statistik Sektoral) ;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
statistik Daerah (produksi statistik sektoral) ;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
program statistik Daerah (produksi statistik
sektoral);

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan statistik Daerah
(produksi statistik sektoral);

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
statistik Daerah (produksi statistik selrtoral);

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis statistik Daerah
(produksi statistik sektoral); dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yaltg
diberikan oleh pimpinan.

(21 Seksi Pengolahan, Analisis dan Publikasi Data
Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja

Seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakal teknis

pengolahan, analisis dan publikasi data
statistik;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengolahan, analisis dal publikasi data
statistik;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pengolahan, analisis
dan publikasi data statistik;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatal
pengolahan, analisis dan publikasi data
statistik;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis pengolahan, analisis
dan publikasi data statistik; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yarrg
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Integrasi Data dan Interoperabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:

a. melaksanakan penJrusunan..... I L77
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a. melaksanakan penJrusunan rencana kerja Seksi
Integrasi Data dan Interoperabilitas;

b. menlapkan bahan perumusan kebijakan teknis
integrasi data dan interoperabilitas;

c. menyiapkan bahan perencana€rn kegiatan
integrasi data dan interoperabilitas;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan integrasi data dan
interoperabilitas;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
integrasi data dan interoperabilitas;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijalan teknis integrasi data dan
interoperabilitas; dan

C. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragrd 7
Bidaag Persandian, Keamanan darl Pengelolaan

Data Elektronik

Pasal 145
(1) Bidang Persandian, Keamanan dan Pengelolaan Data

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 134
ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan persandian,
keamanan dan pengelolaan data elektronik.

(21 Bidang Persandian, Keamanan dan Pengelolaan Data
Elektronik melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penJ,'usunan rencana ke{a Bidang Persandian,

Keamanan dan Pengelolaan Data Elektronik;
b. penyiapan bahan dan perumus€rn konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
persandian, keamanan dan pengelolaan data
elektronik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakal teknis
yang berkenaan dengan persandian, keamanan
dan pengelolaan data elektronik;

d. pelaksanaan penJmsunan rencana program dan
kegiatan terkait dengan persandian, keamanan
dan pengelolaan data elektronik;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dan memberikan pembinaan kepada seksi-seksi
di bawahannya untuk memastikan pelaksanaan
persandian, keamanan dan pengelolaan data
elektronik berja-lan lancar;

f. pengelolaan dan pengawasan terhadap
persandian, keamanan dan pengelolaan data
elektronik;

g. pelaksanaan pemantauan..... I 77 a



-178-

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis persandian,
keamanan dan pengelolaan data elektronik; dan

h. pelalsanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Persandian, Keamanan dan Pengelolaan Data
Elektronik membawahkan:
a. Seksi Persandian dan Manajemen Kunci;
b. Seksi Keamanan Informasi dan Cgbersecuitg;

dan
c. Seksi Pengelolaan Data Elektronik, Arsip

Elektronik dan Back Up.

Pasal 146
(1) Seksi Persandian dan Manajemen Kunci

sebagaimana maksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf
a mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi Persandian dan

Manajemen Kunci;
b. menlapkan bahan perencanaan kegiatan

persandian dan manajemen kunci;
c. menyiapkan bahan perenc€rnaan kegiatan

persandian dan manajemen kunci;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan persandian dan
manajemen kunci;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
persandian dan manajemen kunci;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis persandian dan
manajemen kunci; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Seksi Keamanan Informasi dan Cgbersecuitg
sebagaimana maksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Keamanan

Informasi dan Cgberseanitg;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

keamanan informasi dan cgbersecuitg;
c. menyiapkan bahan perenczrnaErn kegiatan

keamanan informasi dan cgberseanitg;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan keamanan informasi
dan cgbersecaritg;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
keamanan informasi dan cgberseanitg;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis keamanan informasi
dan cgbersecurity; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengelolaan.. ... / 179
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(3) Seksi Pengelolaan Data Elektronik, Arsip Elektronik
dan Back Up sebagaimana maksud dalam pasal 145
ayat (3) humf c mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi pengelolaan

Data Elektronik, Arsip Elektronik dan Back tJp;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan data elektronik, arsip elektronik
dan back up;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pengelolaan data elektronik, arsip elektronik
dan back up;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pengelolaan data
elektronik, arsip elektronlk dan back up;

e. menyiapkan bahan pelaksa-naan kegiatan
pengelolaan data elektronik, arsip elektronik
dan bock up;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebij akan teknis pengelolaan data
elektronik, arsip elektronik dan back up; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BAB XIII
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 147
(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

merupakan unsur pelaksana urusar pemerintahan
di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang
menjadi kewenangan Daerah.

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dal
Menengah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Pasal 148
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah terdiri atas:
a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;
b. Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan..... / l8O
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c. Bidang pemberdayaan Koperasi,
membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
2. Seksi Usaha dan permodalan Koperasi;

dan
3. Seksi Pengawasan dan pemeriksaan

Koperasi.
d. Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dal

Menengah; dan
3. Seksi Restrukturisasi, Kemitraan dan

Akses Permodalan.
e. Bidang Peningkatan Daya Saing dan SDM

Koperasi/UKM, membawalkan:
1. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan

UKM;
2. Seksi Peningkatan Produktivitas dan

Teknologi; dan
3. Seksi Pemasaran, Promosi dan Fasilitasi

Akses Pasar.
(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

d. pelaksanaan ..... / lel

Pasal 149
(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
koperasi, usaha kecil dan menengalr yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggaratan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi,

usaha kecil dan menengah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi,
usaha kecil dan menengah;

c. pelalsanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
koperasi, usaha kecil dan menengah;



d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalia-n pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Pasal 150
(1) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 148
ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program keq'a, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. men)'usun rencana dan program kerja

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

b. melaksanakan pengoordinasian dalam
penyusunan rencana dan program kerl'a serta
€rnggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

c. melaksanakan pengoordinasian penlrusunan
dan penyajian data statistik lingkup Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

d. mengelola administrasi keuangan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

e. mengelola barang milik daerah lingkup Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

f. mengelola pelayanan administrasi umum Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

g. mengelola pelayanar administrasi kepegawaian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

h. mengelola kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

i. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;

j. melaksanakan evaluasi...../ 1 82
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j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan prograrn dan kegiatan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; dan

1. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan
oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangal; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 151
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 150 ayat (41 huruf a
mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan program dal rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
b. mengoordinasikan pen5rusunan rencana

progrzrm dan kegiatan, meliputi Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Ke{a
dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja
(PK);

c. melakukan pengumpulan dan
pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), dari unit kerja di lingkungan
Dinas;

d. melakukan penyusunan Rencana Keda dan
Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja
dan hasil pembahasan internal pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

e. melakukan pengumsan administrasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan
laporan di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah untuk penyiapan bahan men5rusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan
lainnya;

i. melakukan pen)'usunan..... / 183
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i. melakukan pen5rusunan Laporan Akuntabilitas
Kineda Instansi Pemerintah (I-AKIP) Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

k. melakukan pemroses€rn Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. melakukan pengelolaan kas Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengalr sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai
bahan peny'usunal laporan pertanggungiawaban
keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

p. melakukan pen5rusunan laporan keuangal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan Subbagian Program dan
Keuangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 ayat (41 huruf b
mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melalsanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas Daerah;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dal kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan ..... / L84
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f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum Daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah;

C. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat,
kunjungan tamu, dan acara-acara kedinasan
iainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum
dan Kepegawaiaa; dan

n. melaksanakan tugas kedinasal lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.

Paragral 4
Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 152
(1) Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusal
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan pemberdayaan
koperasi.

(21 Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakal
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fu ngsi:
a. menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan

Koperasi;
b. merumuskan kebijakan pemberdayaan koperasi

berbasis potensi lokal dan kebutuhan
anggotanya;

c. mengoordinasikan perencanaan dan
pemberdayaan koperasi yang melibatkan
berbagai sektor dan pemangku kepentingan;

d. merumuskan kebijakan fasilitasi usaha koperasi,
termasuk akses pembiayaan, pemasaran, dan
permodalan;

e. men5rusun kebijakan.. ... / 185
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e. menJillsun kebijakan peningkatan kapasitas
SDM koperasi melalui pelatihan, pendidikan, dan
inkubasi koperasi;

f. merumuskan kebijakal tentang pengawasan dan
pemeriksaan koperasi;

g. mengoordinasikan kemitraan dengan lembaga
keuangan, BUMN, dan pelaku pasar untuk
memperkuat usaha koperasi;

h. menyiapkan bahan evaluasi kebijakan dan
pemberdayaan koperasi secara berkala;

i. menyrsun dan menyampaikan laporan berkala
mengenai pemberdayaan koperasi kepada kepala
dinas;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.

(3) Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Pasal 153
(1) Seksi Kelembagaar Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

kelembagaan koperasi;
b. menyiapkan bahan perenczrnaan kegiatan

kelembagaan koperasi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan kelembagaan koperasi:
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

kelembagaan koperasi;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

kelembagaan koperasi;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis seksi kelembagaan
koperasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

usaha dan permodalan koperasi;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan usaha

dan permodalan koperasi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha dan permodalan
koperasi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan usaha
dan permodalan koperasi;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
usaha dan permodalan koperasi;

f. melaksanakan pemantauan..... / 186
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f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebij akan teknis seksi usaha darr
permodalan koperasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3)
huruf c, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakal teknis

pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
b. menyiapkan bahan perenczrnaan kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan koperasi;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis seksi pengawasan
dan pemeriksaan koperasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Pasal 154
(1) Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusa-n kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah.

(21 Bidang Pengembangal Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. men)'usun rencana kerja Bidang Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. menyiapkan bahal dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah;

c. merencanakan, mengoordinasikan, dan
mengendalikan pelaksanaan program dan
kegiatan pengembangan usa-ha mikro, kecil dan
menengah;

d. merumuskan dan mengembangkan strategi
pengembangal usaha mikro, kecil dan
menengah secara berkelanjutan sesuai dengan
potensi wilayah;

e. melaksanakan pembinaalr..... I I87
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e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah agar sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

f. mengembangkan teknologi pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah yang ramah
lingkungan dan berdaya saing;

g. men1rusun kebijakan restrukturisasi, kemitraan
dan akses permodalan kelompok usaha bersama
untuk meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah; dan

i. melalsanakan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan

Menengah; dan
c. Seksi Restrukhrrisasi, Kemitraan dal Akses

Permodalan.

Pasal 155
(1) Seksi Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
b menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pengembangan usaha mikro;
c menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pengembangan usaha
mikro;

d menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengembangan usaha mikro;

e menyiapkal bahal koordinasi kebijakan teknis
pengembangan usaha mikro;

f melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis Seksi Pengembangan
Usaha Mikro; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(21 Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3)
huruf b mempunyai tugas:
a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengembangan usaha kecil dan menengah;

b. menyiapkan bahan...../ 188
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b menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengembangan usaha kecil dan menengah;

c menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengembangan usaha
kecil dan menengah;

d menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengembangan usaha mikro;

e menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengembangan usaha kecil dan menengah;

f melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijalan teknis Seksi Pengembangan
Usaha Kecil dan Menengah; dan

g melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

(3) Seksi Restrukturisasi, Kemitraan dan Akses
Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

restrukturisasi, kemitraan dan akses
permodalan;

b menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
restrukturisasi, kemitraan dan akses
permodalan;

c menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan restrukturisasi,
kemitraan dan akses permodalan;

d menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
restrukturisasi, kemitraan dan akses
permodalan;

e menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
restrukturisasi, kemitraan dan akses
permodalan;

f melalsalakan pemantalran, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi restrukturisasi,
kemitraan dal akses permodalan; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 6
Bidang Peningkatan Daya Saing dan Sumber Daya

Koperasi/ Usaha Kecil Menengah

(2) Bidanh Peningkatan. .... I 189

Pasal 156
(1) Bidang Peningkatan Daya Saing dan SDM

Koperasi/UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan peningkatan daya saing dan SDM
Koperasi/UKM.
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(2) Bidang Peningkatan Daya Saing dan SDM
Koperasi/UKM melal<salalan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a menJrusun rencana kerja Bidang Peningkatan

Daya Saing dan SDM Koperasi/UKM;
b. menyiapkal bahan dan perumusan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan, pemasaran dan pengawasan sumber
daya manusia koperasi/ UKM;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan
teknis yang berkenaan dengan pengolahan,
pemasaran dan pengawasan sumber daya
manusia koperasi/UKM;

d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku
usaha dan pemangku kepentingan di sektor
koperasi untuk meningkatkan daya saing
produk;

e. mengoordinasikan pelaksanaan program
pengembangan daya saing produk koperasi/UKM
yang melibatkan berbagai pihak terkait;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang Peningkatan
Daya Saing dan SDM Koperasi/UKM; dan

g. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Bidang Peningkatan Daya Saing dan SDM
Koperasi/UKM membawahkan:
a. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UKM;
b. Seksi Peningkatan ProduktMtas dan Teknologi;

dan
c. Seksi Pemasaran, Promosi dan Fasilitasi Akses

Pasar.

Pasal 157
(1) Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UKM

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 156 ayat (3) huruf a menyelenggarakan
fungsi:
a. menyiapkan ba}.an perumusan kebijakan teknis

pengembangan SDM koperasi dan UKM;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pengembangan SDM koperasi dan UKM;
c. menyiapkanbahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan pengembangan SDM
koperasi dan UKM;

d. menyiapkan bahan pelal<sanaal kegiatan
pengembangan SDM koperasi dan UKM;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengembangan SDM koperasi dan UKM;

f. melaksalakan pemantauan. .... I l9O
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f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis Seksi Pengembangan
SDM koperasi dan UKM; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(2) Seksi Peningkatan Produktivitas dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3)
huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

peningkatan produktivitas dan teknologi;
b. menyiapkanbahal perencana€rn kegiatan

peningkatanproduktivitas dan teknologi;
c. menyiapkanbahan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kegiatan
produktivitas dan teknologi;

d. menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan
peningkatanproduktivitas dan teknologi;

e. menyiapkan bahaa koordinasi kebijakar teknis
peningkatan produktivitas dan teknologi;

f. melaksanakan pemantauan, eva-luasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi peningkatan
produktivitas dan teknologi; dan

S. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Seksi Pemasarar, Promosi dan Fasilitasi Akses Pasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan keb{akan teknis

pemasar.rn, promosi dan fasilitasi akses pasar;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

pemasarurn, promosi dan fasilitasi akses pasar;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasal dan

pengendalian kegiatan akses pasar;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

pemasaran, promosi dan fasilitasi akses pasar;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

pemasar€rn, promosi dan fasilitasi akses pasar;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis seksi pemasaran,
promosi dan fasilitasi akses pasar; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BAB XrV...../191
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BAB XIV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 158
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu mefllpakan unsur pelaksana urLlsan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan
bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi
kewenanga-n Daerah.

(21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas Penalaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

(1) susunan o.rr.r-.I""#*t"t"no.r,".r"-"., Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
a Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
b Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
1. Subbagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan
kelompok Jabatan Fungsional.

d Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada huruf c terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional Penanaman Moda,l dan
kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayalan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XIII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubemur ini.

Bagian Ketiga..... / I92
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Bagian Ketiga
Uraian T\rgas dan Fungsi

Paragraf I
Dinas

Pasal 160
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pen€rnam€rn modal dan bidang pelayanan terpadu satu
pintu yang menjadi kewenalgan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang

penzrnaman modal dan bidang pelayanan terpadu
satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pen€rnarnan
modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu
satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragral 2
Kepala Dinas

Pasal 161
(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
memimpin, merumuskan, mengoordinasikan,
membina, mengarahkan, menyelenggarakan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas
Pena.naman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan
terpadu satu pintu.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian... .. / 19 3
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a. pengoordinasian penyusunan rencana program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis
di bidang penanaman modal dan bidalg
pelayalan terpadu satu pintu sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. pen5rusunan rencana strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan rencana strategis Pemerinta-h
Provinsi melalui usulan program, permasalahan
dan skala prioritas untuk kejelasan arah
penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencana keda
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasarz[l
program;

d. pengoordinasian pelaksanaal tugas Dinas
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Dinas
Penalaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
agar kegiatan berjalan sesuai dengan program
kerja masing-masing;

f. penandatanganan naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi;

g. penyelenggaraankewenangandesentralisasidan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendaliar dan pengawasan di di bidang
penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu
satu pintu berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pelaksaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;

1
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pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengaratraa
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kine g'a pegawai;
pengevaluasian pelaksanaan program sekretariat
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian
pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabittas kinerja instansi pemerintah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

o

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pasal 162
(l) Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 160 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana
dan program ke{a, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencana dan program kerja
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. melaksanakan pengoordinasian dalam
penlrusunan rencana dan program ke4'a serta
anggaran Dinas;

c. melaksanakan pengoordinasian penyrrsunandan
penyajian data statistik lingkup Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

d. mengelola administrasi keuangan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

e. mengelola barang milik Daerah lingkup Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

f. mengelola pelayanan administrasi umum Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

g. mengelola pelayanan administrasi kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

h. mengelola. ..../195
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h. mengelola kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

i. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintair, dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dal
Pelayanal Terpadu Satu Pintu;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

l. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu membawahkan Subbagian
Umum dan Jabatan Fungsional

Pasal 163
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 ayat (3) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan

penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas Daerah;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanalal
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penlrrsunan
produk hukum Daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

g. menyiapkan bahan pelaksalaan tugas
kehumasan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

- 195-

j. menyusun jadwal...../ 196
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BAB XV
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 164
(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakal unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan
Daerah.

(21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 165
(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga terdiri atas:
a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
b. Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang tayanan Kepemudaan, membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra

Olahraga;
2. Seksi Olahraga Masyarakat dan Layanan

Khusus; dan

3. Seksi Kernitraan..... / 197

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat,
kunjungan tamu, dan acara-acara kedinasan
lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan
ketentuan dan pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kine{a pegawai;

m. melal<sanakan pemantauan, evaluasi, dal
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagial Umum;
dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan
Olahraga.

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
membawahkan:
1. Seksi Sentra Pembinaan Olahragawan

Muda;
2. Seksi Olahragawan Elit; dan
3. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga.

(21 Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahtan dari Peraturan Gubernur
ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 166
(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga
yang menjadi kewenalgan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang

kepemudaan dan olahraga sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kepemudaan dan olahraga;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragrat 2...../l9a
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Paragraf 2
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 167
(1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang
kepemudaan dan olahraga.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunem rencana

program Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk menyrrsun rencana kerja teknis di
bidang kepemudaan dan olahraga sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. pen5rusunan renczrna strategis Dinas
berdasarkan rencana strategis Pemerintah
Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk
kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dart menetapkan rencana
kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan
program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, bidang
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
UPID sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas sesuai
dengan kewenangannya untuk tertib
administrasi:

g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi
dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengorganisasial kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan di bidang
kepemudaan dan olahraga dan menetapkan
standar pelayanan minimal UPID
berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan ke4a..... /199
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pelaksanaan kerja sama dengan instansi
terkait, pemerintah Kabupaten/ Kota, instansi
vertikal serta pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar
penangzrnan permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaal pemantaua-n dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui
tingkat pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatal
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaan pengawasan dan penilaian
kepada pegawai dengan cara memberikan
pengarahan dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kine{a pegawai;
pelaksanaan evaluasi program Sekretariat
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, bidang
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
UFrID berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksalaan kegiatan dalam
rangka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

I

m

n

o

Paragraf 3
Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 168
(1) Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program kerja, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumatrtanggaan,
dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dalam melaksa-nakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunErn rencana dan program keda

Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam

penyusun€m rencana dan program ke{a serta
anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan
dan penyajian data statistik lingkup Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;

d. pengelolaan administrasi. .... / 2OO
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d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas
Kepemudaal dan Olahraga;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup
Dinas Kepemudaan dan Ola-l.raga;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

g. pengelolaan pelayanan administrasi
kepegawaian Dinas Kepemudaan dan
Olahraga;

h. pengelolaan kerumahtanggaan,
ketatalaksanaan, kerja sama, perundang-
undangan, kearsipan, perpustakaan,
hubungan masyarakat dan protokol Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem
akuntabilitas kine{a instansi pemerintah,
dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelalsanaan program dal kegiatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
dan

1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan
oleh Kepala Dinas Kepemudaan dal Olahraga
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga
membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagran Umum dan Kepegawaian.

Pasal 169
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas:
a. melakukan pen5rusunan program dan

rencana kegiatan Subbagian Program dan
keuangan;

b. mengoordinasikan pen5 rsunan rencana
program dan kegiatan, meliputi rencana
strategis rencana kerja indikator kerja utama
rencana kerja dan €rnggaran, serta penetapan
kinerja;

c. melaksanakan pembinaal administrasi
perencanaan di lingkup Dinas Kepemudaan
dan Olahraga;

d. melaksanakan..... / 20 I



-20t-

d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan rencana kerja
anggaran/rencana kerja dan perubahan
anggaran dan daftar dokumen pelaksanaan
anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran dari unit- unit keda di lingkup
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

e. mengoordinasikan penlrrsunan, pengolahan
data dan penyqlian data statistik dan
informasi mengenai kepemudaan dan
olahraga;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kineq'a pelaksanaan program dan kegiatan
serta dampak pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

g. melaksaaakan pengoordinasian penyiapan
bahan dengan unit-unit keq'a dan
penyusunan dokumen pelaporan meliputi:
1. laporan kinerja instansi pemerintah;
2. laporan penyelenggaraal pemerintahan

Daerah;
3. laporan keterangan pertanggungiawaban

Gubernur;
4. laporan keteranganpertanggungiawaban

akhir masa jabatan Gubernur;
5. laporan realisasi kinerja dan keuangan

triwulan atas pelaksanaan program;
6. laporan seluruh kegiatan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga; dan
7. laporal kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

i. melalsanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab
untuk kelancaran tugas.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian Umum

dan Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,

pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
penggandaan naskah-naskah dinas,
kearsipan dan perpustakaan;

c. melaksanakan penomoran, pengagendaan
dan penggandaan naskah dinas sesuai
dengan tata naskah dinas;

d. menyelenggarakan..... I 2O2
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d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanal<an
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undalgan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penl'usunan
produk hukum daerah yang berkenaan
dengan tugas dan fungsi Dinas Umum dan
Kepegawaian;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas Umum dan Kepegawaian;

h. melatsanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat,

kunjungan tamu, dan acara-acara kedinasan
lainnya pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-
undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaral
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum dan Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan
dan Ola-hraga.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Kepemudaan

Pasal 170
(1) Bidang Pelayanan Kepemudaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan pelayanan
kepemudaan.

(21 Bidang Pelayanan Kepemudaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan kebijakan teknis berkaitan

dengan pelayanan kepemudaan;
b. men5rusun perencanaan kegiatan pada bidang

pelayanan kepemudaan;
c. membina, mengawasi dan mengendalikan

kegiatan pelayanan kepemudaan;

d. melaksankan kegiatan..... /2O3
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d. melaksanakan kegiatan pelayanan
kepemudaan;

e. mengoordinasikan kebijakan teknis
pelayaran kepemudaan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis pelayanan
kepemudaan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab
untuk kelancaran tugas;

(3) Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 171
(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebaga-imana

dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menJrusun program ke{a Seksi

Pemberdayaan Pemuda;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis sistem dan strategis layanan
kepemudaan;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
yang berkaitan dengan sistem dan strategis
layanan kepemudaan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan yang berkaitan
dengan sistem dan strategis layanan
kepemudaan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
yang berkaitan dengan sistem dan strategis
layanan kepemudaan;

f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan
teknis sistem dan strategis layanan
kepemudaan;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis sistem dan
strategis layanan kepemudaan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab
untuk kelancaran tugas.

(2) Seksi Pengembangan Pemuda dimaksud dalam
Pasal 170 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan pen5rusunan rencana keq'a

Seksi Pengembangan Pemuda;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis yang berkenaan dengan
pengembangan kepemudaan;

c. menyiapkan bal:'an..... I 2O4
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c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengembangal kepemudaan;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan kepemudaan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
bina kepemudaan badan usaha dan swasta;

f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan
teknis yang berkenaal dengan
pengembangan kepemudaan;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis yang berkenaan
pengembangan kepemudaan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberika-n oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab
untuk kelancaran tugas.

(3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3)
huruf c, mempunyai tugas:
a. melaksanakan pen5rusunan rencana kerja

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan

perumusan konsep kebijakan teknis yang
berkenaan dengan infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
yang berkaitan dengan infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

d. menyiapkan bahal pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
infrastruktur dan kemitraan pemuda;

f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan
teknis yang berkenaan dengan infrastruktur
dan kemitraan pemuda;

C. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis yang berkenaan
dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab
untuk kelancaran tugas.

Paragraf 5..... I 2Os
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Paragraf 5
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 172
(1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan pembudayaan
olahraga.

(21 Bidang Pembudayaan Olahraga dalam
melaksanalal tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penJinsunan dan pelaksanaan rencana

program dan kegiatan sesuai bidang
tugasnya;

b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan
olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan
olahraga rekreasi, pengembangan olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta
kemitraan dan penghargaan olahraga;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan olahraga
pendidikan dan pengelolaan pembinaan
sentra olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengembangan olahraga tradisional
dan layanan khusus, serta kemitraal dan
penghargaan olahraga;

d. penyusunan norrna, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pengelolaan olahraga
pendidikan dan pengelolaan pembinaan
sentra olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengembangan olahraga tradisional
dan layanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengelolaan olahraga pendidikan
dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga,
pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangal olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan
pengelolaan pembinaan sentra olahraga,
pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;

g. pelaksanaan evaluasi..... / 206
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g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan
pengelolaan pembinaan sentra olahraga,
pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangan olahraga tradisional dan
iayanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;

h. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang
Pembudayaan Olahraga;

i. pembuatan laporan dan pertanggunglawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi;

j. pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintahan; dan

k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan/pimpinan sesuai dengan
ketentual peratur€rn perundang-undangan.

(3) Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan:
a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra

Olahraga;
b. Seksi Olahraga Masyarakat dan Layalan

Khusus; dan
c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Pasal 173
(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (31

huruf a mempunyai tugas:
a. merencanakan, membina, dan

mengembangkan olahraga di lingkungan
pendidikan (sekolah/ kampus) ;

b. mengelola sentra pelatihan atlet muda;
c. men5rusun kurikulum olahraga, pemandual

bakat, pembinaan atlet pelajar, dan
peningkatan kemampuan tenaga
keolahragaan;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan
pelaksanaan olalrraga di sekolah, santri, dan
mahasiswa;

e. merencalakan, melaksanakaa, dan
mengevaluasi pembinaan sentra pelatihan
serta sekolah khusus olahraga untuk
mencetak atlet prestasi;

f. melakukan pendataan dan pemetaan potensi
aflet muda melalui kompetisi olahraga
pelajar;

g. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan
dan profesionalisme guru olahraga, pelatih,
dan pengelola sentra;

h. melakukan inventarisasi dan pengembangan
sarana olahraga untuk keperluan pendidikan
dan pelatihan;

i. memfasilitasi kompetisi olahraga tingkat
Daerah, nasional, maupun multieuent;

j. memantau.....l2O7
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j. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan
program pembinaa-n keolahragaan secara
berkala; dan

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(41 Seksi Olahraga Masyarakat dan Layanan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (31

huruf b mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengembangkan, dan

menyelenggarakan kegiatan olahraga rekreasi
serta tradisional untuk meningkatkan
kebugaran dan kesehatan warga;

b. melakukanpemasyarakatalolahraga;
c. melakukan pengelolaan sarana prasarana

olah raga berbasis masyarakat;
d. melakukan koordinasi kejuaraan olahraga di

tingkat masyarakat, lingkungan, kampung,
atau distrik;

e. menJrusun rencana kegiatan, pembinaan, dan
pengembangan olahraga rekreasi, tradisional,
dan olahraga bagi semua lapisan umur;

f. memotivasi masyarakat untuk berolahraga
agar tercipta gaya hidup sehat, bugar, dan
meningkatkan hubungan sosial;

g. menyediatan, menjaga, dan merawat sarana
prasarana olahraga untuk memastikan
kegiatan bedalan lancar;

h. menyelenggarakan, memfasilitasi, dan
mengikutsertakan masyarakat dalam
kompetisi, festival, atau turnamen olahraga
(termasuk olahraga tradisional);

i. melakukan pendataan perkumpulan
olahraga, memantau perkembangan, serta
mengevaluasi program olahraga secara
berkala;

j. mengoordinasikan kegiatan dengan pihak
lain, seperti pengurus RT/RW, karang taruna,
atau instansi terkait, untuk meningkatkan
partisipasi olahraga; dan

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(5) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat {31
huruf c mempunyai tugas:
a, merencanakan, melaksanakan, memantau,

dan mengevaluasi kebijakan di bidarg
kemitraan, promosi, dan pemberian
penghargaan (penghargaan/insentif) b"gr
pelaku olahraga, serta membangun ke{a
sama lintas sektor untuk pengembangan
olahraga;

b. membangun ke{a...../2O8



-208-

membangun kerja sama dengan piha-k
swasta, lembaga nonpemerintah, atau
komunitas untuk pengemba-ngan dan
pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
menyusun pedoman, memproses, dan
memberikan penghargaan atau
penganugerahan kepada pelaku olahraga
berprestasi (atlet, pelatih, pembina) ;

mengelola kegiatan sosialisasi, promosi,
standardisasi, serta akreditasi di bidang
keolalrragaan;
melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pen5rusunErn laporan pertanggungiawaban
kegiatan kemitraan dan penghargaan; dan
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 6
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 174
(1) Bidang Pemasyarakatan dan Sarana Prasarana

Kepemudaan dan Olahraga sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf e
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebija1<an dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan
Pemasyarakatan dan Sarana Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga.

(21 Bidang Pemasyarakatan dan Sarana Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang

Pemasyarakatan dan Sarana Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pemasyarakatan dan sarana prasarana
kepemudaan dal olahraga;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
teknis yang berkenaan dengan
pemasyarakatan dan sarzrna prasarana
kepemudaan dan olahraga;

d. pen5rusunan rencana program dan kegiatan
terkait dengan pemasyarakatan dan sarana
prasarana kepemudaan dan ola.Lraga;

e. penyiapan bahan koordinasi kebijakan teknis
yang berkenaan dengan pemasyarakatan dan
sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;

b

c

d

e

f

f. pengelolaan..... / 2O9
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f. pengelolaan dan pengawaszrn kegiatan
pemasyaralatan dan sarana prasarana
kepemudaan dan olahraga;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dal
pelaporan kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pemasyarakatan dan sarana
prasarana kepemudaan dan olahraga;

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya
dengan penuh tanggung jawab untuk
kelancaran tugas; dan

i. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
membawahkan:
a. Seksi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda;
b. Seksi Olahragawan Elit; dan
c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga.

Pasal 175
(1) Seksi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda

dimaksud dalam Pasal 774 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. men)'usun program pembinaan dan pelatihan

atlet usia muda;
b. menyusun rencana kegiatan sentra olahraga;
c. men),usun standar dan metode pembinaan

atlet muda;
d. melal<sanakan pelatihan dan pengembangan

kemampuan teknik, fisik, mental, dan taktik
atlet muda;

e. mengelola sentra pembinaan olahraga pelajar
atau atlet usia dini;

f. mengoordinasikan pelatih, instruktur, dan
tenaga pendukung pembinaan;

g. melakukan penjaringan dan pemanduan
bakat olahraga;

h. melaksanakan seleksi calon atlet potensial;
i. mengembangkan database atlet muda

berprestasi;
j. melakukan pemantauan perkembangan

prestasi atlet;
k. melaksanakan evaluasi program pembinaan;
1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

pembinaal; dan
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan

oleh pimpilan.
(21 Seksi Olahragawan Elit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 174 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:

a. melalsanakan..... / 2lO
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a. melaksanakan pembinaan, pengembangan,
dan peningkatan prestasi atlet tingkat tinggi
yang dipersiapkan untuk ajang kompetisi
Daerah, nasional, maupun internasional;

b. men1rusun rencana program pembinaan dan
pengembangan olahragawan elit;

c. men3rusun standar pembinaan prestasi
olahraga tingkat tinggi;

d. men1rusun rencana pemusatan latihan dan
program peningkatan prestasi;

e. melaksanakan pembinaan teknis, fisik,
mental, dan strategi pertandingan atlet elit;

f. mengelola program pemusatan latihan
Daerah (training camp);

g. memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan
peningkatan kompetensi atlet;

h. menyiapkan dan memfasilitasi keikutsertaan
atlet dalam kejuaraan Daerah, nasional, dan
internasional;

i. mengoordinasikan persiapan atlet
menghadapi multi euent olahraga;

j. mengelola administrasi dan kebutuhan
pendukung kompetisi;

k. melakukan pemantauan perkembangan
prestasi atlet elit;

1. melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan
pertandingan;

m. menyusun laporan capaian prestasi atlet; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pembinaan dal

pengembangan tenaga keolahragaan;
b. menJrusun program penguatan dan

pengembangan organisasi olahraga;
c. men5rusun standar dan pedoman pembinaan

tenaga dan organisasi olahraga;
d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan

kompetensi tenaga keolahragaan seperti
pelatih, wasit, juri, instruktur, dan tenaga
pendukung olahraga;

e. memfasilitasi pendidikan, pelatihan,
sertihkasi, dan peningkatan kapasitas tenaga
olahraga;

f. melakukan pendataan dan pengelolaan
dotab as e tenaga keolahragaan;

g. melaksanakan pembinaan dan
pengembangan organisasi olahraga;

h. memfasilitasi pembentukan dan penguatan
kelembagaan organisasi olahraga;

i. memfasilitasi kegiatan....,/2 1 1
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memfasilitasi kegiatan organisasi olahraga
dalam meningkatkan prestasi dan partisipasi
masyarakat;
melakukan pemantauan terhadap kinerja
tenaga keolahragaan;
melaksanakan evaluasi pembinaan organisasi
olahraga;
menJrusun laporan hasil pembinaan tenaga
dan organisasi olahraga; dan
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

BAB XVI
DINAS KEBUDAYAAN, PARMISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 176
(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

merupakan unsur pelakselna urusan pemerintahan
di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi
kreatif yang menjadi kewenangan Daerah.

(21 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 177
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dal
3. Subbagian Keuangan

c. BidangKebudayaan, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Masyarakat Hukum Adat;
2. Seksi Sejarah, Warisan Budaya dan

Permuseuman; dal
3. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi

Kekayaan Intelektual.
d. BidangPariwisata, membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
dan Event;

2. Seksi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata; dan

3. Seksi Pengembangan Industri dan
Investasi Pariwisata.

1
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e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya;
2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media,

Desain, dan Arsitektur; dan
3. Seksi Permodalan dan Pemasaran.

f. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM,
membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan

Sumber Daya Manusia Bidang
Kebudayaan;

2. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata;

3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi
Kreatif; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan,

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 178
(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urllsan pemerintahan di bidang
kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang

Kebudayaan, Pariwisata dan ekonomi kreatif
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebdakan di bidang kebudayaan,
pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD; dan

f. pelaksanaan fungsi...../2 13
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pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragrd 2
Kepala Dinas

Pasal 179
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

177 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Dinas di bidang Kebudayaan,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi pen)'usunan rencana

program Dinas dengan mengarahkan dan
memberi petunjuk untuk menyusun rencana
kerja teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. pen)'usunan rencana strategis Dinas
berdasarkan rencana strategis Pemerintah
Provinsi melalui usulan program, permasalahan
dal skala prioritas untuk kejelasan arah
penJrusunan rencana kerja;

c. pelaksanaan koordinasi dan menetapkan
rencana kerja Dinas dengan mengaralrkan dan
memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan
sas€rran program;

d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas
Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi
tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat,
Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:

g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi
dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembinaan,
pengendalian dal pengawasan di bidang
Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dan menetapkan standar pelayanan minimal
UPID berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas;

f
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pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;
melaksanakan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar
penanganan permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui
tingkat pencapaian progr€rm;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai ;

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program
sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;
pelaksalaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

J

k

I

m

n

o

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 180
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177

ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penJmsun.rn rencana dan
program kerja, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan kepegawaian.

(21 Sekretariat dalam melaksanakal tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan rencana dan program kerj a

Sekretariat;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam

pen5rusunan rencana dan program keda serta
anggaran Dinas;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum

Dinas; pengelolaan pelayanan administrasi
kepegawaian Dinas;

g. pengelolaan..... / 2 l5



g. pengelolaan kerumahtanggaan,
ketatalaksanaan, keda sarna, perundang-
undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan
masyarakat dan protokol Dinas;

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi, sistem akuntabilitas kineq'a instansi
pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan progra.m dan kegiatan Dinas;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan

k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Sekretariatmembawahkan:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan

Pasal 181
(U Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18O ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. men)'usun rencana kerja Subbagian Program

dan Pelaporan;
b. mengoordinasikan pen1rusunan dokumen

perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis
(Renstra), Indikator Kineq'a Utama [KU),
Rencana Keda (Renja)/Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), dan Pe{anjian Kinerja (PK)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. melaksanakan pembinaan administrasi
perenc€ulaan di lingkup Dinas;

d. melaksanakal pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/ RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit ke4'a di lingkup Dinas;

e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan
dan penyajian data statistik dan informasi prolil
Dinas;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatart serta
dampak pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas;

g. melaksarrakan..... / 2 lb
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C. melaksanakan pengoordinasian penyiapan
bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas
dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP), taporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban (LKPj) Gubernur, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Akhir Masa
Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD), laporan rea-lisasi kinerja dan keuangal
triwulanan atas pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Program dan Pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. men,'usun rencana keda Subbagian;
b. melaksanakanpenerimaan, pendistribusiandan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan

penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungal
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas;
j. menyrsun jadwal dan mengelola rapat Dinas,

kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara
kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kine{ a pegawai:

m. m elalsanal<an pemantauan..... /217
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m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksalaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

(3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 180 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan pembinaan penatausahaan

keuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. melaksanakan pengelolaal gaji pegawai;
e. meneliti dan melakukan verilikasi tagihan

pembayaran, antara lain:
a. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang danjasa

yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui
oleh PA/KPA;

b. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/GU/TUP-Nihit dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan
SPM dengan kelengkapannya kepada BUD
melalui bendahara pengeluaran;

g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

penga\r,asan definitif anggaran/ kegiatan,
register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan
daftar realisasi pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran
untuk kepentingan pengawasan dan
pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana
kebutuhan barang dinas;

k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporal
keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Paragral 4.....1218
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Paragraf 4
Bidang Kebudayaan

Pasal 182
(1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L77 ayal (1) huruf c mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan Kebudayaan.

(2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis kebudayaan;
b. penJrusunan perencana€rn kegiatan pada

kebudayaan;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan kebudayaan;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan

kebudayaan;
e. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis

kebudayaan;
f. pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis
perencanaErn kebudayaan; dan

g. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3) BidangKebudayaan, membawahkan:

a. Seksi Pembinaan Masyarakat Hukum Adat;
b. Seksi Sejarah, Warisan Budaya dan

Permuseuman; dan
c. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Kekayaan

InteIektual.

Pasal 183
(1) Seksi Pembinaan Masyarakat Hukum Adat

sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

Pembinaan Masyarakat Adat;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

Pembinaan Masyarakat Adat;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan Pembinaan
Masyarakat Adat;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
Pembinaan Masyarakat Adat;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakar teknis
Pembinaan Masyarakat Adat;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi Pembinaan
Masyarakat Adat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Seksi Sejarah,..... I 219
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(21 Seksi Sejarah, Warisan Budaya dan Permuseuman
dimaksud Pasal 182 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

sejarah, warisan budaya dan permuseuman;
b. menyiapkan bahan perencanaar kegiatan

sejarah, warisar budaya dan permuseuman;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan sejarah, warisan
budaya dan permuseuman;

d. menyiapkal bahan pelaksanaan kegiatan
sejarah, warisan budaya dan permuseuman;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
sejarah, warisan budaya dan permuseuman;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi sejarah,
warisan budaya dan permuseuman; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Kekayaan
Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182
ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyiapkal bahan perumusan kebijakan teknis

pemberdayaan dan fasilitasi kekayaan
intelektual;

b. menyiapkan bahan perencana€rn kegiatan
pemberdayaan dan fasilitasi kekayaan
intelektual;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pemberdayaan dan
fasilitasi kekayaan intelektual;

d. menyiapkaa bahan pelaksanaan kegiatal
pemberdayaan dan fasilitasi kekayaan
intelektual;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pemberdayaan dan fasilitasi kekayaan
intelektual;

f. mela-ksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijalan teknis seksi pemberdayaan
dan fasilitasi kekayaan intelektual; dan

g. melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragraf 5...../22O
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Paragraf 5
Bidang Pariwisata

Pasal 184
(1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 177 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan Pariwisata.

(2) Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pariwisata;
b. penJrusun.rn rencana kegiatan pada Pariwisata;
c. pembinaan pengawasan dan pengendalian

kegiatan pariwisata;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan pariwisata;
e. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis

pariwisata;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

teknis perencanaan pariwisata; dan
C. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.
(3) Bidang Pariwisata membawa-hkan:

a Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan
Event;

b Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
dan

c Seksi Pengembangan Industri dan Investasi
Pariwisata

Pasal 185
(1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Event

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan balran perumusan kebijakan teknis

pengembangan destinasi pariwisata dan euent;
b. menyiapkan bahan perenc€rna€rn kegiatarr

pengembangan destinasi pariwisata dan euent;
c. menyiapkan ba-llan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan pengembangan
destinasi pariwisata dan euent;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengembangan destinasi pariwisata dan euent;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengembangal destinasi pariwisata dan euent;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi pengembangan
destinasi pariwisata dan euent; dan

C. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan..... I 22 I
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(21 Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3)
huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusal kebijakan teknis

pengembangan pemasaran pariwisata;
b. Menyiapkan bahan perenc.rnaan kegiatan

pengembangan pemasaran pariwisata;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan pengembalgan
pemasaran pariwisata;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatal
pengembangan pemasaran pariwisata;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengembangan pemasaran pariwisata;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi pengembangan
pemasaran pariwisata; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengembalgan Industri dan Investasi
Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184
ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijalan teknis

pengembangan industri dan investasi
pariwisata;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengembangan industri dan investasi
pariwisata;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pengembangan
industri dan investasi pariwisata;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengembangan industri dan investasi
pariwisata;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengembangan industri dan investasi
pariwisata;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi pengembangan
industri dan investasi pariwisata; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragraf 6
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 186
(1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 177 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan ekonomi kreatif.

(2) Bidang Ekonorni..... / 222
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(21 Bidang Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggaralan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teknis ekonomi kreatif;
b. penyusunan perencanaan kegiatan pada

ekonomi kreatif. pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan ekonomi kreatif;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan ekonomi
kreatif;

d. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis
ekonomi kreatif;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijatan telcris perenczrnaan
ekonomi kreatif; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan:
a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya;
b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain,

dan Arsitektur; dan
c. Seksi Permodalan dan Pemasaran.

Pasal 187
(1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dal Budaya

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 186 ayat (3) huruf a mempunyai tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan ekonomi kreatif
berbasis seni dan budaya;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
ekonomi kreatil berbasis seni dan budaya;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi ekonomi
kreatif berbasis seni dan budaya; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(21 Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan
Arsitektur sebagaimana dimalsud dalam Pasal 186
ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijalan teknis

ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan
arsitektur;

b. menyiapkan bahan perenczrnaan kegiatan
ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan
arsitelrtur;

c. menyiapkan bahal:..... I 223
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c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan ekonomi kreatif
berbasis media, desain, dan arsitektur;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan
arsitektur;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan
arsitektur;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi ekonomi
kreatif berbasis media, desain, dan arsitektur;

g. Melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Permodalan dan Pemasaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:
i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

permodalan dan pemasaran;
j. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

permodalan dan pemasaran;
k. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan permodalan dan
pemasaran;

l. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
permodalan dan pemasaran;

m. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
permodalan dan pemasaran;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi permodalan
dan pemasaran; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragral 7
Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM

Pasal 188
(1) Bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (ll
huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusErn kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia.

(2) Bidang Pembinaan Kelembagaan dan sumber daya
manusia melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perLrmusan kebijakan teknis pembinaan

kelembagaal dan sumber daya manusia;

b. perencanaan kegiatan..... /224
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b. perenczrna€rn kegiatan pada pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia;

c. pembinaan, pengawaszrn dan pengendalian
kegiatan pembinaan kelembagaan dan sumber
daya manusia;

d. pelaksanaan kegiatan perenc€rna.rn pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebdakan teknis perencanaan
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia membawahkan:
a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber

Daya Manusia Bidang Kebudayaan;
b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber

Daya Manusia Bidang Pariwisata; dan
c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber

Daya Manusia Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasa] 189
(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan
tugas sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 188 ayat
(3) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan
fungsi:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang kebudayaan;

b. menyiapkan bahan perencana€rn kegiatan
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang kebudayaan;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia bidang
kebudayaan;

d. menyiapkan bahan pelalsanaan kegiatan
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang kebudayaan;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang kebudayaan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebij akan teknis seksi pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia bidang
kebudayaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Seksi Pembinaan..... / 225
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(21 Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang pariwisata;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang pariwisata;

c. menyiapkan bahal pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia bidang
pariwisata;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang pariwisata;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaal kelembagaal dan sumber daya
manusia bidang pariwisata;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia bidang
pariwisata; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepa1a Bidang.

(3) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijalan teknis

pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang ekonomi kreatif;

b. menyiapkan bahan perenc€rnaan kegiatan
Pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang ekonomi kreatif;

c. menyiapkan bahan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian kegiatan
Pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang ekonomi kreatif;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pembinaan kelembagaan dan sumber daya
manusia bidang ekonomi kreatif;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaan kelembagaan dal sumber daya
manusia bidang ekonomi kreatif;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia bidang
ekonomi kreatif; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

BAB X\rU...../226
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Bagian Kesatu
Kedudukan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 191
(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan Daerah terdiri atas:
a Kepala Dinas;
b Sekretariat,membawahkan:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c BidangPerpustakaan,membawahkan:
1. Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi,

Pengolahan Bahan Perpustakaan ;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan;
dan Ke{a Sama; darr

3. Seksi Layanan, Otomasi, Pengembangan
dan Pembudayaan Kegemaran Membaca,
dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

d Bidang Kearsipan, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
2. Seksi Pengelolaan Arsip; dan
3. Seksi Pengawasan Kearsipan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Bagian Ketiga..... / 227

BAB XVII
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Pasal 190
(1) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

merupalan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(21 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
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Bagian Ketiga
Uraian Tugas dal Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Paragral 2
Kepala Dinas

Pasal 193
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud da-lam Pasal

191 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Dinas di bidang perpustakaan
dan kearsipan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menJrusun rencana kerja teknis
di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. penyusunan rencana..... f 228

Pasal 192
(1) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
perpustakaal dan kearsipan yang menjadi
kewenangan Daerah dan T\rgas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang

perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan
dan kearsipan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perpustakaan dan kearsipan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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b. pen5rusunan rencana strategis Dinas
berdasarkan rencana strategis Pemerintah
Provinsi melalui usulan program, permasalahan
dan skala prioritas untuk kejelasan arah
penyusunan rencana kerja;

c. Mengoordinasikar dan menetapkan rencana
kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat,
Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai
dengan program kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:

g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi
dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan di bidang
perpustakaan dan kearsipan dan menetapkan
standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan Kerja sama dengan instansi
terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta
pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;

j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelalsanaan kegiatan agar
penanganan permasalahan tepat sasaran;

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui
tingkat pencapaian program;

1. pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dal
fungsinya untuk optimalisasi tugas;

m. pelaksanaan penga\ raszrn dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;

n. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program
sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragral 3...../229



Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 194
(l) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191

ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanal<an,
melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penJmsunan rencana dan
program keq'a, pengelolaan keuangal dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan kepegawaian.

(21 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja

Sekretariat;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam

penyusunan rencana dan program kerja serta
anggaran Dinas;

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dal
penyajian data statistik lingkup Dinas;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f. pengelolaan pelayalan administrasi umum

Dinas;
g. pengelolaan pelayanan administrasi

kepegawaian Dinas; Dinas...../206
h. pengelolaan kerumahtanggaan,

ketatalaksanaan, kerja sarna, perundang-
undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan
masyarakat dan protokol Dinas;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kineda
instansi pemerintah, dan pelayanan publik di
lingkungan Dinas;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

k. pelalsanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan

1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Sekretariatmembawahkan:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 195
(1) Subb^gan Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. men,,usun rencana ke{a Subbagian;
b. melaksanakanpenerimaan, pendistribusiandan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;

c. melaksankan penomoran..... / 23O
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c. melaksanalan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

e. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran; menyiapkan bahan dan
melaksalakan pengelolaan ketatalaksanaan
dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas,

kunjungan tamu Dinas, dan acara kedinasan
lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman
yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangal-undangan;

l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kineq'a pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Subbaelan Program dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L94 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. men)'usun rencana kerja Subbagian;
b. men pen5rusunan dokumen

perenc€rna€rn Dinas meliputi rencana strategis,
indikator kinerja utama, rencana kerja rencana
kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. melaksanakan pembinaan administrasi
perencanaan di lingkup Dinas;

d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit ke{a di lingkup Dinas;

e. mengoordinasikan pen1rusunan, pengolahan
dan penyajial data statistik dan informasi profil
Dinas;

f. melaksanal<an pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta
dampak pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas;

g. melaksanakan..... / 231
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g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan
bahan dengar unit-unit kerja di lingkup Dinas
dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas
meliputi laporan kine{a instansi pemerintah,
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
laporan keterangan pertanggungiawaban
Gubernur, laporan keterangan
pertanggungjawaban akhir masa jabatan
Gubernur, evaluasi kinerja penyelengqaraan
pemerintahan daerah, laporan realisasi kinerja
dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas, dan laporan
kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

i. melaksanakan pembinaan penatausahaal
keuangan;

j. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai; dan
l. meneliti dan melakukan verifrkasi tagihan

pembayaran, antara lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang

dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan
telah disetujui oleh PA/KPA; dan

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan
lainnya yang telah ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran.

m. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
n. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

pengawasan definitif anggaran/kegiatan,
register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan
daftar realisasi pembayaran kontrak;

o. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran
untuk kepentingan pengawasan dan
pengendalian;

p. menyiapkan bahan dan men)'usun Rencana
Kebutuhan Barang Dinas;

q. mengelola barang milik negara/daerah lingkup
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r. melaksanatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 4.....1232
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Paragraf 4
Bidang Perpustakaan

Pasal 196
(1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi,
Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga
Perpustakaan, Kerja Sama, Layanan, Otomasi,
Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Perpustakaan mempunyai
fungsi meliputi:
a. perumusan kebijakan di bidang Deposit,

Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan
Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan, Kerja
Sama, Layanan, Otomasi, Pengembangan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijalan di bidang Deposit, Pengembangan
Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan,
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
dan Tenaga Perpustakaan, Kerja Sama,
Layanan, Otomasi, Pengembangan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan
Pelestarian Bahan Perpustalaan ;

c. penyusunan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Deposit, Pengembangan
Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan,
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
dan Tenaga Perpustakaan, Ke{a Sama,
Layanan, Otomasi, Pengembangan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Deposit, Pengembangan Koleksi,
Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga
Perpustakaan, Kerja Sama, Layanan, Otomasi,
Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

e. pemberian bimbingan...../233
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e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang Deposit, Pengembangan Koleksi,
Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga
Perpustakaan, Kerja Sama, Layanan, Otomasi,
Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahal
Bahan Perpustakaan, Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga
Perpustakaan, Kerja Sama, Layanan, Otomasi,
Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah.

(3) BidangPerpustakaan, membawahkan:
a. Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi,

Pengolahan Bahan Perpustakaan ;
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan; dan
Kerja Sama; dan

c. Seksi Layanan, Otomasi, Pengembangan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan
Pelestarian Bahan Perpu stakaan.

Pasal 197
(1) Seksi Deposit, Pengembangal Koleksi, Pengolahan

Bahan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
a. melaksanakan penerimaan, pengumpulan,

pengelolaal dan pelestarian hasil serah simpan
kar5ra cetak dan karya rekam;

b. men5,'usun bibliografi daerah dan katalog induk
daerah serta literatur sekunder;

c. melaksanakanpembuatandirektoripenerbit;
d. melaksalakan pemantauan, evaluasi dan

tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak
dan karya rekam;

e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan
penyimpanan perpustakaan kelabu (greA
literahre);

f. koordinasi serah simpan karya cetak dan karya
rekam dengan penerbit, perangkat daerah,
BUMD, instansi terkait, dan masyarakat;

g. men5rusun kebijakan pengembangan koleksi;
h. melaksanakan lunting, seleksi, inventarisasi,

dan desiderata bahan perpustakaan;
i. melaksanakan pengembangan koleksi bahan

perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah,
dan tukar menukar bahan perpustakaan;

j. melaksanakan pengolahan..... / 234
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j. melaksanakan pengolahan, dan verifikasi bahan
perpustakaan;

k. menJrusun deskripsi bibliografi, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik
bahan perpustakaan;

1. menl'usun verifikasi, validasi, pemasukan data
ke pangkalan data;

m. menJrusun literatur sekunder;
n. melaksanakan penetapan kebijakan pelestarian

koleksi Frovinsi;
o. melatsanakan survei kondisi bahan

perpustakaan;
p. menyelenggarakan dan mengembangkan

perpustakaan umum daerah berdasarkan
kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan
rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;

q. melaksanakan pelaksanaan pelestarian isi/nilai
bahan perpustalaan dan naskah kuno daerah
dalam bentuk mikrofilm maupun digital; dan

r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perpustakaan sesuai tugas dan
fungsinya.

(21 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
dan Tenaga Perpustakaan, dan Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
b angka 2, mempunyai tugas:
a. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan

dan pengembangan perpustakaan;
b. melaksanakan implementasi norma, standar,

prosedur, dan kriteria (NSPK);
c. melaksanakanpendataanperpustakaan;
d. koordinasi pengembangan perpustakaan;
e. melaksanakan sosialisasi, dan perpustakaan;
f. melatsanakan evaluasi pengembangan

pendataan tenaga perpustakaan ;

g. melaksanakan bimbingan teknis;
h. meningkatkan kemampuan teknis

kepustakawanan;
i. memberikan penilaian angka kredit

pustakawan;
j. koordinasi pengembangan pustakawan dan

tenaga teknis perpustakaan;
k. melaksanakan evaluasi pembinaan tenaga

perpustalaan;
l. melaksanakan inisiasi kerja sama jejaring

perpustakaan;
m. melaksanakan pengelolaandan pen5rusunan

naskah perjanjian kerja sama; dan
n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Perpustakaan sesuai tugas dan
fungsinya.

(3) Seksi Layanan..... / 235
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(3) Seksi Layanan, Otomasi, Pengembangan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian
Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
a. Koordinasi penyelenggaraan layanan

perpustakaaa dengan perangkat daerah, BUMD,
instansi terkait dan masyarakat;

b. Menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan
informasi, layanan referensi, layanan pinjam
antar perpustakaan;

c. menyelenggarakal layanan ekstensi
(perpustakaan keliling) ;

d. menyusun laporan statistik perpustakaan;
e. melaksanakanbimbinganpemustaka;
f. melaksanakan stock opname dan penyiangan

bahal perpustakaan;
g. melaksanakan promosi layanan;
h. melaksanal<an kajial kepuasal pemustaka;
i. mengelola dan mengembangkan perangkat

keras, lunak, dan pangkalan data;
j. mengelola dan mengembangkan jaringan

otomasi perpustakaan;
k. meningkatka-n indeks pembangunan literasi

masyarakat;
l. melaksanakan tingkat kegemaran membaca;
m. melaksanakan pembudayaan kegemaran

membaca;.
n. koordinasi sosialisasi pembudayaan kegemaran

membaca;
o. melaksanakan bimbingan teknis;
p. evaluasi pembudayaan kegemaran membaca.
q. melaksanal<al perekaman, pencucian,

penduplikasian bahan perpustakaan;
r. memelihara dan penyimpanan master

reprografi, fotografi, dan digital;
s. melaksanakan fumigasi bahan

perpustakaan;
t. melaksanakan kontrol kondisi ruang

penyimpanan;
u. melaksanakan penjilidan dan perbaikan bahan

perpustakaan;
v. melaksanakan pembuatan folder, pamflet

binding, dan couer, dan pembuatal map dan
portepel; dan

w. melalsanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perpustakaan sesuai tugas dan
fungsinya.

Paragraf 5...../236
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Paragraf 5
Bidang Kearsipan

Pasal 198
(1) Bidang Kearsipan sebagairnana dimaksud dalam

Pasai 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penrmusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pembinaan Kearsipan,
Pengelolaan Arsip dan Pengawasan Kearsipan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Perpustakaan mempunyai
fungsi meliputi:
a. Perumusan kebijakan di bidang Pembinaan

Kearsipan, Pengelolaan Arsip, dan Pengawasan;
b. koordinasi dal sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang Pembinaan Kearsipan,
Pengelolaan Arsip, dan Pengawasan Kearsipan;

c. penJrusunan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Pembinaan Kearsipan,
Pengelolaan Arsip, dan Pengawasan Kearsipan;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan
Arsip, dan Pengawasan Kearsipan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan
Arsip, dan Pengawasan Kearsipal;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, dan
Pengawasan Kearsipan;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan
Arsip, dan Pengawasan Kearsipan;

h. pelaksanaan eva-luasi dan pelaporan di bidang
Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, dan
Pengawasan Kearsipan;

i. pelaksanaan administrasi di bidang Pembinaan
Kearsipan, Pengelolaan Arsip, dan Pengawasan
Kearsipan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 199
(1) Seksi Pembinaan Kearsipan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (l) huruf c angka 1, mempunyai
tugas:
a. melaksanakan bimbingan, tindak lanjut hasil

pengawas€rn kearsipan, dan konsultasi
pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah
dan lembaga kearsipan daerah
Kabupaten/ Kota;

b. melaksankan..... / 237
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b. melaksanakan sosialisasi dan penl'uluhan
kearsipan pada perangkat Daerah dan lembaga
kearsipan daerah Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kearsipan pada Perangkat Daerah
dal lembaga kearsipan daerah
Kabupaten/ Kota;

d. melaksanakan perencanaan, bimbingan,
supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan pada perusahaan, ormas/orpol dan
masyarakat;

e. melaksanakan sosialisasi ormas/orpol dan
masyarakat; kearsipan pada perusahaan,
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, ormas
/orpol dan masyarakat;

f. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan kearsipal pada lembaga
pendidikan;

g. melaksanakan sosialisasi kearsipan pada
lembaga pendidikan dan melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kearsipan pada lembaga pendidikan;

h. menyiapkan bahan penJmsunan
kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia kearsipan;

i. memberikan akreditasi lembaga pelatihan
kearsipan di wilayah provinsi Papua Barat Daya;

j. memberikan akreditasi unit kearsipan dan
iembaga kearsipan Kabupaten/Kota di wilayah
provinsi Papua Barat Daya;

k. memberikan sertifikat SDM Kearsipan di
wilayah provinsi Papua Barat Daya;

l. pembinaan kearsipan terhadap perangkat
daerah provinsi, BUMD Provinsi dan lembaga
kearsipan Kabupaten/ Kota; dan

m. melaksana-kan tugas kedinasan lain yang
diberikan Kepala Bidang Kearsipan sesuai tugas
dan fungsinya.

(21 Seksi Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ang)<a 2, mempunyai
tugas:
a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif

pemerintah Daerah dan BUMD Provinsi yang
memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun;

b. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis
pemerintah daerah provinsi dan BUMD Provinsi;

c. melaksanakan..... / 238
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c. melaksanakan pengelolaan arsip statis yang
diciptakan oleh pemerintah daerah provinsi,
BUMD Provinsi, perusahaan swasta yang
cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota dalam I (satu) daerah provinsi,
organisasi kemasyarakatan tingkat daera-h
provinsi, organisasi politik tingkat daerah
provinsi, tokoh masyarakat tingkat daerah
provinsi;

d. melaksanakan pengelolaan Simpul jaringan
dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi;

e. menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip
inaktif untuk kepentingan penggunaan internal
dan kepentingan publik;

f. melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui
kegiatan penataan dan penyimpanan arsip
inaktif;

g. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan
informasi arsip dan pen)'usunan daftar arsip
inaktif;

h. melakukan pemindahan arsip inaktif di
lingkungan pemerintahan daerah;

i. melaksanakan pemantauan, penilaian dal
verilikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;

j. melaksanakan persiapan penetapan status arsip
statis;

k. melalsanakan persiapan penyerahan arsip
statis; dan menerima fisik arsip dan daftar arsip;

l. melaksanakan penataan informasi arsip statis;
melaksalakan penataan fisik arsip statis;

m. men5rusun guide, daltar, dan inventaris arsip
statis;

n. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan,
pelindungan arsip statis;

o. melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip
statis serta penyelamatan arsip statis akibat
bencana;

p. melaksanakan penyelamatan arsip perangkat
Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan
dan pemekaran daerah Kabupaten / Kota;

q. melaksanal<an alih media dan reproduksi arsip
statis;

r. melaksanakan pengujian autentisitas arsip
statis dan arsip hasil alih media yang dikelola
oleh lembaga kearsipan Daerah;

s. melakukan pencarian arsip statis yang
pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah
yang dinyatakan kewenangan Daerah yang
dinyatakan hilang dalam bentuk daftar
pencarian arsip;

t. menerbitkan izin penggunazln arsip yang
bersifat tertutup yang disimpan di lembaga
kearsipal Daerah;

u. pemusnahan arsip...../239
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u. pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah
Daerah yang memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

v. memberikan rekomendasi pemusnahan arsip
yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)
tahun kepada Gubernur; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Kearsipan sesuai tugas dan
fungsinya

(3) Seksi Pengawasan Kearsipan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c argka 3,
mempunyai tugas:
a. melaksanakan perencanaan pengawasan

kearsipan pada Perangkat Daerah, BUMD dan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan audit kearsipan internal pada
Perangkat Daerah dan BUMD;

c. melaksanakan audit kearsipan eksternal pada
Kabupaten/ Kota;

d. melaksanakan penilaiaa hasil pengawas€rn
kearsipan pada perangkat daerah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;

e. melaksanakan pemantauan hasil
pengawasan kearsipan pada perangkat daerah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Kearsipan sesuai tugas dart
fungsinya.

BAB XVIU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 200
(U Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan
dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

(21 Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 2O 1
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

terdiri atas:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat..... / 24O

Bagian Kesatu
Kedudukan
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b. Sekretariat,membawahkan:
l. Subbagian Program dan Keuangal; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut,
membawahkan:
1. Seksi Tata Ruang Laut dan Zonasi;
2. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil; dan
3. Seksi Jasa Kelautan dan Konservasi.

d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya,
membawahkan:
1. Seksi Perikanan Tangkap;
2. Seksi Perikanan Budidaya; dan
3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan

Budidaya dan Perikanan Tangkap.
e. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil

Perikanan;
2. Seksi Pemasaran dan Promosi Produk

Perikanan; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
(21 Bagan Struktur Orgalisasi Dinas Kelautan dan

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam l,ampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Bagian Ketiga
Uraian T\-rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

PasaJ2O2
(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan

dan perikanan sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan
perikanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan administrasi..... / 241
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d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 2O3
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201

ayat (f) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merurmuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Dinas di bidang kelautan dan
perikanan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyrrsunai rencana program

Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana ke{a teknis
di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. pen5rusunan rencana strategis Dinas
berdasarkan rencana strategis Pemerintah
Provinsi melalui usulan program, permasalahan
dal skala prioritas untuk kejelasan arah
pen)'usunarl rencana kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencana keda
Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang
dal UPTD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan be{alan sesuai dengan
program kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:

g. penyelenggaraan kewenangal desentralisasi dal
dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendalial dan pengawasan di bidang
Kelautan dan perikanan dan menetapkan standar
pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan ke4a..... / 242
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pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
melakukan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pengawasan dan penilaian kepada pegawai
dengan cara memberikan pengarahan dan
pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman
dalam rangka meningkatkan kineq'a pegawai;
pelaksanaan evaluasi program sekretariat, bidang
dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kine{a instansi pemerintah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikarr
oleh pimpinan.

J

k

m

n

o

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 204
(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201

ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanalan, mengoordinasikal dan
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program keq'a, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
kepegawaian.

(21 Sekretariat da-lam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan rencana dan program kerja

Sekretariat;
b. pelaksanaan pengoordinasian dalam pen5,'usunan

rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan

penyajian data statistik lingkup Dinas;
d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum

Dinas;
g. pengelolaanpelayananadministrasikepegawaian

Dinas;

h. pengelolaan..... / 243



h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

k. pelaksanaal pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan

1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 205
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a, melakukan pen)rusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dal Keuangan;
b. mengoordinasikan penlrrsunan rencana program

dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), serta Penetapan Kine{'a (PK);

c. melakukan pengumpulan dan
pengadministrasial usulan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), dari unit ke{a di lingkungan
Dinas;

d. melakukan pen)'usunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja
dan hasil pembahasan internal pada Dinas;

e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan
di lingkup Dinas;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Dinas untuk penyiapan bahan
menJrusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan
kedinasan lainnya;

i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

j. melakukan pembirraan..... I 244
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j. melakukan pembinaan urllsan keuangan Dinas;
k. melakukan pemroses€rn Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai
bahan penyusunan laporan pertanggungiawaban
keuangan Dinas;

p. melakukan penJrusunan laporan keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantaun, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat darr naskah dinas lainnya
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan

penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan penyrrsunan
produk hukum daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas,

kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara
kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan
pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan..... I 245
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k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Paragral 4
Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Pasal 206
(1) Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal zOL ayat (1) huruf c
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelalsanaan kebijakan teknis,
mengoordinasikan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaal dengan pengelolaan rualg
laut.

(21 Bidang Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan ke{a Bidang;
b. perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut

yang mencakup konservasi dan pemanfaatan
sumber daya alam laut secara berkelanjutan;

c. pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan
ruang laut yang melibatkan berbagai sektor dan
pemangku kepentingan;

d. perumusan kebijakaa dan strategi
pengembangan pemanfaatzrn ru€rng laut untuk
kegiatan ekonomi, termasuk perikanan,
pariwisata, dan pelayaran;

e. penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan
pesisir, pulau-pulau kecil, dan terluar dalam
kerangka keberlanjutan;

f. perumusan kebijakan tentang perlindungan dan
konservasi ruang laut yang berfungsi untuk
menjaga keberagaman hayati laut;

g. pengoordinasian penyusunan rencana zonasi
ruang laut yang berbasis pada prinsip ekosistem
dan keberlanjutan;

h. penyiapan bahan evaluasi kebijakan dan
pengelolaan ruang laut secara berkala;

i. penyusunan dan menyampaikan laporan berkala
mengenai pengelolaan ruang laut kepada Kepala
Dinas; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yalg diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Pengelolaan.. .../246
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(3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahkan:
a. Seksi Tata Ruang t aut dal Z-nnasi;
b. Seksi Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau

Kecil; dan
c. Seksi Jasa Kelautan dan Konservasi.

Pasal 2O7
(1) Seksi Tata Ruang Laut dan Z-onasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakan
c. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya

alam laut sesuai karakteristik dan budaya OAP;
d. Perlindungal dal pengembangan kearifan lokal

dalam pengelolaan bidang kelautan dan
perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya
alam kelautan dan perikanan dengan sistem sasi
laut;

e. teknis yang berkenaan dengan tata ruang laut
dan zonasi;

f. melaksanakan penyiapan balran pelaksanaan
kebijakan teknis yang

g. berkenaan dengal tata ruang laut dan znnasi;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi

pelaksanaan perenczrnaan zonasi ruang laut;
i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi

pelaksanaan pemanfaatan rrang laut yang sesuai
dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan;

j. membina, mengawasi dan mengendalikan
kegiatan penataan ruang laut dan zonasi;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

1. menyusun melaksanakan tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Ruang Laut.

(2) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Seksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. melaksanakan penyiapan ballan dan koordinasi
pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan
Masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem
laut;

e. melaksanakan penyiapan ..... 1247
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e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pen5rusunan kebijakan yang mendukung
pengembangan usaha perikanan dan pariwisata
berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil;

f. melaksanalan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang dapat meningkatkan
ketahanan terhadap perubahan iklim;

g. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil, terutama nelayan OAP dalam
penangkapan dan budi daya perikanan dan hasil
laut lainnya, berupa pendampingan, pemodalan,
teknologi, peralatan, dan pemasaral;

h. Melibatkan Masyarakat adat setempat yang
hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dalam pengelolaan sumber daya alam laut.

i. membina, mengawasi dan mengendalikan
kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau-
pulau kecil;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang
Laut dan 7-onasi.

(3) Seksi Jasa Kelautan dal Konservasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:
a. men),usun rencana ke{a Seksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakal teknis yang berkenaan dengan
jasa kelautan dan konservasi;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa
kelautan dan konservasi;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan
pengelolaan Kawasan konservasi laut, termasuk
taman nasional laut dan cagar alam laut;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan fasilitasi konservasi yang
melibatkan Masyarakat dan sektor terkait da-lam
Upaya pelestarian ekosistem laut;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan
rehabilitasi untuk ekosistem laut yang rusak
akibat kegiatan manusia;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaart pen)'usunan kebijakan
pengendalian eksploitasi sumber daya laut yang
tidak berkelanjutan;

h. melaksanakan program penyuluhan dan edukasi
kepada Masyarakat terkait konservasi laut;

i. pernbina.....l248
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membina, mengawasi dan mengendalikan
kegiatan jasa kelautan dan konservasi;
melaksanakan pemantaun, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidalg Pengelolaan Ruang
Laut dan 7-onasi.

Paragraf 5
Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

Pasal 208
(1) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf
d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebdakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan perikanan tangkap
dan budidaya.

(21 Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan rencana ke{a Bidalg;
b. penyiapan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
perikanan tangkap dan budidaya;

c. perencanazrn, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
peningkatan produksi perikanan tangkap dan
budidaya;

d. perumusan dan pengembangan strategi
pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dan
budidaya secara berkelanjutan sesuai dengan
potensi wilayah;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaku usaha perikanan tangkap dan
budidaya agar sesuai dengan ketentuan
pemndang-undangan;

f. pengembangan teknologi produksi perikanan
tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan
dan berdaya saing;

g. penJrusunan kebijakan fasilitasi dan
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta
kelompok usaha bersama untuk meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan;

h. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam
rangka sinkronisasi program produksi perikanan
tangkap dan budidaya;

i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
bidang produksi perikanan tangkap dan
budidaya sebagai bal.an evaluasi dan perumusart
kebijakan lebih lanjut;

1
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j. pengelolaan sarana dan prasarana pendukung
produksi perikanan tangkap dan budidaya secara
efektif dan efisien;

k. pelaksalaan pemantauan, eva-luasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yarlg
diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
membawahkan:
a. Seksi Perikanan Tangkap;
b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
c. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dan

Perikanan Tangkap.
d. Seksi Perikanan Tangkap;
e. Seksi Perikanan Budidaya; dan
f. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dan

Perikanan Tangkap.

Pasal 209
(1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimala dimaksud

dalam Pasal 2O8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJrusunan rencana keq'a Seksi;
b. merumukan dan menyiapkan bahan kebijakan

teknis dalam perikalan taagkap;
c. men1rusun rencana program dan kegiatan

perikanan tangkap;
d. men).usun dan mengembangkan sistem data dan

informasi perikanan tangkap berbasis wilayah
ke{a;

e. men).usun rekomendasi teknis perizinan usaha
perikanan tangkap lintas Kabupaten/ Kota;

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data statistik perikanan tangkap;

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka sinergi program pengembangan
perikanan tangkap;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap
dan Budidaya.

(21 Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 208 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJnlsunan rencana ke{a Seksi;
b. men5rusun dan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis perikanan budidaya;
c. menyusun program kerja pembudidaya ikal dan

usaha budidaya ikan;
d. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi

teknologi budidaya, termasuk
e. penyebarluasan teknologi perbenihan,

pembesaran, dal sistem budidaya berkelanjutal;

f. menyusun rekomendasi. ..../25O
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f. menyusun rekomendasi teknis pemb eian ain
usaha budidaya lintas Kabupaten/Kota serta
ekspor/impor benih dan induk ikan;

g. menyiapkan bahan fasilitasi ketersediaan sarana
produksi seperti benih, induk, pakan, dan
teknologi budidaya yang ramah lingkungar;

h. melaksanakan pembinaan terhadap penerapan
cara budidaya ikan yang baik (CBIB), cara
pembuatan pal<an ikan yang baik (CPPIB), dan
standar teknis budidaya lainnya;

i. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
statistik perikanan budidaya;

j. melalsanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap
dan Budidaya.

(3) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dan
Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 208 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJmsunan rencana ke{a Seksi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang

berkenaan dengaa sarana dan praszrrana
perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan yang
berkenaan dengan sarana prasarana perikanan
budidaya dan perikanan tangkap;

d. menyiapkan bahan pembina€rn, pengawasan dan
pengendalian kegiatan yang berkenaan dengan
sarana prasarana perikanan budidaya dan
perikanan tangkap;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan yang
berkenaan dengan sarana prasarana perikanan
budidaya dan perikanal tangkap;

f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
berkenaan dengan sarana prasarana perikanan
budidaya dan perikanan tangkap;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis Seksi Sarana
Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan
Tangkap; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragrat 6...../251
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Pasal 2 10
(1) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2OI ayat (1) huruf e
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pema-ntauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan pengolahan,
pemasar.rn dan pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan.

{21 Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggaralan fungsi :

a. penyusunErn rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan, pemasaran dan pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan pengolahan, pemasaran
dan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan;

d. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha
dan pemangku kepentingan di sektor kelautan
dan perikanan untuk meningkatkan daya saing
produk;

e. pengoordinasian pelaksanaan program
pengembangan daya saing produk kelautan dan
perikanan yang melibatkan berbagai pihak
terkait;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Bidang Pengolahal, Pemasaran dan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
membawahkan:
a. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanal;
b. Seksi Pemasaran dan Promosi Produk

Perikanan; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 21 1

(1) Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 210 ayat (3) huruf a menyelenggarakan tugas:

a. melaksalakan..... / 252
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a. melaksanakan penJrusunan rencana kerja Seksi;
b. melaksanal<al penyiapan ba_han dan perumusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan dan mutu hasil perikanan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan dan mutu hasil perikanan;

d. menJrusun kebijakan dan strategi peningkatan
mutu produk perikanan melalui penerap€rn
teknologi pengolahan yang inovatif dan sesuai
standar;

e. mengembangkan program pembinaan kepada
pelaku usaha dalam rangka:;

f. meningkatkan mutu produk perikanan melalui
sertifikasi, pelatihan, dan pendampingan terkait
standar mutu;

C. mendorong penggunaan teknologi tepat guna
daiam pengolahan hasil perikanan untuk
meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;

h. menyusun pedoman dan standar operasional
prosedur (SOP) yang mengatur tentang
pengolahan produk perikanan yang ramah
lingkungan dan sesuai dengan standar keamanan
pangan;

i. melaksalakan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengolahan hasil
perikanan di lapangan untuk memastikan
kualitas produk tetap terjaga sesuai dengan
standar yan g ditetapkan;

j. menl'usun dan melaksanakan program pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha
pengolahan perikanan dalam hal teknologi
pengolahan, sanitasi, dan pengendalian mutu;

k. menlrusun laporan berkala yang mencakup
pelaksanaan kegiatan pembinaan, evaluasi mutu
produk perikanan, serta rekomendasi untuk
perbaikan kualitas dan pengolahan;

1. menyusun kebijakan terkait dengan jaminan
keamanan pangan dari hasil pengolahan
perikanan sesuai dengan standar internasional;

m. melaksanakal pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan,
Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan.

(21 Seksi Pemasaran dan Promosi Produk Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lO ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. melaksanakan penJmsunan rencana kerja Seksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pemasarErn dan promosi produk perikalan;

c. melaksankan penyiapan..... / 253
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c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pemas€rrzrn dan promosi produk perikanan;

d. mengembangkan rencana pemasarran tahunal
yang mencakup analisis pasar, segmentasi pasar,
strategi pemas€rrErn produk perikanan, serta alat-
alat promosi yang tepat untuk memperkenalkan
produk perikanan;

e. menJrusun dan melaksanakan program promosi
produk perikanan, termasuk penyelenggaraan
p€rmer€rn, seminar, dan kegiatal lainnya yang
bertujuan meningkatkan fea.sibilitg produk di
pasar;

f. membangun dan memperkuat jaringan distribusi
produk perikanan untuk memastikan produk
sampai ke konsumen dengan kualitas yang
terjaga dan tepat waktu;

g. melakulan pemantauan dan evaluasi terhadap
efektivitas strategi pemasar€rn dan distribusi,
serta memberikal rekomendasi untuk perbaikan
dan pengembangan lebih lanjut;

h. Beke{a sama dengan pelaku usaha, asosiasi, dan
lembaga terkait untuk menciptakan peluang
pemasaran dan distribusi yang lebih luas bagi
produk perikanan;

i. menyusun laporan berkala terkait pelaksanaan
kebdalan pemasaran dan distribusi hasil
perikanan, serta memberikan informasi terkait
perkembangan pasar produk perikanan;

j. men5,'usun program yang berfokus pada
peningkatan daya saing produk perikanan
melalui inovasi produk dan pemasaran yang lebih
efektif dan efisien;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan,
Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2lO ayal (3) huruf c mempunyai tugas:
a. melaksanakan pen5rusunan rencana ke{a Seksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengawasan dan pengendalian sumber daya
kelautan dan perikanan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengawasan dan pengendalian sumber daya
kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan penyiapan..... / 254
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melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasl
pelaksanaan pengawas€rn dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanal, termasuk kapal perikanan, alat
tangkap, kegiatan penangkapan ikan, budidaya
laut dan perairan umum, serta pengolahan dan
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
melaksanakan penlapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan pengawas€rn terhadap kegiatan
perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan
pemaszrrErn hasil kelautan dan perikanal, serta
terhadap kawasal pesisir, zona konservasi laut
daerah, pengelolaan pulau-pulau kecil dan
pulau-pulau terluar di wilayah provinsi;
melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan penanganan pelalggaran di bidang
kelautan dan perikanan, termasuk pelanggaran
seperti penangkapan ikan ilegal (ifiegal fi.shing),
penggunaan alat tangkap tidak ramah
lingkungan, dan pelanggaran uin budidaya;
mengoordinasikan pelaksanaar pengawasan dan
pengendalian, termasuk patroli pengawasan laut,
inspeksi lapangan terhadap usaha budidaya,
pengolahan hasil perikanan, dan kegiatan
pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
mengoordinasikan penanganan pelanggaran,
termasuk verifikasi laporan pelanggaran,
pemeriksaan kasus pelanggaran, serta
pelimpahan berkas pelanggaran kepada penyidik
atau instansi berwenang;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala
atas kepatuhan pelaku usaha terhadap izin
operasi kapal perikanan, standar usaha
budidaya, serta kegiatan pengolahan dal
pemasaran hasil laut;
melaksanatan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan,
Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan.

BAB XIX
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 212
(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.

d
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(21 Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Pasal 213
(1) Susunan Organisasi Dinas perkebunan dan

Peternakan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat,membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. BidangPerkebunan, membawahkan:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
membawahkan:
1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan

Pemasaran.
e. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana

membawahkan:
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
3. Seksi Penyuluhan.

{21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan
Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 2I4
(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perlrmusan kebijakan teknis di bidang

perkebunan dan peternakan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan pemerintah
daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan
dan peternakan;

c. pelaksanaan evaluasi..... / 256
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perkebunan dan peternakan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 2 l5
(1) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf
a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, menga-rahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan di bidang perkebunan dan peternakan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
menJrusun rencana kerja telois di bidang
pertanian sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangal;

b. pen5rusunan rencana strategis Dinas Perkebunan
dan Peternakan berdasarkan renc€rna strategis
Pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk
kejelasan arah penyrrsunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja
Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
ketepatan percepatan sasaran program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Perkebunan dan Peternal<al berdasarkan
program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat
Perkebunan dan Peternakan, bidang-bidang
pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dan
UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
agar kegiatan berjalan sesuai dengan program
kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:

g. penyelenggaraankewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengoordinasian..... I 257
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pengoordinasiarl kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawaszrn di bidang
pertanian dan menetapkan standar pelayanan
minimal UPID berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai acuErn dalam
pelaksanaan tugas;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak
ketiga berdasarkal peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penErnganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pengawasan dan penilaian kepada pegawai
dengan cara memberikan pengarahan dan
pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
pelaksanaan evaluasi program Sekretariat Dinas
Perkebunan dan Peternakan, bidang-bidang pada
Dinas Perkebunan dan Peternakan dan UPTD
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian
pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.
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Paragraf 3
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 2 16
(1) Sekretariat Perkebunan dan Peternakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikal dan mengendalikan kegiatan
penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan
keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat Perkebunan dan Petemakan dalam
melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja

Sekretariat Perkebunan dan Peternakan;
b. pelaksanaanpengoordinasiandalampenyusunan

rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Perkebunan dan Peternakan;

c. pelaksanaan pengoordinasian.... - /258
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c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan
penyajian data statistik linglrup Dinas
Perkebunan dan peternakan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas
Perkebunan dan peternakan;

e. pengelolaan barang milik daeral lingkup Dinas
Perkebunan dan Peternakan;

f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Perkebunan dan Peternakan;

g. pengelolaanpelayananadministrasikepegawaian
Dinas Perkebunan dan Peternakan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas Perkebunan dan Peternakan;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelalsanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dal peiayana-n
publik di lingkungan Dinas Perkebunan dan
Peternakan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
prograrn dan kegiatan Dinas Perkebunan dan
Peternakan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dinas Perkebunarl dan Peternakan;
dan

l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 217
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian Program dan

Keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan dokumen

perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis
(Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Ke{a (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dan Pedanjiar Kinerl'a (PK) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pembinaal administrasi
perencanaan di lingkup Dinas Perkebunan dan
Peternakan;

d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit-unit ke{a di lingkup Dinas;

e. mengoordinasikan.... -/ 259
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e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi profil
Dinas;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kine4'a
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksalaan program dan kegiatan Dinas;

C. melaksanakanpengoordinasianpenyiapanbahan
dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan
penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
(LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj
AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),
laporan realisasi kineq'a dan keuangan
triwulanan atas pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(sAKrP);

i. melalsanakal pembinaan penatausahaal
keuangan;

j. menatausahakan pengelolaal keualgan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
1. meneliti dan melakukan verifrkasi tagihan

pembayaran, antara lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan bararg dan

jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah
disetujui oleh PA/KPA; dan

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/cU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

m. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan
SPM dengan kelengkapannya kepada BUD
melalui bendahara pengeluaran;

n. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
o. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

pengawasan defi nitif anggaran/ kegiatan, register
kontrak/ surat perintah kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

p. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran
untuk kepentingan pengawas€ul dan
pengendalian;

q. menyiapkan bahan dan menJrusun Rencana
Kebutuhan Barang Dinas Perkebunan dan
Peternakan;
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r. mengelola barang milik negara /daerah lingkup
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

s. menyiapkan bahan dan menJrusun laporan
keuangan Dinas Perkebunan dan peternakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Program dan Keuangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Subb^gan Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menlrusun rencana kerja Subbagian Umum dal

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaaa, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomor€rn, pengagendaan dan

penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan darr meneliti bahan penyusunan
produk hukum daerah yalg berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan
Peternakan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas Perkebunan dan Peternakan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Perkebunan dan Peternakan;

j. menyusun jadwal dan mengelola rapat,
kunjungan tamu, dan acara- acara kedinasan
lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman
yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan ;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaral
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pemaltauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum dan Kepegawaian; dan

n. melaksanalan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragrat 4...../261
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Paragraf 4
Bidang Perkebunan

Pasal 217
(1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 213 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang
Pembibitan dan Produksi Perkebunan, Perlindungan
dan Sanitasi Tanaman Perkebunan, serta Pengolahan,
Pemasaran dan Diversilikasi Produk Perkebunan.

(21 Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelen ggarakan fu ngsi :

a. penJrusunan rencana kerja Bidang Perkebunan;
b. persiapal bahan dan perumuszrn konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
perkebunan;

c. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan perkebunan;

d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di
bidang perkebunan;

e. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di
bidang perkebunan;

f. pemberial bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang perkebunan;

g. pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam dan
dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;

h. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha
dan pencegahan kebakaran di bidang
perkebunan;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraanurusan
produksi, perbenihan, perlindungan di bidarg
perkebunan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan;
dan

k. pelaksalaan fungsi kedinasan lain yarrg
diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) BidangPerkebunan, membawahkan:
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
b. Seksi Produksi; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 2 19
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. men)'usun program kerja Seksi Perbenihan dan

Perlindungan;
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b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
perbenihan di bidang perkebunan dan
perlindungan pekebun;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengal perbenihan dibidang
perkebunan dan perlindungan pekebun;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan
pengujian mutu benih di bidang perkebunan;

e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih
dan pengendalian sumber benih di bidang
perkebunan;

f. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan
rencana kebutuhan benih dan pengembangan
varietas unggul;

g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan
yang beredar;

h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
produksi benih dan kelembagaan benih
perkebunan;

i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
teknis perbenihan di bidang perkebunan;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengal
perbenihan;

k. menyiapkal bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
perlindungal di bidang perkebunan;

1. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan perlindungan di bidang
perkebunan;

m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;

n. melakukan penyiapan bahan pengamatan
organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;

o. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan
pemantauan organisme pengganggu tumbuhan
perkebunan, bimbingan operasional pengamatan
dan peramalan orgalisme pengganggu tumbuhal
perkebunan;

p. melakukan pengelolaan data organisme
pengganggu tumbuhan perkebunan;

q. melakukan penyiapan bahan bimbingan
kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan
perkebunan;

r. melaksarrakaa penyiapan sekolah lapangan
pengendalian hama terpadu perkebunan;

s. melaksanakan penyiapan bahan penanganan
dampak perubahan iklim dan bahan
penanggulangan bencana alam di bidang
perkebunan;

t. melaksanakan..... I 263



t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporal pelaksanaan tugas Seksi perbenihan
dan Perlindungan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Seksi Produksi sebagaimana dimalsud dalam pasal
278 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi Produksi;
b. menyiapkal bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
produksi perkebunan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan produksi perkebunan;

d. melaksanakan penyiapan bahan penlrrsunan
rencana tanam dan produksi tanaman di bidang
perkebunan;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu da-n
produksi di bidang perkebunan;

f. melaksanakan penyiapan bahan dal koordinasi
peiaksanaan bimbingan penerapan teknoiogi
budidaya di bidang perkebunan;

g. melaksanakan penyiapan bahal rekomendasi
kesesuaian lahan perkebunan;

h. melaksanaLan pengumpulan, pengolahan, darr
penyajian data yang berkenaan dengan produksi
perkebunan;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3) huruf
c, mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi

Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan perllmusan

konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan dan pemasaran hasil produk
perkebunan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahan dan pemasaran hasil produk
perkebunan;

d. melaksana-kan penyiapan bahan bimbingan dan
pengembangan unit pengolahan hasil di bidang
produk perkebunan;

e. melaksanakan penyiapal kebutuhan alat
pengolahan hasil di bidang produk perkebunan;

f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara
produksi pangan olahan yang baik;

C. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasi pasar;

h. melaksankan fasilitasi...../264
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melal<sanakan fasilitasi promosi produk
perkebunan;
melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran
hasil produk perkebunan;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data yang berkenaan dengan
pengolahan dan pemasaran hasil produk
perkebunal;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan Pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Produk Perkebunan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22O
(1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 213 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2\ Bidang Peternalan da,lam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja Bidang;
b. menyiapkan bahan dan perLrmusan konsep

kebijalan teknis yang berkenaan dengan
peternakan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan peternakan;

d. mengelola sumber daya genetik hewan;
e. merencanakan kebutuhan dan penyediaan

benih/bibit ternak, pakan temak dan benih/bibit
hijauan pakan ternak;

f. mengendalikan penyakit hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;

g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
urusan pembibitan, produksi, kesehatan hewan,
pengolahan dan pemasaran;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

i. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
membawahkan:
a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

h
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Pasal 22 1

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22O ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a menJrusun progr€rm kerja Seksi perbibitan dan

Produksi;
b menyiapkan bahal dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan pembibitan dan
produksi;

c menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan pembibitan dan
produksi;

d melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
pengelolaan sumber daya genetik hewan serta
rumpun / galur ternak yang terdapat pada lebih
dari I (satu) daerah Kabupaten/Kota;

e melaksanakan penyiapan ba-l.an pelaksanaan
pengawas€rn mutu dan peredaran pakan,
benih/bibit ternak dan hijauan palan ternak di
lintas daerah Kabupaten/ Kota;

f melaksanakan penyiapan bahan pelaksalaan
pengendalian peredaran pakan, benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak lintas daerah
Kabupaten/Kota;

g melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
penyediaan dan pengenda'lieur peredar-an pakan,
benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
yang sumbernya dari dan ke provinsi lain;

h melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
peningkatan kualitas pakan, benih/bibit ternak
dan hijauan pakan ternak;

i melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan
rumpun/galur temak yang wilayahnya lebih dari
satu daerah Kabupaten/ Kota;

j melaksanalan penyiapan bahan pengawascln
produksi, mutu, pakan dan benih/bibit hijauan
pakan ternak;

k melaksanakan penyiapan bahan pengujian
benih/bibit hijauan pakan ternak;

1 melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
peningkatan produksi ternak;

m melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan
kelompok peternak;

n melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan
pembibitan dan produksi;

o melaksanalan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan
dan Produksi; dan

p melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
d iberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Kesehatan..... / 26 6
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(21 Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22O ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a menJrusun program kerja Seksi Kesehatan

Hewal;
b menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijalan teknis yang berkenaaa dengan
kesehatan hewan;

c menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan kesehatan hewan;

d melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan
mutu obat hewan tingkat distributor;

e melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan pengawaszrn peredaran dan
penerapan mutu obat hewan;

f melaksanakan penyiapan bahan penerbitan
rekomendasi usaha distributor obat hewan;

g melaksanakan penyiapan bahan pemberian
rekomendasi penerbitan izin pembangunan unit
pelayanan kesehatan hewan di Daerah;

h melaksanakan penyiapan bahan pembinaan,
pengawasan dan penerapan standar teknis
minimal unit pelayanan kesehatan hewan;

i melaksanakal penyiapan ba-tlan pelaksanaal
fasilitasi sarana prasarana pengelolaan
kelembagaan kesehatan hewan;

j melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit
hewan lintas Kabupaten/ Kota;

k melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
pengawasan penutupan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular lintas daerah
Kabupaten/ Kota;

I melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
pengenda-lian dan penanggulangan wabah
penyakit hewan menular lintas Kabupaten/ Kota;

m melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan
kesehatan hewan;

n melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

o melaksanalan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22O ayat (3) huruf
c mempunyai tugas:
a. men]'usun program kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijalan teknis yang berkenaan dengan
kesehatan masyarakat veteriner;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat
veteriner;

d. melaksankan..... / 267
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d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan
pedoman teknis persyaratan rumah potong
hewan, rumah potong unggas, dan unit usahi
produk asal hewan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan penilaian
penerapan penanganan limbah dampak, hygiene
dan sanitasi usaha produk hewan;

f. melaksanakan pemberian fasilitasi sertifikasi
unit usaha produk hewan skala kecil;

g. melaksanakan penyiapan sertilikasi veteriner
pengeluaran produk hewan;

h. melaksanakan penlapan bahan pencegahan
penularan zoonosis;

i. melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis kesehatan masyarakat
veteriner;

j. melaksanalan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan
kesehatan masyarakat veteriner;

k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaar
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengolahal dal pemasar€rn hasil produk
peternakan;

1. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan darr
pengembangan unit pengolahan hasil di bidang
produk peternakan;

m. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat
pengolahan hasil produk peternakan;

n. melaksanakal penyiapan bahan penerapan cara
produksi pangan olahan yang baik;

o. melaksanakan pelayanan dan pengembanga-n
informasi pasar;

p. melaksanakan fasilitasi promosi produk
peternakan;

q. melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran
hasil produk peternakan;

r. melaksalakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data yang berkenaan dengan
pengolahan dan pemasaran hasil produk
peternakan;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.

Paragrol 6.....1268
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Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan, Sarana prasarana dal penyuluhan

Pasal 222
(1) Bidang Pemberdayaan, Sarana prasarana dan

Penyrrluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 213
ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dan peternak,
Sarana dan Prasarana Produksi, dan Kerja Sama dan
Kemitraan.

(21 Bidang Pemberdayaan, Sarana Prasarana dan
Pen5,.uluhan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pen)'usunan program ke{a Bidang;
b. penyiapal bahan dan perumusan konsep

kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan
Pemberdayaan Petani dan Peternak, Sarana dan
Prasarana Produksi, dan Kerja Sama dan
Kemitraan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang Peny'uluhan dan Pemberdayaan Petani
dan Peternak, Sarana dal Prasarana Produksi,
dan Kerja Sama dan Kemitraan;

d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraal
penyuluhan dan pemberdayaan petani dan
peternak;

e. pelaksalaan koordinasi penyelenggaraan sarana
dan prasarana di bidang perkebunan dan
peternakan;

f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kerja
sama dan kemitraan di bidang perkebunan dan
peternakan;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana
membawahkan:
a. Seksi La.l.an, Irigasi dan Pembiayaan;
b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 223
(1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
PasaT 222 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. men5rusun program ke{a Seksi Lahan, Irigasi dan

Pembiayaan;

b. menyiapkan bahan..... / 269
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b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep
kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pengelolaan lahan dan irigasi;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan pengelolaan lahan dal
irigasi;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan
lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi
tersier;

e. melaksanakan penJrusunan peta pengembangan,
rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan
pengendalian lahan perkebunan;

f. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan
peta pengembangan dan pengendalian lahan
untuk peternakan;

g. melaksanakan penyiapan bal.an pengembangan
tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

i. melaksanakan pengumpulan dal menganalisis
data/informasi tentang iklim serta bencana
lingkungan akibat perubahan iklim (banjir dan
kekeringan);

j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
upaya pengendalian lahan perkebunan
berkelanjutan dalam rangka menekan laju alih
fungsi lahan perkebunan;

k. melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan
teknis dan supervisi pengolahan air untuk
kepentingan peternakan dan kesehatan hewan
agar memenuhi persyaratan baku mutu air
sesuai dengan peruntukannya;

1. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan
fasiltiasi upaya menekan laju emisi gas rumah
kaca;

m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan
fasilitasi pengembangan jaringan irigasi,
pemanfaatan sumber air dan konservasi air
(embung dan sumur resapan air);

n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan lahart dan
air;

o. membantu pembiyaan/permodalan dalam
bentuk barang/jasa kepada pelaku usaha
perkebunan dan peternakan OAP;

p. memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dan
petemakan untuk mendapat permodalan dari
perusahaan pembiayaan;

q. mendorong kemitraan dengan perusahaan
menengah atau besar dalam rangka bantuan
pembiayaan, peningkatan produksi dan/atau
pemasaran produk perkebunan dan peternakan;

r. melaksanakan..... / 27O
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r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi La-l.an, Irigasi
dan Pembiayaan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang prasarana dan
Sarala.

(21 Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi Pupuk, Pestisida

dan Alsintan;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan pupuk,
pestisida alat dan mesin;

c. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk,
pestisida, alat dal mesin pertanian;

d. melaksanakan pengawasan peredaran dan
pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian;

e. melaksanakan penjaminan mutu pupuk,
pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan;

f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan
memfasilitasi pengembangan pupuk organik dan
pestisida organik untuk mendukung
pengembangan perkebunan;

g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
penyusunan dan pengawalan penyaluran pupuk
bersubsidi untuk pengembangan perkebunan;

h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan
fasilitasi pengembangan alat dan mesin pertaniar
untuk mendukung pengembangan pertanian;

i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaal
identifikasi dan fasilitasi pengembangan
peralatan dan teknologi di bidang perkebunan
dan peternakan;

j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan
pengendalian penerapan teknologi di bidang
perkebunan dan peternakan;

k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
keq'asama di bidang pengembangan peralatan
dan teknologi di bidang perkebunan dan
peternakan;

1. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan
fasilitasi pengembangan kelompok usaha
pelayanan jasa alsintan dan bengkel-bengkel
alsintan;

m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan pupuk,
pestisida, alat dan mesin;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pupuk,
Pestisida dan Alsintal; dan

o. melaksanakan..... / 27 I
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o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menJrusun program kerja Seksi penyuluhan;
b. :menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

.kebijakan teknis penyuluhan yang berkenaan
dengan penyuluhan di bidang perkebunan dan
petemakan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
l/ang berkenaan dengan penl'uluhan di bidang
perkebunan dan peternakan;

d. rnelaksanakan penyiapan bimbingan
l<elembagaan penluluhan di bidang perkebunan
(lan peternakan sesuai dengan ketentuan
peraturzrn perundang-undangan;

e. rnelaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelal<sanaan pemberian fasilitasi penumbuhan
clan pengembangan kelembagaan dan forum
rnasyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. rnelaksanal<al penyiapan bahan penguatan,
prengembangan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan penl'uluhan di bidang perkebunan
dan peternakan;

g. melaksanakan penyiapan bahan penguatan,
pengembangan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan di bidang perkebunan dan
peternakan;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi
akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan di
bidang perkebunan dan peternakan;

i. nrelaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi
sertifikasi dan akreditasi kelembagaan di bidang
perkebunan dan peternatan;

j. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan
pemberian penghargaan balai penyrrluhan di
bidang perkebunan dan peternakan;

k. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan
database di bidalg ketenagaan penyuluhan di
bidang perkebunan dan peternakan;

l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
kompetensi kerja ketenagaan peny'uluhan di
bidang perkebunan dan peternakan;

m. melaksana,kan penyiapan bahan dan fasilitasi
penilaian dal pemberian penghargaan kepada
penyuluh di bidang perkebunan dan peternakan
yang berprestasi;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelalsanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;

o. melaksanalan..... I 272
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o melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan pengembangan metode penyrluhan
dan pengelolaan informasi penl'uluhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundalg-
undangan;
melaksanakan penyiapan bahan informasi dan
media penyuluhan di bidang perkebunan dan
peternakan;
melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
dan pengelolaan sistem manajemen informasi di
bidang penyuluhan;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan
kelembagaan, ketenagaan, metoda dan informasi
di bidang perkebunan dan peternakan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan peiaksanaan tugas Seksi; dal
melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bidang Peny'uluhan,
Pengolahan dan Pemasaran.

BAB XX
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagran Kesatu
Kedudukan

(1)
Pasal 224

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan
unsur pelaksana urllsan pemerintahan di bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi
kewenangan Daerah.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

(2)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 225
(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dal Keuangar;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Energi, membawahkan:
1. Seksi Energi Baru, Terbarukan dan

Konservasi Energi;
2. Seksi Ketenagalistrikal; dan
3. Seksi MinYak dan Gas Bumi'

p

q

r

S

t

d. Bidang Geologq..... I 27 3
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d. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan:
1. Seksi Geologi dan Pemetaan Potensi Sumber

Daya;
2. Seksi Air Tanah dan Geohidrologi; dan
3. Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan

Pengendalian Lingkungan Tambang.
e. Bidang Mineral dan Pertambangan,

membawahkan:
1. Seksi Mineral dan Pertambangan Rakyat;
2. Seksi Pengawasan Pertambangan dan

Keselamatan Kerja; dan
3. Seksi Reklarnasi dan Lingkungan

Pertambangan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan F\rngsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal226
(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai

tugas membantu Gubemur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuaa yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksalaal tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yartg
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
darl fungsinya.

Paragral 2...../274
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Pasil 227
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Dinas di bidang Energi dal
Sumber Daya Mineral.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis
di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. penJrusunan rencana strategis Dinas
berdasarkan rencana strategis Pemerintah
Daerah melalui usulan program, permasalahan
dan skala prioritas untuk kejelasan arah
penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian dan menetapkan rencala kerja
Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran
program;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;

e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang
dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan
progrzrm kerja masing- masing:

f. penandatanganan naskah Dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:

s. penyelenggaraan kewenangan desentralisasidan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan di bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral dan menetapkan
standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;

j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan ag€rr penanganan
permasalahan tepat sasaran;

k. pelaksanaan pemantauan. .... / 27 5
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pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan
kinerja pegawai;
pelaksanaan evaluasi pelalsanaan program
sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalarn rangka akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah; dan
pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

olaan pelayanan administrasi kepegawaian

m

n

o

(1)

(2t

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal228
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penJmsunan rencana dan
program ke{a, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
kepegawaian.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pen3rusunan rencana dan program kerja

Sekretariat;
b. pelaksanaanpengoordinasiandalampen5rusunan

rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan

penyajian data statistik lingkup Dinas;
d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum

Dinas
penge
Dinas
pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalalsanaan,
kerja sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas;
pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;

h.

I

j. pelaksanaan..... / 27 6
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j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporal pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan

1. pelalsanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Progr:am dan Keuangan dal;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

n. melakukan...../277

Pasal 229
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22a ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan rencana program

dan kegiatan, meliputi rencana strategis, rencana
ke{a, indikator kine{a utama, rencana kerja dan
anggaran , serta penetapan kinerja;

c. melakukan pengumpulan dan
pengadministrasian rencana kerja dan anggaran,
dari unit ke{a di lingkungan Dinas;

d. melakukan penyusunan rencana kerja dal
anggaran berdasarkan usulan unit kerja dan
hasil pembahasan internal pada Dinas;

e. melakukan pengurusan administrasi dokumen
pelaksanaan anggaran dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan
di lingkup Dinas;

g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Dinas untuk penyiapal bahan
menyusun laporan akuntabilitas kine{a instansi
pemerintah Dinas dan laporan kedinasan
lainnya;

i. melakukan penJrusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
k. melakukan pemrosesan surat permintaan

pembayaran dan surat perintah membayar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

I. melakukal pengelolaan kas Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
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n. melakukan pelayanan lainnya di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan;

o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai
bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan Dinas;

p. melakukan penyusunan laporan keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaial;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomor€rn, pengagendaan dan

penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoraa;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

t menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas;

a. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas,

kunjungan tamu Dinas, dan acara kedinasan
lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman
yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

t. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Paragrat 4...../278
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Paragraf 4
Bidang Energi

Pasal 230
(1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

225 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan
Energi.

(21 Bidang Energi dalam melaksanakal tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Energi;
b. penJrusunan perencanaan kegiatan pada Energi;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan Energi:
d. pelaksanaal kegiatan perencanaan Energi;
e. pengoordinasian kebijakan teknis Energi;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis perencanaan
Energi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Energi, membawahkan:
a. Seksi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi

Energi;
b. Seksi Ketenagalistrikan; dan
c. Seksi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 231
(1) Seksi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) huruf
a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan keblakan teknis

energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan energi

baru, terbarukan dan konservasi energl;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan energi baru, terbarukan
dan konservasi energi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan energi
baru, terbarukan dan konservasi energi;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
energi baru, terbarukan dan konservasi energi;

f. melaksanalaa pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis Seksi Energi Baru,
Terbarukal dan Konservasi Energi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Seksi Ketenagalistrikan..... I 279



-279-

(21 Seksi Ketenagalistrikan dimaksud dalam Pasal 230
ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkal bahan perumusan kebijakan teknis

Ketenagalistrikan;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

Ketenagalistrikan;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan Ketenagalistrikan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

Ketenagalistrikan;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

Ketenagalistrikan;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis seksi
Ketenagalistrikan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 230 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

Minyak dan Gas Bumi;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Minyak

dan Gas Bumi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Minyak

dan Gas Bumi;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

Minyak dan Gas Bumi;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis seksi Minyak dan Gas
Bumi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragraf 5
Bidang Geologi dan Air Tanah

PasaT 232
(1) Bidang Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 225 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan Geologi dan Air Tanah.

(21 Bidang Geologi dan Air Tanah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Geologi dan Air
Tanah;

b. pen5rusunan perencanaan kegiatan pada Geologi
dan Air Tanah;

c. pembina...../28O
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c. pembina, pengawasan dan pengendalian kegiatan
Geologi dan Air Tanah;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan Geologi dan
Air Tanah;

e. pengoordinasian kebijakan teknis Geologi dan Air
Tanah;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis perencanaan Geologi
dan Air Tanah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Geologi dan Air Tanah membawahkan:
a. Seksi Geologi dan Pemetaan Potensi Sumber

Daya;
b. Seksi Air Tanah dan Geohidrologi; dan
c. Seksi Mitigasi Benca-na Geologi dan Pengendalian

Lingkungan Tambang.

Pasal 233
(1) Seksi Geologi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) huruf
a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahal perumusan kebijalan teknis

Geologi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya;
b. menyiapkan ba-l.an perencanaan kegiatan Geologi

dan Pemetaan Potensi Sumber Daya;
c. menyiapkan bahan pembina€rn, pengawasan dan

pengendalian kegiatan Geologi dan Pemetaan
Potensi Sumber Daya;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Geologi
dan Pemetaan Potensi Sumber Daya;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
Geologi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya;

f. melaksanakan pemantauan, eva-luasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi Geologi dan
Pemetaan Potensi Sumber Daya; dan

g. melaksanal<an tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(21 Seksi Air Tanah dan Geohidrologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

air tanah dan geohidrologi;
b. menyiapkal bahan perencanaan kegiatal air

tanah dan geohidrologi;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan air tanah dan geohidrologi.
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan air

tanah dan geohidrologi;
e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis

air tanah dan geohidrologi;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis seksi air tanah dan
geohidrologi; dan

g. melaksanakan..... I 281
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g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Pengendalian
Lingkungan Tambang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusal kebijakan teknis

mitigasi bencana geologi dan pengendalian
lingkungan tambang;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
mitigasi bencana geologi dan pengendalian
lingkungan tambang;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan mitigasi bencana geologi
dan pengendalian lingkungan tambang;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
mitigasi bencana geologi dan pengendalian
lingkungan tambang;

e. Menyiapkan bahan koordinasi kebijalan teknis
mitigasi bencana geologi dan pengendalian
lingkungan tambang;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi Mitigasi
Bencana Geologi dan Pengendalian Lingkungan
Tambang; dan

g. melalsanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragraf 6
Bidang Mineral dan Pertambangan

Pasal234
(1) Bidang Mineral dan Pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf e
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan yang berkenaan dengan mineral dan
pertambangan.

(21 Bidang Mineral dan Pertambangan melaksanakan
tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

menyelenggarakan fu ngsi:
a. perumusarl kebijakan teknis Mineral dan

Pertambangan;
b. pen1rusun€rn perenc€rnaan kegiatan pada Mineral

dan Pertambangan;
c. pembina, pengawasan dan pengendalian kegiatart

mineral dan pertambangan;
d. pelaksanaan kegiatan perencanazrn Mineral dan

Pertambangan;
e. pengoordinasian kebijakan teknis Mineral dan

Pertambangal;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis perencanaan Mineral
dan Pertambangan; dan

g. pelaksanaan tugas..... / 282
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Mineral dan Pertambangan membawahkan:
a. Seksi Mineral dan Pertambaagan Rakyat;
b. Seksi Pengawasan Pertambangan dan

Keselamatan Keq'a; dan
c. Seksi Reklamasi dan Lingkungan Pertambangan.

Pasal 235
(1) Seksi Mineral dan Pertambangan Rakyat dimatsud

dalam Pasal 234 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

mineral dan pertambangan rakyat;
b. menfapkan bahan perencanaan kegiatan

mineral dan pertambangan rakyat;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan mineral dan
pertambangan rakyat;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan mineral
dan pertambangan rakyat;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
mineral dan pertambangan rakyat;

f. melaksanalan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi mineral dan
pertambargan rakyat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(21 Seksi Pengawasan Pertambangan dan Keselamatan
Ke{a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat
(3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengawasan pertambangal dan keselamatan
kerja;

b. menyiapkan bahan perenc.rna€rn kegiatan
pengawasan pertambangan dan keselamatan
kerja;

c. menyiapkan bahan pembinatrn, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengawasan
pertambalgan dan keselamatan keda;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengawasan pertambangan dan keselamatan
ke{a;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengawas€rn pertambangan dal keselamatan
ke{a;

f. melaksanakal pema-ntauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis Seksi Pengawasan
Pertambangal dan Keselamatan Kerja; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Reklamasi...../283
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(3) Seksi Reklamasi dan Lingkungan Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3) huruf
c mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebdakan teknis

reklamasi dan lingkungan pertambangan;
b. menyiapkan ba-l.an perencanaan kegiatan

reklamasi dan lingkungan pertambangan;
c. menyiapkan bahan pembinaErn, pengawasan dan

pengendalian kegiatan reklamasi dan lingkungan
pertambangan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
reklamasi dan lingkungan pertambangan;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
reklamasi dan lingkungan pertambangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijalan teknis seksi reklamasi dan
lingkungan pertambangan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 236
(U Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi
kewenangan Daerah.

(21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

PasaT 237
(1) Susunan Organisasi Perindustrian dan Perdagangan

terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. BidangPerindustrian, membawahkan:
1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
2. Seksi Industri Agro, Manufaktur dan Aneka;

dan
3. Seksi Industri Kreatif, Produk Da-lam Negeri

dan Peningkatan Nilai Tambah.

d. Bidang Perdagangan. ....1284
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d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
1. Seksi Perdagangal Dalam Negeri;
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
3. Seksi Pengendalian pasar, Harga dan

Perlindungan Konsumen.
e. Bidang Fasilitasi, Standardisasi dan pengawasan

Industri dan Perdagangan, membawahkan:
1. Seksi Fasilitasi Investasi, dan

Pengembangan Industri;
2. Seksi Standardisasi, Mutu dan Teknologi

Industri; dan
3. Seksi Pembinaan UMKM, Pemasaran dan

Pengembangan Koperasi Lokal.
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Bagian Ketiga
Uraian T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 238
(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang perindustrian dan
perdagangan yang menjadi kewenangal Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dinas Perindustrial dal Perdagangan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perlrmusan kebijakan teknis di bidang

perindustrian dan perdagangan sesuai dengan
rencana strategis yalg ditetapkan Pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian
dan perdagangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perindustrian dan perdagangan;

d. pelaksanaan administrasi Perindustrian dan
Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2...../285



-285-

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 239
(U Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23T ayat (1) huruf
a, mempunyai tugas memimpin, merumusk€rn,
mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan Perindustrian dan Perdagangan di bidang
perindustrian dan perda ga 'rgan.(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas Perindustrian mempunyai
fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan rencana program

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk
men)'usun rencana kerja teknis di bidang
perindustrian dan perdagangan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Penyusunan rencana strategis Dinas
Perindustrial dan Perdagangan berdasarkan
rencelna strategis Pemerintah Provinsi melalui
usulal program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penJmsunan
rencana kerja;

c. Pengoordinasian dan Penetapan rencana kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan
mengaralrkan dan memberi petunjuk untuk
ketepatan percepatan sasaran program;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan
Program untuk sinkronisasi tugas;

e. Pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang
dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya agar kegiatan be{alan sesuai dengan
program kerja masing-masing:

f. penandatanganan naskah Dinas Perindustrian
dan Perdagangan sesuai dengan kewenangannya
untuk tertib administrasi:

g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasidan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

h. pengoordinasian kegiatan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan di bidang
Perindustrian dan Perdagangan dan menetapkan
standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan keqa...... / 286
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pelaksanaan ke{a sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
pelaksanaan pembinaan kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk optimalisasi tugas;
pelaksanaan pengawas€rn dan penilaian kepada
pegawai dengan cara memberikan pengarahan
dan pembinaan sesuai dengan
peraturan/pedoman dalam ralgka meningkatkan
kinerja pegawai;
pelaksalaan eva-luasi pelaksanaan program
sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan
realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kine{a
instansi pemerintah; dan
pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.

n

o

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 24O
(1) Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 237

ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan
program kerja, pengelolaan keuangan dan
perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan rencana dan program kerja

Sekretariat;
b. pelaksanaanpengoordinasiandalampenyusunan

rencana dan program kerja serta anggaran Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

c. pelaksanaal pe penyusunan dan
penyajian data statistik lingkup Dinas
Perindustrian dal Perdagangan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

f. pengelolaan pelayalrat..... / 287
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f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

g. pengelolaanpelayananadministrasikepegawaian
Dinas Perindu strian dan Perdagangan;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kerl'a sama, perundang-undangan, kearsipan,
perpustakaan, hubungan masyarakat dan
protokol Dinas;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, sistem akuntabiiitas kinerja
instansi pemerintah, dan pelayanal publik di
lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
progrErm dan kegiatan Dinas Perindustrian dan
Perdagalgarr;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat; dan

1. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
Kepala Perindustrian dan Perdagangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaiaa.

Pasal 241
(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24O ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. melakukan penJrusunan program dan rencana

kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
b. mengoordinasikanpenyusunanrencanaprogram

dan kegiatan, meliputi rencana strategis, rencana
kerja, indikator kinerja utama, rencana ke{a dan
anggaran, serta penetapan kinerja

c. melakukan pengumpulan dan
pengadministrasian usulan rencana kerja dan
anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan ;

d. melakukan pen)'usunan Rencana Kerja dan
Anggaran berdasarkan usulan unit kerja dan
hasil pembahasan internal pada Dinas
Perindu strian dan Perdagangan;

e. melakukan pengurusan administrasi dokumen
pelaksalaal anggaran dengan
mengoordinasikannya pada pihak terkait;

f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan
di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

C. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. melakukan koordinasi..... / 288
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h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan untuk penfapan bahan men5rusun
laporan akuntabilitas kine{a instansi pemerintah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan
laporan kedinasan lainnya;

i. melakukan penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian
dan Perdagangan;

j. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan ;

k. melakukan pemrosesan surat permintaan
pembayaran dan Surat Perintah Membayar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

l. melakukan pengelolaan kas Dinas Perindustrian
dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perunda-ng-undangal;

m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang
berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

n. melakukan pelayanan lainnya di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

o. menyimpal bukti transaksi keuangan sebagai
bahan penlrrsunan laporan pertanggungjawaban
keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

p. melakukan pen1rusunan laporan keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

q. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
sesuai dengan permasalahannya;

r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

(21 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24O ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. men),usun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanalal penomoran, pengagendaan dal

penggandaarl naskah dinas sesuai dengan tata
naskah dinas;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan
pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;

f. menyiapkan..... / 289
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f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan
produk hukum daerah yang berkenaan dengan
tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
kehumasan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

j. meny'usun jadwal dar mengelola rapat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, kunjungan tamu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan
acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan
ketentuan dan pedoman yang berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran
kinerja pegawai;

m. melaksanakan pema-ntauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Sekretaris.

Paragral 4
Bidang Perindustrian

Pasal 242
(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 237 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan perindustrian.

(21 Bidang Perindustrian dalam melaksanakal tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggaral<an fu ngsi:
a. perumusurn kebijakan teknis perindustrian;
b. pen5rusunan perencanazrn kegiatan pada

perindustrian;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan perindu strian;
d. pelaksanaan kegiatan perencanaan

perindustrian;
e. pengoordinasian kebijakan teknis perindustrian;
f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebdakan teknis perencanaan
perindustrian; dan

C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Perindustrian ..... /29O
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(3) Bidang Perindustrian, membawahkan:
a. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
b. Seksi Industri Agro, Manufaktur dan Aneka; dan
c. Seksi Industri Kreatif, Produk Dalam Negeri dan

Peningkatan Nilai Tambah.

Pasal 243
(1) Seksi Industri Kecil dan Menengah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

industri kecil dan menengah;
b. menyiapkan bahan perenc€rnazrn kegiatan

industri kecil dan menenga,h;
c. menyiapkan bahal pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan industri kecil dan
menengah;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
industri kecil dan menengah;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
industri kecil dan menengah;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi industri kecil
dan menengah; dan

g. melaksanal<an tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(21 Seksi Industri Agro, Manufaktur dan Aneka dimaksud
dalam Pasal 242 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

industri agro, manufaktur dan aneka;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

industri agro, manufaktur dan aneka;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan industri agro, manufaktur
dan aneka;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
industri agro, manufalrtur dan aneka;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
industri agro, manufaktur dan aneka;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi industri agro,
manufaktur dan aneka; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Industri Kreatif, Produk Dalam Negeri dan
Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 242 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

industri kreatif, produk dalam negeri dan
peningkatan nilai tambah;

b. menyiapkan bahan perencanaEln kegiatan
industri kreatif, produk dalam negeri dan
peningkatan nilai tambah;

c. menyiapkan bahar... - / 29 I
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menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan industri kreatif, produk
dalam negeri dan peningkatan nilai tambah;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
industri kreatif, produk dalam negeri dan
peningkatan nilai tambah;
menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
industri kreatif, produk dalam negeri dan
peningkatan nilai tambah;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi industri kreatif,
produk dalam negeri dan peningkatan nilai
tambah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 244
(1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 237 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
menyiapkan bahar perumus€rn kebijatan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan perdagangan.

(21 Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perdagangan;
b. penJmsunan perencanaan kegiatan pada

perdagangan;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan perdagangan;
d. pelaksanaan kegiatan perenc€rnaanperdagangan.
e. pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan;
f. Pelaksalaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan teknis perencanaar
perdagangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahkan:
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Ekspor; dan
c. Seksi Pengendalian Pasar, Harga dan

Perlindungan Konsumen.

(1) seksi e".arg"r,gr;""$ff Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) huruf a
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

perdagangan dalam negeri;

C

d

e

f.

b. menyiapkan ba}:,.an..... / 292
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b. menyiapkan bahan perenc.rnaan kegiatal
perdagangan dalam negeri;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan perdagangan dalam
negeri;

d. menyiapkan bahal pelaksanaan kegiatan
perdagangan dalam negeri;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
perdagangan dalam negeri;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi perdagangan
dalam negeri; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(21 Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Ekspor
sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 244 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

perdagangan luar negeri dan ekspor;
b. menyiapkan ballan perencanaan kegiatal

perdagangan luar negeri dan ekspor;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan perdagangan luar negeri
dan ekspor;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perdagangan luar negeri dan ekspor;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
perdagangan luar negeri dan ekspor;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi perdagangan
luar negeri dan ekspor; dan

C. melaksanakal tugas lain yarrg diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengendaliaq p6561', Harga dan Periindungan
Konsrrmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244
ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pengendalian pasar, harga dan perlindungan
konsumen;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
pengendalian pasar, harga dan perlindungan
konsumen;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalial kegiatan pengendalian pasar, harga
dan perlindungan konsumen;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pengenda,lian pasar, harga dan perlindungan
konsumen;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pengendalian pasar, harga dan perlindungan
konsumen;

f. melakukan.....l293
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melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi pengendalian
pasar, harga dan perlindungan konsumen; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Paragraf 6
Bidang Pasilitasi, Standardisasi dan Pengawasan Industri

dal Perdagangan

Pasal 246
(1) Bidang Fasilitasi, Standardisasi dan Pengawasan

Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 237 ayat (1) huruf e mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan
dengan fasilitasi, standardisasi dan pengawasan
industri dan perdagangan.

(21 Bidang Fasilitasi, Standardisasi dan Pengawasan
Industri dan Perdagangan melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakal fu ngsi:
a. perumusan kebijakan teknis fasilitasi,

standardisasi dan pengawasan industri dan
perdagangan;

b. penyusunan perencanaan kegiatan pada
fasilitasi, standardisasi dan pengawasan industri
dan perdagangan;

c. pembinaan, pengawas€rn dan pengendalian
kegiatan fasilitasi, standardisasi dan pengawasan
industri dan perdagangan;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan fasilitasi,
standardisasi dan pengawasan industri dan
perdagangan;

e. pengoordinasian kebijakan teknis fasilitasi,
standardisasi dan pengawasan industri dan
perdagangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis perencanaan
fasilitasi, standardisasi dan pengawasan industri
dan perdagangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Bidang Fasilitasi, Standardisasi dan Pengawasan
Industri dan Perdagangan membawahkan:
a. Seksi Fasilitasi Investasi, dan Pengembangan

Industri;
b. Seksi Standardisasi, Mutu dan Teknologi

Industri; dan
c. Seksi Pembinaan UMKM, Pemasaran dan

Pengembangan Koperasi Lokal.

f

Pasal247...../294



(1)

(2t

(3)

-294-

Pasal 247
Seksi Fasilitasi Investasi, dan pengembangan Industri
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 246 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

fasilitasi investasi dan pengembangan
industri;

b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
fasilitasi investasi dan pengembangan industri;

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan fasilitasi investasi dan
pengembangan industri;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatal
fasilitasi investasi dan pengembangan industri;

e. Menyiapkan bahaa koordinasi kebijakan teknis
fasilitasi investasi dan pengembangal
industri;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi fasilitasi
investasi dan pengembalgar industri; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Seksi Standardisasi, Mutu dan Teknologi Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

standardisasi, mutu dan teknologi industri;
b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan

standardisasi, mutu dan teknologi industri;
c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kegiatan standardisasi, mutu dan
teknologi industri;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
standardisasi, mutu dan teknologi industri;

e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
standardisasi, mutu dan teknologi industri;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teknis seksi standardisasi,
mutu dan teknologi industri; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

Seksi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
Pemasaran dan Pengembangan Koperasi Lokat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

pembinaan UMKM, pemasaran dan
pengembangan koperasi lokal;

b. menyiapkan bahan perencana€rn kegiatan
pembinaan UMKM, pemasaran dan
pengembangan koperasi lokal;

c. menyiapkan bahan..... I 295
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menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pembinaan UMKM,
pemasaran dan pengembangan koperasi lokal;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pembinaan UMKM, pemasar€rn dan
pengembangan koperasi lokal;
menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis
pembinaan UMKM, pemasaran dan
pengembangal koperasi lokal;
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan teloris seksi pembinaan
UMKM, pemasaran dan pengembangan koperasi
lokal; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

BAB XXII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 248
(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi
satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

(21 UPTD dipimpin oleh seorzrng Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukal UPTD didasarkan atas kebutuhan.
(4) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian

tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 249
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahliannya pada Dinas.

(21 Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban
kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dapat
bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja
dengan mekanisme kerja dan sistem kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penugasan pejabat fungsional dalam pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Kepala Dinas.

c

d

e

f

c
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(s) Pejabat fungsional melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas.

BAB XXIV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Kepala Dinas diangk., iff"or?Slnentikan oteh Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 251
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252
Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan
diberhentikal oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
TATA KERJA

Pasal 253
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar
unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagr
pelaksanaal tugas bawahannya.

(41 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan dan menyiapkan laporan secara
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan
organisasi dari bawahalnya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan..... / 297
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(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan
_satuan organisasi wajib memberikan bimbingan
kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat secara
berkala.

Pasal 254
Dalam hal pejabat berhalangan, dapat mendelegasikan
kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XXVI
JABATAN

Pasal 255
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatal Strukhrral Eselon

II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(21 Sekretaris dan Kepala Bidang merupakal Jabatan

Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan

Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan
Pengawas.

BAB XXVII
PENDANAAN

Pasal 256
Segala pendanaan yang diperlukan akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dibebaakan pada:
a. anggar€rn Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII
KRTENTUAN PERALIHAN

Pasal 257
Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku,
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 258

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

b. Peraturan Gubernur. . . .. / 298
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Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 13 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun
2022 lentans Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekeq'aan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2022 Nomor 7l;
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 15 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O22
Nomor 15);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 14 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor I4l;.
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor
12);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun
2022 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2022 Nomor 8);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipii dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nornor
ie);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 221;
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1O Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandial
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2022 Nomor 10);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2O22 Nomor 18);
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun
2O22 lentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Tengah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O22
Nomor 17);

c
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m. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 14 Tahun
2022 lentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Talrun 2O22
Nomor l4);

n. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 11 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kopcrasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Papua Tengah fBerita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 259
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal l0 Februari 2O26

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENCAH TAHUN 2026 NOMOR OO8

dengan aslinya
BTRO HUKUM,

MANURUNG, SH., M.H.
7606082002121002
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SckBi Pcndidiken Khu.u. den
La)'anan lnklulif

sckli Fembinaan Atadctai
Komunitat

Sekti Kurikulum drn Fenjaminrn
Mqtu P.ndidik.n

Sckli Sarana. Prasatana dan
Tcknologi Fcndidiksn

Scksi Fernbinaan dan Kelajahtcrean
Ouru dan Tcnaga Kcpcndidikan

Scksi hningkatan Kompctcnli dan
Scnifikasi Ouru darl Tcnata

Kepcndidikan

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA
engan aslinya

HUKUM,

NG SH. M.H.

Sckrctariat Dinas P.ndidikan

Subbadan Program dan Kruangan Subbagian Umum dan Kep.Eewaian

Kclompok
Jabatan Fungsional

UPT
Da.rah

Bident Frnintkatan Mutu den
Lallnan Pcndidiken

Bidang Pcmbinaan Pendidik.n
Khulur dan Akademi Komunitas

Bidant Pcmbinaa
Tena8a Pcndidiken

Scksi layanan Khusu. Pcndidikan
dan lnovali Pembclqraran

S.ksi F.ngembangan ProSr.m
Flndidtknn Bcrbari. K.butuhan

KhuBus Da.rah

Sckli EvaluaBi Kincrja dan
Pentcmbantan lGricr Gunr drrt

Tcnaga Kcpcndidikan

197606082002121002

Krpala Dinar Pendidikan



L}AGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

Sckci Prrcncdraan darr
Pendayatu naan SurDbcr Daya

Manu.ia Kc8chatan

Sckli Pcmbinaan d.n
Pcn8cm banSan Mutu Tenaga

KcachEtan

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M.H.

BidenI Pclayanen Keschatan

Sckli Fela) ansn Kelchatan
Primcr dan Rujukan

S.k.i Ak 'cditr.i Faiilite.
Kc!chatan

Sckri PcLyan.n Ke*hatan
Tiadirionnl dan Jaminen

Kcrchetan

Bidant Kc!.hatan
Ma6yaiakat

S.kBi Kc!.hetan Lingkungen
dan Ker.hqtan Kerja

Sekd K.s.hatan KelusrEa
den Oizr Mallia.akat

S.k!i Proutori Kl.chrtan
den Pcmbcrdayqgn

Maryar.ht

Bidsnt Sumbcr Daya
Kclchatan

Sck6i Kcfarmasian, Alar
K!!.heten den Prrb.kdan
Kelchatan Rumah TangSa

S€k crsriat Dinas Kesahatarr

Subbagian Protram, D.ta dan
Hubungan Maryaraket

Subb6Sian
Umum dan

Kcp.gawaian

Subbggirn Kcuantan dan
FcngElolaan A!.t

Pcrl.nSkaprn

Kclompok
Jebeten FungBionsl

Bidang Pcncegahan dan
Pentenddian Pcnyakit

Sckli Survcilan! dan
Illruniaaai

Sekri Pcoc.tahar den
Pentenddlar Penyakit

M.nuLar

Sck.i Pencetahan den
PcoScndalian Pcnyakir Tidek
Menul,E dan Kcrchatan Ji$'a

Kepal, Dinas Kclchatan

tJPI Du.ruh

I 608200212rOO2



I-AMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Sck8i Plrumahan dan Kawalan
Permukirran

Scksi ltnychatar LinSkungar
ftrmukiman den Air Minum

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

NC, SH., M.H.

Saksi Fendtaan Bangunan dan
Pengambargan Permukiman

Sckai Tat Ruan8

al
K.lompok

Jabatan

Scksi l-iina KonBtruk.i

Dines Pckerjaan Umum Penate&n
Ruang, Prnrmahan Rakyat dan

Kawalan Fermukiman

Sclsetariat Dina! Prkcrjsan Umum Pcnata.n Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kewasen Pcinukiman

Subbaaian Progsm
dan Pel,Bporan

Subbagia! Urrlum dan
Kcpcgr*aian

BidanS Bina Marga
Eidant Cipta Kar-Ya dan

Tata Ruant
Bida.t Prrumohqn Rakyat drn

Binr l(onrtruksiBidan8 Sumb€r Daya Air

Slckli Fcrcncrn.an Tchrl. den
Evelua.iS€kai Fcrcncanea,n

Sckli Fcmbangulan Jalan
dar JcrlrbatanScksl Palakcanaan Sckri hatarana, Sar&na dan

Utilitrr

Seksi Opcrari den
llem.liharaan

S.kEi PElcrvari Jalan den
Jcob.tan

UPI l)acrah

oa200212too2

Subbatian KcuanSan



K.pala DinaB ltoalal

S€krctsnat Dinas Soaial

Subbadan Program dan
KeuenSan

Subbagian Umum dan
KcpctarlEien

IIIIII
Kclompok

.rabatan f-u

Bidant Pcmb.rdayaan So.ial Bidang R.hebilit ii So8ialBident Pcrlindunten den
Jaminan So.iel

S.ksi Rchabilitali Sosial Anak,
lrnaie dan Dhebilite6S.k.i P.rlindu ngsn So.iEl Korban

Brncana
Scksi F?mbcrday&r, Pcrorongsn,

Kcluarra dan KoDunlta!
Adat Tcrpcncil

S.k!i PErlindu nSan So.ial
Nonkcbcncanaan Sckli Fclrbinsan Lmbaga

Kcleiaht.raan Solial

Seksi Jaminan So$al

UPI Daerah

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

S€kri lGpahle*anan,
lGpcrintilan, Kcr.tiaka*€nan

dan Re.torali Solial

dengan aslinya
HUKUM,

NG, SH., M.H.

S.k!i Rchabilitrsi S6ial Korbqn
Nsrkotika dan Psikotropika, HIV/AIDS

den Penysndant Macalsh
Kcs.jahtcraen Sorisl

Sek.i Rchabilitali So!i.I, Tuna So.i.l,
Forban PerdstrngBn Orang

dan Tindak Kck.ralen

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

82002t21oo2



L S.kai P.ngawaran Norma
Kctcnatal(c rj Ean

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

I-AMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUCAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.'A DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M.H.

Kcp&la Din.a Tcnrge Kcrja
den TrenrmiSresi

SckEtariat Dina. Tenata Kerja
dan Tran.mitraliIIIIIIIITI

al
Kclompok

Jab6tan F'u

Subbsdsn Progrem
dan KcuaItan

Subb8gi.n Umum
dan Kcpata*aien

Bidsnt Peletihsn d6n hodu ktivita!
Tcnage X?rja Bideng Tr6nsmigraliBda,lt Hubungan lndu.trial dan

Pengawasen Tcn6te Kcrja

Sckst ProFrrn dan N.rje Slma
Pelatihan gcksi Hubun8an lndustrial

Sakri Percncanoan dar! Pcnyiapan
Kawaaan Trantmigrali

Sck8i Fr6b.ngunan
Kawaaan Tran aruigrali

Sck.i Srrndatdi.s.i dan Scnifikari
KompctcnBi

SekEi Syarar Kcrja dan Jaminan
Soliel Tcnstn Kcrje

Scksi P?mbinaan dan Pcngeobengan
Kawaaan Trenamlgreri

Sckii PeninSlet& Ptod uktivitat
Tcn.ta K.rja

HP

oa2002121002



Kcpala Dina! Pembcrdayaan Per.mpuan,
Pcrlindun8an Anak dan KcluarSe Bercncana

Sclsatariat Dina. P.mbcrdayea, Pcrcmpuan,
Pcrlindungan Anat dan Kclua.ta Bcrencana

K.lompok Jabatan

SubbaSian Kcuent6n Subbcgian Ullum dan
Kcp.Eal+aian

Subbagisn ProgrsrD
den Prleporen

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN PUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
ngan aslinya
HUKUM,

NG, SH., M.H.

BideDt Data, Advokali dan Pcnguatan
XclcmbalaanBidant Kcluarga Brtrlnoana dan

KeluarEa Scieht.ra

Bidant FcrDb.rdayean
PcrcrDpuen Bidang Pcrlindungan Atlak

Sckli Data dan gistcm loformaai
Gcnder dan AnakSckEi XeluarSe B.!€ncanaSeksi Kasctaraan ccndcr

Sck8i PerlindunSan Anak

Sek!i PcnsendaliEn Pcnduduk dan
lnformaai Keluetga Bcrcncana

Sckai Advokaai dan Pcntarurutamaan
ocndcr dan Anekti.k.i Pem.nuhan Hak .Anak

Sckri ltrlindungan
PercEpuan Korban Kckcta6en

S.k!i PenB.mbantan
Kabupaten/Kota ky.k Anak Sek8i Fasilitas Kelernbagaan dan JcjarintS.ksi K.taianan dan

K.rcjaht raan Kcluarta
Seksi Paningkatan Kualitr!

Hidup P.rcmpuan

1,.D7 08200212loo2



LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA KER.'A DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekri PenFnck ratallan KonBumai
den Kaamanan Pan8an

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
ai dengan aslinya

O HUKUM

URUNG, SH., M.H
6042002t21oo24

Kcpala Dinaa Tanaman Pantan,
Honikultura dan Ketahanen l'angan

Sckrctariat DinaB TEne.rnan PanSan,
Hortikultura dan Kctahanan Pqh8snIIIIIITIII

Kelompok
J Fun

SubbaaiEn Prograrn
dqn K.uant n

SubbaEisn Umum dan
Xcpcga$dan

Bidan8 Tanemen PanSan
dan Hortikultura

Bidant Kclahanan Pontan Bidant Penyuluhan Srrsna
dan Praurana

Sck.i Kc tcrscdiean dan
Kcmwanan Pan8an

Sckli Produk.i Trnamar hntln
dan Hortikultura Sckli Lahan, lritali dsn PcrDbiryran

SckBi Di3triburi dan
cadan8an Panten SckEi Pupuk, F.adiida dan Al.irrilrnSckri F.rbchihan dan Pcrlirduntan

Tanaman PanSsn dan Hortikultura

Sek6i Pen-yuluhanSekri PenSolehan dan Pcmalaren
Tanaman Pangan dan Peicapancn

UFf Daerah

o



E}AGAN STRUKTUR ORCANISASI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN CUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M.H.

Sckrltadat Dina! LinBkunaan Hidup,
Kehutanan dan Pertanaharl

Subbasian Progam
dan Pel,rporan

Subbsgian Umum
dan Kcpcgewrian

Subbaaian Keuqngan

Kcpale DinqB l,intkunton Hidup,
Kehutansn dan Pcnerahan

KcloDpok Jabatah

Bidafig PcrunahanBidana Percncsnqan dsn
Pentclola$ Hutet Bidang Pcntelolean DAS

dan Perhutenan sosial

S.kai PcEncanaan dan
Tata Hutan Saksi Peneteuseheen Tensh

Sck6i P"nS.lolaan DAS
dan Rchabilitali LahsnSckli Pemanfaatan Suiltbct

Dava Hutao Sckai Fssilitari
Pcngedean TanahSckii Parhutanen Sosial

Seksi Pcnangenan
Scntk.ta TarahScksi Pen],uluhan

Scksi Pe]t8elvolan Kchutrnan,
Perlinduntan dan Konrrvari

Sumbcr Daya N.tD dan
Ekoiilt!m

Bidang Linskuntan Hidup

Sakai Panatain dan Paneaten
Lin8kur8in Hidup

Sckd Fengelolaan Sampqh Limbah
El3 dan Pcnintkatan Kapaaitar.

Scksi PcnBGndElian P.nccmaran
dan Kcrulakan LingkunSin aarta

Perubqhan lklim

a2002t2loo2



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUCAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.'A DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
engan aslinya

HUKUM,

UPT Dacrah

Subbagian Prcgram d8n
P.hpor.n

Su
KcpatanEian

Umum dan Subba8ian KcuanBan
dan P.rlcntkapan

Kepala Dina. Admini3t aEi Kcpendudukan,
Pencateten Sipil, dan F.hbcrdeyean

Merystek t l(aDpunt
Sclcrtariat Dina! Adtninistrali Ncpcndudukan,

Itncatetan Sipil, d6n Fcmbcrdqyo.n
Malyerak t l(a.Bpunt

fll
Xelompok

Jabatan Fu

Bidang Farilitasi P.ndaft aran
Pcnduduk dan F.Dcat tan Sipil

Bidqng Kclcmbagaan, PcnBGmbangan Partilipali
Mar!,arakrt dan PcnscmbantEn Potcnai

Krrnpung/ Narnpung Adat
Bidang Pembardeyaan Ulaha

Ekonomi Masyerakat
Bidang P.nBclolaan lnformasi
Administrari Kepchduduken

dan Pcmanfaatan Data

Sckli Pcnguatrn Kclembagren Malyarakat dan
KaDasitas Marvarakat

s€k8i Bine kmbaga
Ekonomi MeslErakat

Sckai Forilitali Sarana dsn
haaarana Pcndaftaran

Penduduk
Sekii FenBolahan dao Penyqiian

Deta Kepcndudukan
S.ksi Pcmararan hoduk UnSaulan

Kampung/Kampunt AdetSek.i Saraha dan Pralar&na
F.ncatatan Sipil

sckEr Fcmb.rdcy.an Adat dan Soaial Budat6,
Pemctaan dan Fendsyagunaan Ruaot

Xampung/l(Ampung AdstSckri KcDa Sama dan
lnovali Frlayanan

Scksi Kerj. iema
Kampung/Kampung Adat

Sckri Pengrmbangan dan Peng8unaan
Tcknologi Tcpat Ouna

S.kai PeErantauan, Evaluari
dan Dokumcnta8i

Sckri Prmart uan
dan Evalue3i

,i-

4200212too2
URUNG, SH., M,H,



LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

BA(}AN STRUKTUR ORCANISASI

Sckri Anskut n Pcteyarart Rakyet
da'r Angkutan Sungei den

PcnFbc.antan
L

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

RUNC, SH., M.H.

Kcpala Dinag Pcrhubuntan

S€kretan'iat Dlnas Ferhubun gan

TIIIIITTIIII
Kclompok

Jabatan

Subbagia! Umum d.n
K!p.ga*ai.n

Subbsgian Program dan
KcuanEan

BidEng Ldu Linte! dan
Anskutan Jalrn Bideng PcncrbanSan / Band.r Udara

Sckri Manajemcn La.lu LintaB
dan Rekayara Lalu Linta! Scksi Rrrncanaan dan FenBambantan

PcncrbanSen / Bandar Udar6

Slkri Pcn8opcraliaD
Pc ncrbantan / Bandar Udara

Sck.i Angkutan Jalan
den Terminal

Sckdi Faailita. dan Leyanan
PcnerbanEsn/ Bsndar Undara

Sck6i Kclclamatan L.{lu Linta!
dan Angkutan Jalan

UPf Dacrah

BidanB Pcla!,aran

sckBi Pelayaran dan Xcpclabuhanan

Sckai Badan Usaha dan Jasa Tcrkait
Antkurar F.layar.n

082002t2roo2



Kcpela Dinas Komunika.i, lnformatika,
Statislik dah P€r.endian

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN X]
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUCAS DAN FUNCSI SERTA TATA KERJA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD
MEKI NAWIPA

dengan aslinya
HUKUM,

RUNG, SH., M.H.

Scksi Intcgrasi Data dan
lntcrope16bilita6

Sck!tariat Dinar Komunikari,
lnformatika, Siatirtik dan P.r.andian

Kclompok Jabatan
F\nt8ional

IIIIIIIII Subbadan Program
dan Pelaporan

Subba$an Umum
dan KlDcgauaien

Subbaglan Kcuangon

Bidang Stat)atikBidant Teloologi Informali drn
Ilrfreltruktur TIK

Bidant Informali daJl
Komunika.i Publik

Bidang Per.andien, Keaman.n da.
Pengclolaan Data Elcktronik

S.k.i P.rr6ndian den Manqiemcn KunciSck.i Pentelola.n
lnforma8i Publik

Sckri Kcamanan lnforma.i
dqn Cyberscct,l nty

Sckii Komunikari Publik
dan Mcdi.

S.kBi P.layanan P.ntaduan
Di6.minali Informeli

S.kri Fentelolaan D6ta El.ktronik,
Arsip Elektronik dan tuck Up

Sckli Stanttik D.creh (Huk.i
Staurtik Scktoral)

Sck.i Fcngolahan, Analiris dan
F\rblikasi Dara statirtik

Scksi PcEncanean ds,r
Pengembangan AplikaBi

Srk$ Fcnt loleen lnfraatruktu r
Tcknologi Infortaaei

dan Komunikai

Sckli Kcomanan Informasi
dan Data

608200212roo2



Scksi Rartruktunsali, Kcmitraan
dan AkBaa tfcrmodalan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

S.kei Fcnintkatan Produktieita!
dan Teknoloti

Sckli Pamalaran, Promoai
dan Fasilitssr Akr.s Pa6ar

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

RUNC, SH., M.H.
Y

Kcpala Dinea Kop.raii, U6she Kccil
dsn MaDcngrh

S.k ctariat Din.s Kopcrali, U.aha
Kccil drn Mcn"nt h

Kelompok
.Iebatflr Fu

Subba8i.an Progrsm
dan Kcuantarr

Subbsgian Umum
da'l K.lPGgau aian

BidanS Pembcrdal-.an KoperaEi Bidana Pcninakatan Daya Sein8
dan SDM Kopcre.i/ UKM

Bidang P.n8embangan U6aha
Mikro, Kc€il dan Men.n8ai

SckBi Kelcmbagaan Kopcrari Sckri FcngcmbanSan SDM Kopcraf,i
dan UKMSckri Pcngcmbantan U.€ha Miko

Sck.i U!.hr
dsn Permodalan KoDcrati

Sckli hntembrnlrn Ulaha Kecil
dan Mcncngrh

Sckri Pcngiweran
dan Pemcrik.aan Kopcraai

6082002121002



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

{

dengan aslinya
HUKUM,

G SH., M.H.

Kepala Dinaa Perianarnan Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sckrctariat Dina! Pcnanaman Modal dan
Pclayenan Tcrpadu Setu Pintu

SubbaSian Umum

Kelompok Jabatan

Kelodlpok
Jabatan Fxngliond

II IIIIII
Modal

K.lompok
Jabatan Fungsional
Pclqyrnao Tcrpadu

Satu Pintu

IIIII

P] 97606082002121OO2



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/T'TD

MEKI NAWIPA
PR

dengan aslinya
HUKUM,

UNG, SH., M.H.

Kepala Dina! KcpcmudaaD
dan Olshrata

Sckrrtrriat Dina.
Kcpcmudaan dan Olahrata-IIIIIIIII

Kelompok Jabetan
!'u

Subbagien Umum
dan K.pc8a*rian

Subbegian Forqncanaan
den Kcuantan

Bidant Layenan
Kepemudsan

Bid6nB P.mbud.yaan
Olahrag.

Bid.n8 P.ningkatan
Prtltari Olahreta

S.k.i Olahraga P?ndidikan
drn Sentre Olahrrta

sckli P.m bcrd ayean
Pcrnuda Scksi Scntra Pcobinaan

Olahraaawan Mud.

sckli Olehreta Mery.t'akat
den Layaner KhusuB S.ksi Olehragau'an Elit

Sckri P.n8erabenSen
Pcmudq

Sekd TcnaSa dan
OrSanisali Olalraga

S.kri lnfractruktur da!
Kcmitraan Pemuda

Sekai Kcmitraan dan
PenShargaan olahraga

082002t2too2



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

Subbsgian Keuantan

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M.H.

Kcpale Dnas Kcbudeyaan, Periwisata
dan EkonoDi lkratif

Sekrctariat Dinar Kcbudayaan,
Pariui8ata den Ekonomi Kr.atif

onal
K.lompok

Jebetan Fun

Subbagian Progrsm
dan Palaporan

Subbaglan Umum dan
Kapcgswaian

Bidant Ekonomi KreatjJtsideng Pan{isat8 BidanS Pcmbinaan Kclcobataan
dan SDM

Sckli Ekonomi Krcetif Bcrbari!
Scni dan Budey!

S€kd Pcmbinlan lGlemblt !n dan
SuEbcr DalE Manusia gid.ng

Kcbudayaan

Sck.i P.ngrm bangan
Dc.rineai Pariwisata

dan Evcnt

Scksr Pentembangan
Pemalarsar Pariwloata

Sckli Frrnbinean K.lcmbagaan den
Sumbcr Daya Manutie Bidant

Pariwisata
Sck.i Ekonomi Krcatrf Bcrbalis
Media, Decain, dan Arlit.ktur

Sckll PengcErbangan
lndustri dan Investasi

PariwiBata
Scksi ltrmodalan
den Pcmaserarr

S.ksi F?mbinaan Krlembattran dan
Sumbcr Daya Manurla Bidang

Ekonollli Kreahf

BidanS Kebudeyeen

Sckei Pembinr.n
Masyarskqt Hukum Adat

S.k!i Sejarah, wariEn
Budaya dan Permulcuman

SekBi Pcmberdayaan dan
Farllitaci Kckayaan

lntclektusl

U
a2002t2too2



Scksi L4ysnan, Otomaii,
PcDgcmben8an drn Frabudayaan

Kagcmaran McmbEce, dan Fclcrtaiien
Bshsn P.rpu rta.ka.n

engan aslinya
HUKUM,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

a'/
RUNG, SH., M.H.

Xcpele Dinas Ferpu stakaan dan
Kcar.ipan Dacrah

sckrehriat Dlnas Parp u.takaan dan
Kcarcipan DocrahIIIIIIIIII

Kclompok
Jabetan

Subbegran Umum
dan K.pcta! Eian

Subbagian Progarn
drn Keuangan

Bidan8 Perpu Btakaan Bident Kcaraipan

Scksi Pembmaan Kcarsipan
S€ksi Dcpo$it, Pcn8.m bantan KolekBi,

Pantolahan Bahan Per!,u.t-akaan

Sek!i P.nEclolaan ArBip
Sckti P.Bbinaan dan Pentcmbantan

Pc rpu atata.n dan Tcnata
P.rpu otakaan drn K.rja S.rne

Scksi Pcngawassn Keafripen

UIYf l)acrah

60a2002121002



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Srksi Sarana liaaarana Perikanan
Budid.yd dan P.rikanan Tantkep

LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUCAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER^IA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M.H

Kepala Din6a Kelauta,l dan Perikanan

SlkEtarist Dina! Xclautan
dan Perik nan

Kelompok JebRtan
alFun

Subbegian Program
dan Kcuangan

Subbegien Umum
dan Kepcgaq?ian

Bidant Peh8.lolaen Ruan8 taut Bidang Pan8olahan, Pcrnelalan dan
P.nga$alan Sumb.r Daya
Kclautan dsn P.rikanai

Scksi Tata Ruang Lrut dan Z,onasi
S.L.i F.ngolahan d.n Mutu

Harll Pcrikanan

Sakri Pchaaeran d{rn Promosi
fuuk Pcrikanan

Sckri Pcndayagunaan Pclisit dan
Pulau-Puleu Kecil

Sckli P.n8a\.va!en dai Pen8cndolien
Sumber D6ya Kclaut&n dan Perlkanan

S.k8i Jala Kclruten don
Kon!crvaai

UPt Daerai

Bideng P.rtkan.n T.ngkap
dan Budidaya

S.k6i Perikarun TanSkap

S.k6i P.rikanan Budidaya
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E}AGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUCAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.'A DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

NG, SH., M.H.

Bidang Petcmakan

Seksi hmbibilan dan ProdukBi

Scksi Kcachatan I le*an

Sck6i Kcarhavct, Pcn8olahan
dan Prmalaran

Kepela Dines Pcakcbunan dan
PatcmaLn

Sekrctrriat Dina. P.rkcbunin
dan Fct makan

Kclompok Jabatan

SubbaSjan Prograro dan
Keuentan

Subbaaian Umum dan
Kep.8&waien

Bidang Perkcbunan Bidang Pcnyuluhan Sarane
d6n Praurana

s.kri Fcrbcnih.n da,r
Fcrlindunran Seksi t-ahan, trlgaai dar Pembiayaen

SckBr Produk8i Seksi Pupuk, Peaticida dan Al8intan

Sckoi F.nSolahan, Pemasaaan S€kBi Pcnyuluhan

UPT DActeh

2002121oo2
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Sekai Minyak den Ca3 Bumi

engan aslinya
HUKUM,

UNG, SH., M.H.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

U I'T Dec.eh

Kcp.la Dinai Encr8i dan Sumber
Dar-a Mineral

Scloctari.t Din.r Encrgi dan
Surnbcr Dal.a Miheral

Kelompok .r6batao

Subbagian Program d8n
Keu6nBar

Subbaaian Umum dan
Kcpcgawaian

Bidang En.rgi
Bidang Mincral dan Pena$bangan

S.kBi Encr8i Bqru, Tcrbarukan
dan KonErvau tsncrgi

SckBj Mincral dan P.rt&nbangan Rakyat

Scksi Kct.nagalirtnkan Sekri Pengawaoan Pert rnbangan dan
Kc!cla.rEton Kcrja

S!k.i Rcklamaai dan Lingkun8an
Prrtamben asn

Bidan8 Ccologi den Air Tanah

S.hi C.ologi dan Pemetaan
Potcnai Sumbcr Daya

Seksi Air Tanah dsn Ccohidrologi

Scksi Mititasi B.ncana Ocologi
dan Pengendalian L,rnSkungan

Tambang

06082002121oo2
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Sckli lndultri Kr.atif, koduk
Dalam Ncgcri dan Ftningkatan

Nilat Tambah

engan aslinya
UKUM,

NG, SH., M.H.

Seksi Pcngendalian Pslar, HarBa dan
Pcrlindungan Kon!umcn

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN XX
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUCAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.'A DINAS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Bidart Fasilitasr, Standardilssi dan
Pengau'alan Industri dan Pcrdagangan

Sckri Fasilita8i lnvestasi,
dan Pcngetnbantan lndultri

Scksi Standardilaai, Mutu dan
Tcknologi Induetri

Sckli P.mbinsan UMKM, Pcmalsren dan
kntcmbantan KoFreli lrk8l

Kclompok
Fun

&krctariat Dina8 Pcrindultiian
dan Pcrdstangan

SubbaAian Program dan K.uanRAn Subbagian Umum dan
KcpcSawaian

Kepda Dinar Pcrindu strian dan
Pcrdagrrrgan

Bidant Perdagan8an

seksi P.rdatantan Dalam Negcri

S.ksi Pcrdagangen Lusr Na8eri

Bident Prrinduet -ian

Sak.i lnduatri Kccrl dan Mcncntah

SckBi lndustri Ago,
Manufalnur dan Aneka

PRo
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